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KATA PENGANTAR

Fuji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hinayahnya sehingga saya dapat nienyelesaikan Laporan Pelaksanaan Proyek Perubahan dengan Judul “ Mewujudkan Tertib Administrasi Hukum dalam Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Sekretanat Jenderal DPR Rl melalui Pembenahan Ketatalaksanaan Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang Profesional dan Akuntabel.
Laporan ini merupakan bukti dalam laboratorium kepemimpinan melaksanakan proyek perubahan pada Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dengan melakukan tahapan-tahapan kegiatan tim mulai tanggal 3 September 2014 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2014.
Dalam pelaksanaan proyek perubahan ini memperoleh dukungan dan berbagai pihak yaitu Sekretaris Jenderai DPR Rl, Wakil Sekretaris Jenderal DPR Rl, Deputi Bidang Perundang-undangan selaku Mentor Pelaksanaan Proyek Perubahan Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan, Kepala Biro Keuangan, Kepa^ Biro Keanggotaan dan Kepegawaian, Kepala Bagian Organisasi Tatalaksana Kepala Bagian Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Kepala Bagian Hukum dan Pejabat/Staf di Lingkungan Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-

undang.

Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Drs. Desi Fernandas selaku coach Pelaksanaan Proyek Perubahan yang senantiasi membenkan inspiratif dan solusi dalam menyusun rancangan proyek perubahan, Dr. Andi Tauhk sela Narasumber Seminar, Para Widyaiswara LAN,dan Para Fasilisator LAN sebagai penyelenggara Diklatpim II Angkatan XXLTahun 2014.

Penyelenggaraan Diklatpim II dengan pola baru yang mencetak pemimpin perubahan sangat baik dan positif untuk mendorong Perubahan pada Kementerian/Lembaga guna meningkatkan kinerja Kementerian/Lembaga yang profesional dan akuntabel menjadi organisasi yang berkinerja tinggi.
Atas dukungan semua pihak saya mengucapkan terima kasih kepada pihak- pihak yang telah membantu sehingga laporan ini dapat selesai tepat waktu.
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RINGKASAN EKSEKUTIF ^MEWUJUDKAN TERTIB ADMINtSTRASI HUKUM DALAM 
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM Dl LINGKUNGAN SETJEN DPR Rl MELALUl 

PEMBENAHAN KETATALAKSANAAN BIRO HUKUM DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN 
UNDANG-UNDANG YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABELff.

Sekretariat Jenderal DPR Rl iaiah lembaga kesekretariatan lembaga negara sebagai 
bagian dari lembaga pemerintahan dalam menyelenggarakan tugas memberikan dukungan 
kepada DPR hams berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Sekretariat Jenderal 
DPR Rl berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dapat 
membuat peraturan dan kebijakan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR Rl, dalam rangka 
memberikan dukungan kepada pelaksanaan tugas dan fungsi konstitusional DPR. Oleh karena 
itu, produk hukum Sekretariat Jenderal DPR Rl yang ditetapkan untuk memberikan 
dukungan kepada Dewan harus profesional dan akuntabel. Artinya pembentukan produk 
hukum perlu diselenggarakan oleh unit kerja/SDM yang mempunyai kompetensi, 
terencana, terarah, terkoordinasi, dan terintegrasi yang terstruktur dan taat asas sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kondisi saat ini pembentukan produk hukum berupa peraturan, keputusan, instruksi, nota 
kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan perjanjian sewa barang milik negara di lingkungan 
Sekretariat Jenderal DPR Rl belum terencana, terarah, terkoordinasi dan terintegrasi secara 
tertib dan terstruktur. Kondisi ini dikarenakan keterbatasan tugas, fungsi dan wewenang Biro 
Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, serta belum adanya pedoman 
pembentukan produk hukum di Sekretariat Jenderal DPR Rl, sehingga proses pembentukan 
produk hukum di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR Rl tidak terkoordinasi secara tertib, dan 
berakibat terdapatnya produk hukum belum standar dan belum taat asas sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

Kondisi yang diharapkan Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 
kedepan iaiah ten/vujudnya administrasi hukum yang tertib, taat asas. profesional dan akuntabel 
dalam pembentukan produk hukum di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR Rl yang menjadi 
sasaran strategis yang akan dicapai. Untuk mencapai sasaran strategis tersebut sangat 
diperlukan intervensi yang dapat mengungkit dan mendorong terwujudnya administrasi hukum 
yang tertib, taat asas. profesional;dan akuntabel di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR Rl, 
yaitu melalui upaya pembenahan ketatalaksanaan unit kerja Biro Hukum dan Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang, dengan menyempurnakan tugas, fungsi dan wewenang Kepala 
Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Selain itu untuk mewujudkan 
tertib administrasi hukum dalam pembentukan produk hukum di lingkungan Sekretariat Jenderal 
DPR Rl perlu mengatur tata kelola pembentukan produk hukum dengan merumuskan 
Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Produk 
Hukum di Sekretariat Jenderal DPR Rl. Tertib administrasi hukum dalam konteks area 
perubahan ini, yaitu terkait dengan proses atau tata kelola pembentukan produk hukum di 
Sekretariat Jenderal DPR Rl mulai dari perencanaan, penyusunan, pernbahasan, 
penetapan, dan authentifikasi yang dilaksanakan terencana, terarah, terkoordinasi, dan 
terintegrasi yang terstruktur dan taat asas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).

Proyek perubahan pada Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan UU yaitu melakukan 
terobosan atau inovasi dalam pembentukan produk hukum di Sekretariat Jenderal DPR Rl 
dengan membangun tata kelola pembentukan produk hukum yang terencana, terarah, 
terkoordinasi, dan terintegrasi, Secara tertib dan taat asas sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan melalui:
1) Mengusulkan penyempurnaan rumusan tugas, fungsi, dan wewenang Kepala Biro Hukum 

dan Pemantauan Pelaksanaan UU yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal 
DPR Rl. dan

2) Menyusun pedoman pembentukan produk hukum di Sekretariat Jenderal DPR Rl yang 
diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl.



Proyek perubahan diharapkan kedepan dalam pembentukan produk hukum di 
Sekretariat Jenderal DPR Rl diselenggarakan terencana, terarah. terkoordinasi, dan 
terintegrasi yang terstruktur secara tertib dan taat asas sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Oleh karena itu perlu dilakukan intervensi melalui pembenahan tata 
kelola Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan UndangUndang dengan menyempurnakan 
rumusan tugas, fungsi, dan wewenang Kepala Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan 
Undang-Undang yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR Rl sebagai 
landasan hukum bagi Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang untuk 
menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja di Sekretariat Jenderal DPR Rl dalam 
pembentukan produk hukum Sekretariat Jenderal DPR Rl. Selain itu dipandang perlu juga 
menyusun Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl tentang Pedoman Pembentukan Produk 
Hukum Di Sekretariat Jenderal DPR Rl sebagai payung hukum dalam pembentukan produk 
hukum di Sekretariat Jenderal DPR Rl agar pembentukan produk hukum di Sekretariat 
Jenderal DPR Rl terselenggara terencana, terarah, terkoordinasi, dan terintegrasi yang 
terstruktur secara tertib dan taat asas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Dengan demikian diharapkan akan mewujudkan tertib administrasi hukum dalam 
pembentukan produk hukum Sekretariat Jenderal DPR Rl di lingkungan Sekretariat Jenderal 
DPR Rl.

Pelaksanaan proyek perubahan dimulai dalam masa laboratorium kepemimpinan sejak 
tanggal 1 September 2014 s/d 24 Oktober 2014 (8 minggu). Pada tanggal 1, 5, dan 15 
September 2014 s/d melakukan komunikasi dan konsultasi Deputi Perundang-undangan, 
dan Biro Perencanaan dan Pengawasan untuk memperoleh dukungan dan persetujuan 
terhadap usulan penyempurnaan tugas dan fungsi Biro Hukum dan Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang, serta usulan pembuatan pedoman pembentukan produk 
hukum Sekretariat Jenderal DPR Rl. Dari hasil komunikasi dan konsultasi dengan Biro 
Perencanaan dan Pengawasan pada tanggal 1 September 2014 disarankan untuk 
mengajukan secara tertulis usulan penyempurnaan rumusan tugas dan fungsi Biro Hukum 
dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Atas dasar saran tersebut, pada tanggal 2 
September 2014 Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 
menyampaikan surat kepada Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan Nomor 
DU/10/SETJEN-DPRR1/HK/09/2014 perihal penambahan tugas dan fungsi Biro Hukum dan 
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, yaitu menambah tugas dan fungsi:
a. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait dan/atau dengan instansi/lembaga 

lain dalam pembentukan produk hukum Sekretariat Jenderal DPR Rl.
b. Pemberian authentifikasi atau legalisir pada dokumen produk hukum Sekretariat Jenderal 

DPR Rl.
c. Mengevaluasi produk hukum Sekretariat Jenderal DPR Rl.

Pada tanggal 1, 5, dan 15 September 2014, Kepala Biro Perencanaan dan 
Pengawasan dan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana memberikan respon positif 
dengan memberikan paraf sebagai bentuk dukungan atas proyek perubahan pada Biro 
Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. (lihat lampiran formulir iDagi 
stakeholder). Untuk keberhasilan pelaksanaan proyek perubahan ini, dilakukan juga 
berkomunikasi dan berkonsultasi dengan Biro Keanggotaan dan Kepegawaian, dan Biro 
Keuangan pada tanggal 5 dan 15 September 2014. Kepala Biro Keanggotaan dan 
Kepegawaian, Kepala Biro Keuangan dan Kepala Bagian Perbendaharaan juga memberikan 
paraf sebagai bentuk dukungan atas pelaksanaan proyek perubahan yang digagas Biro 
Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. (lihat lampiran formulir bagi 
stakeholder).

Usulan penambahan tugas dan fungsi Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan 
Undang-Undang, ditindaklanjuti oleh Biro Perencanaan dan Pengawasan dengan 
mengundang rapat pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 untuk membahas tugas dan 
fungsi Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Bukti dukungan dari Biro 
Perencanaan dan Pengawasan terhadap usulan Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan



Undang-Undang. pada tanggal 14 Oktober 2014 menyampaikan rancangan perubahan tugas dan fungsi Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang dituangkan 
dalam rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR Rl tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal DPR Rl Nomor 1001/SEKJEN/2012 tentang Penetapan Hasil 
Analisis Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR Rl. Rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR Rl tersebut, mendapat dukungan dan persetujuan dari Sekretaris 
Jenderal DPR Rl dengan menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR Rl Nomor 
1155/SEKJEN/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal DPR Rl Nomor 1001/SEKJEN/2012 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Sekretariat
Jenderal DPR Rl bertanggai 23 Oktober 2014.

Selain inovasi tata laksana Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 
dengan penyempurnaan tugas dan fungsi Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanan Undang-Undang tersebut, dalam tata kelola pembentukan produk hukum Sekretariat Jenderal DPR Rl yang merupakan bagian dari proyek perubahan yang akan dicapai, 
pelaksanaannya dimulai pada tanggal 6 September 2014 s/d 24 Oktober 2014. Pembuatan pedoman pembentukan produk hukum Sekretariat Jenderal DPR Rl dilakukan dalam 2 (dua) 
kegiatan yaitu kegiatan penyusunan konsep pedoman pembentukan produk hukum dimulai 
tanggal 3 September 2014 s/d 26 September 2014. dan kegiatan pembahasan konsep Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum 
Sekretariat Jenderal DPR Rl dimulai tanggal 6 Oktober 2014 s/d 24 Oktober 2014.

Pelaksanaan proyek perubahan pada area perubahan ketatalaksanaan pada Biro 
Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang dimulai sejak tanggal 1 September 2014 s/d 24 Oktober 2014, dengan pendekatan berbasis skateholder melalui 
forum konsultasi, komunikasi, koordinasl dan rapat-rapat Tim, menghasilkan perubahan 
tugas dan fungsi Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan pedoman pembentukan produk hukum yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal 
DPR Rl dan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl.

Kebijakan Sekretaris Jenderal DPR Rl yang telah menyetujui area perubahan dalam 
proyek perubahan ini yaitu :
1 Keputusan Sekretaris Jenderal DPR Rl Nomor 1155/SEKJEN/2014 tentang Perubahan 

atas Keputusan Sekretaris Jenderal DPR Rl Nomor 1001/SEKJEN/2012 tentang Penetapan Hasil Analisa Jabatan Di Lingkungan Sekretaris Jenderal DPR Rl, ditetapkan 
tanggal 23 Oktober 2014.

2. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Pembentukan Produk Hukum Sekretraiat Jenderal DPR Rl, ditetapkan tanggal 22 Oktober 
2014.
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BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang (Burning Platform).

Sekretariat Jenderal DPR Rl sebagai unsur pendukung (supporting system) DPR Rl 
berfungsi memberikan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi konstitusional DPR Rl. 
Dalam rangka memberikan dukungan yang optimal kepada DPR Rl, Sekretariat Jenderal 
DPR Rl mempunyai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis.

RENSTRA

Matrik 1: Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis

KETERANGAN

VISI Menjadikan Sekretariat Jenderal yang profesional dan akuntabel

MISI 1. Mewujudkan dukungan keahlian yang akurat.
2. Mewujudkan dukungan administrasi yang tepat waktu, dan
3. Mewujudkan dukungan teknis yang prima.

TUJUAN 1. Tercapainya peningkatan kualitas dukungan bagi pelaksanaan 
tugas dan fungsi Dewan.

2. Tercapainya tata kelola sistem pendukung Dewan berdasarkan 
prinsip good governance.

4 SASARAN 
STRATEGIS

1. Mencapai tata kelola Sekretariat Jenderal DPR Rl yang baik
melalui reformasi Sekretariat Jenderal DPR Rl dibidang 
kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumberdaya manusia.

2. Meningkatnya kualitas dukungan Sekretariat Jenderal DPR Rl 
dalam penguatan kelembagaan DPR Rl.

3. Meningkatnya kualitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi 
legislasi DPR Rl.

4. Meningkatnya kualitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi 
pengawasan DPR Rl.

5. Meningkatnya kualitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi 
anggaran DPR Rl.

Terkait dengan gagasan proyek perubahan pada Biro Hukum dan Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang, sasaran strategis yang akan dicapai Sekretariat Jenderal



DPR Rl yaitu mencapai tata kelola Sekretariat Jenderal DPR Rl yang baik melalui 
reformasi Sekretariat Jenderal DPR Rl dibidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan 
sumber daya manusia Oleh karena itu, untuk mencapai sasaran strategis tersebut, 
dipandang perlu melakukan upaya perubahan tata kelola dan ketatalaksanaan pada Biro 
Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Namun upaya perubahan 
ketatalaksanaan pada Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan UU Sekretariat 
Jenderal DPR Rl tersebut perlu disesuaikan dengan mengikuti perubahan lingkungan 
strategis. Manajemen perubahan (change management) Sekretariat Jenderal DPR Rl 
adalah upaya yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPR Rl untuk mengelola akibat- 
akibat yang ditimbulkan karena terjadinya perubahan politik, hukum, ekonomi dan sosial 
dalam organisasi. Perubahan ini dilakukan secara sistematis dengan menerapkan 
pengetahuan, sarana dan sumber daya yang diperlukan organisasi untuk bergeser dari 
kondisi sekarang menuju kondisi yang diinginkan, yaitu menuju ke arah kinerja yang lebih 

baik.
Menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, 

DPD, dan DPRD, area perubahan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR Rl diarahkan 
pada 3 (tiga) area perubahan, yaitu pertama, pengembangan organisasi yang mencakup 
pengembangan budaya organisasi dan perilaku organisasi. Kedua, perubahan terhadap 
tatalaksana organisasi. Ketiga, pendayagunaan sumber daya manusia agar efektif dan 
efisien, serta pola pikir dan budaya kerja. Manajemen perubahan selalu dibutuhkan oleh 
Sekretariat Jenderal DPR Rl untuk menciptakan tata kelola organisasi yang efektif, 
produktif, efisien, kreatif, dan mempunyai kinerja. Melalui perubahan yang jelas dan 
terbuka, Sekretariat Jenderal DPR Rl berpotensi untuk memperkuat diri melalui kinerjanya 

dalam mendukung tugas dan fungsi DPR.
Saat ini DPR sedang melakukan perubahan yang menyangkut berbagai aspek 

termasuk sistem pendukungnya. Hal ini menjadi pendorong bagi Sekretariat Jenderal DPR 
Rl untuk melakukan berbagai perubahan agar seiring dengan semangat perubahan DPR. 
Untuk itu, Sekretariat Jenderal DPR Rl secara kelembagaan akan mengembangkan 
paradigma dukungan secara profesional dengan mengubah secara sistematis dan 
konsisten sistem dan mekanisme kerja organisasi, pola pikir dan budaya kerja individu 
serta unit kerja Sekretariat Jenderal DPR Rl menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan 
sasaran reformasi birokrasi di Sekretariat Jenderal DPR Rl yaitu untuk meningkatkan 

dukungan kepada DPR.



Sekretariat Jenderal DPR Rl yang merupakan lembaga kesekretariatan lembaga 

negara sebagai bagian dari lembaga pemerintahan dalam menyelenggarakan tugas 

pemerintahan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh 

karenanya Sekretariat Jenderal DPR Rl berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh 

peraturan perundang-undangan dapat membuat peraturan dan kebijakan di lingkungan 

Sekretariat Jenderal DPR Rl, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya 

memberikan dukungan kepada pelaksanaan tugas dan fungsi konstitusional DPR.

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma 

hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara 

atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan 

Perundang-undangan. Dalam lingkup Sekretariat Jenderal DPR Rl, peraturan perundang- 

undangan yang dimaksudkan adalah peraturan dan keputusan yang dikeluarkan oleh 

Sekretaris Jenderal DPR Rl. Salah satu aspek penting dari Reformasi Birokrasi Sekretariat 

Jenderal DPR Rl adalah penataan peraturan perundang-undangan di lingkungan 

Sekretariat Jenderal DPR Rl berupa peraturan dan keputusan yang diterbitkan Sekretaris 

Jenderal DPR Rl. Dalam kerangka reformasi birokrasi penyelenggaraan tugas 

pemerintahan, perlu melakukan penataan terhadap peraturan perundang-undangan untuk 

menjamin adanya kepastian, kejelasan, kemanfaatan, dan taat asas, serta mewujudkan 

clean government and good governance di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR Rl.

B. Identifikasi Permasalahan.

Permasalahan umum di bidang pembentukan produk hukum berupa peraturan 

perundang-undangan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR Rl ditandai dengan adanya 

tumpang tindih kewenangan pejabat dalam membuat peraturan atau keputusan (seperti 

keputusan Sekjen DPR Rl, keputusan KPA, keputusan PPK dengan materi yang sama). 

Selain itu mengenai konsistensi materi muatan antara Peraturan Sekretaris Jenderal DPR 

Rl dan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR Rl, ketidakjelasan dalam mekanisme dan 

prosedur penyusunan peraturan perundang-undangan, belum adanya peraturan 

Sekretaris Jenderal yang mengatur suatu permasalahan tertentu, sistem penomoran yang 

tidak teratur atau tidak Jelas, sistem pendokumentasian dan sosialisasi yang belum baku, 

serta kemampuan staff penyusunan peraturan perundang-undangan yang belum 

memadal. Permasalahan kritis pada area peraturan perundang-undangan adalah belum 

adanya pedoman pembentukan produk hukum di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR Rl.



Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut perlu dilakukan diagnosa reading 

organisasi mengenai kendala, hambatan, dan masalah Biro Hukum dan :Pemantauan 

Pelaksanaan Undang-undang sejak dtbentuknya Biro Hukum dan Pemantauan 

Pelaksanaan Undang-Undang pada tanggal 3 Mei 2005 dalam Peraturan Sekjen DPR 

Rl Nomor 400/SEKJEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal 

DPR Rl sampai dengan saat ini tahun 2014, yang mempunyai tugas 

menyelenggarakan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, pemantauan, 

analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan DU.
Dari hasil diagnosa dengan memetakan produk hukum Sekretariat Jenderal DPR 

Rl dilakukan scooping masalah yang ditinjau dari 3 (tiga) aspek :

1) Aspek formil belum standar sesuai peraturan perundang-undangan, sistem 

penomoran belum tertib.
2) Aspek substansi terdapat tumpang tindih kewenangan pejabat dalam membuat 

peraturan atau keputusan (seperti Keputusan Sekjen DPR Rl, Keputusan KPA, dan 

Keputusan PPK dengan mated yang sama), dan belum ada konsistensi mated 

muatan antara Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl dan Keputusan Sekretaris 

Jenderal DPR Rl.
3) Aspek prosedur belum terencana, terarah, terkoordinasi dan tedntegrasi secara 

terstruktur secara tertib.

Matrik 2: Scooping Masalah Produk Hukum
NO ASPEK PRODUK HUKUM

Aspek Formil

Aspek Materil/Substansi

Aspek Prosedur

PERMASALAHAN

Format belum standar, masih beragam karena belum
ada pedoman tata cara pembentukan produk hukum di
Sekretariat Jenderal DPR Rl.

> Konsistensi mated muatan yang besifat mengatur 
dan bersifat penetapan.

> Kepatuhan pada peraturan puu terkait seperti 
peraturan Menteri Keuangan.

> Produk hukum belum terencana dan terarah.
> Koordinasi belum terstruktur dan tedntegrasi.
> Belum ada mekanisme kerja yang standar sebagai 

pedoman yang dipatuhi.

Dari hasil scooping masalah tersebut, dapat diurai juga permasalahan kdtis dari 

aspek kegiatan pembentukan produk hukum Sekratariat Jenderal DPR Rl 

sebagaimana terurai dalam matrik 2.
4



Matrik 3: Permasalahan Kritis Dalam Pembentukan Produk Hukum

1 Penyusunan
Pedoman
Pembentukan Produk 
Hukum Sekretariat 
Jenderal DPR Rl.

Pembentukan produk hukum Sekretariat Jenderal DPR Rl 
belum terencana, terarah, terkoordinasi dan terintegrasi 
secara terstruktur dan tersistem.

2 Evaluasi produk
hukum Sekretariat 
Jenderal DPR Rl.

Terdapat produk hukum Sekretariat Jenderal DPR Rl yang 
tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan periu dievaluasL
Belum ada mekanisme evaluasi produk hukum.

3 Program Pembuatan 
Peraturan Perundang- 
Undangan di
lingkungan Sekretariat 
Jenderal DPR Rl

Belum tersusunnya rencana kegiatan penyusunan peraturan 
perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan serta 
prioritas penyusunannya.

4 Pemberian legalisir 
atas produk hukum 
Sekretariat Jenderal 
DPR Rl.

Pemberian legalisir atas produk hukum Sekretariat Jenderal 
DPR Rl belum diatur.

5 Penataan adminlstrasi 
penomoran produk 
hukum dan
dokumentasi produk 
hukum Sekretariat 
Jenderal DPR Rl.

Belum adanya standarisasi penomoran produk hukum 
Sekretariat Jenderal DPR Rl.



BAB II

RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN 

A. Gagasan Proyek Perubahan.

Untuk mengatasi permasalahan sebagaimana terurai dalam matrik 2 dan matrik 3 

tersebut, perlu dilakukan perubahan dengan strategi kebijakan yang diarahkan pada 

perubahan ketatalaksanaan unit kerja Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan 

Undang-Undang dengan mengikuti perubahan lingkungan strategis sesuai kebutuhan 

organisasi DPR Rl. Perubahan ketatalaksanaan ini diharapkan dapat mendorong 

perwujudan tertib administrasi hukum dalam pembentukan produk hukum Sekretariat 

Jenderal DPR RL Perubahan ketatalaksanaan ini tentu perlu landasan hukum Keputusan 

Sekretaris Jenderal DPR Rl sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. Langkah berikutnya, 

untuk mewujudkan tertib administrasi hukum penting dibuat pedoman pembentukan 

produk hukum yang memuat manajemen pembentukan produk hukum yang meliputi 

perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengawasan berupa 

pengawalan proses pembentukan produk hukum sampai dengan ditandatangani Pimpinan 

Sekretariat Jenderal DPR RL Dengan demikian produk hukum yang dihasilkan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam struktur organisasi Sekretariat Jenderal DPR Rl yang diatur dalam Peraturan 

Sekretaris Jenderal DPR Rl Nomor 400/SEKJEN/2005, Kedudukan Biro Hukum dan 

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang secara struktural berada di bawah Deputi 

Bidang Perundang-undangan.



Struktur Organisasi Deputi Bidang Perundang-undangan.

mmm

GiAfffiiukUivi ^-^f'XBAGIAN
f^jPEMANTAUAN 

,;PELAKSANAAN UU
£l

Adapun tugas Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yaitu 
menyelenggarakan kegiatan di bidang hukum dan di bidang hukum, analisis dan evaluasi 
pelaksanaan undang-undang bidang politik, hukum HAM, kesra dan ekkuindag sesuai 
dengan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan iancar. Dalam 
menjalankan tugasnya, Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 

mempunyai fungsi:
a. Menyelenggarakan kegiatan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum.
b. Menyelenggarakan kegiatan administrasi peraturan perundang-undangan.
c. Menyelenggarakan kegiatan analisis dan evaluasi pelaksanaan UU bidang politik, 

hukum HAM, dan Kesra; dan
d. Menyelenggarakan kegiatan analisis dan evaluasi pelaksanaan UU bidang Ekkuindag.

Terkait dengan tujuan dari pola baru diklatpim II melahirkan kepemimpinan strategis, 
dipandang perlu melakukan perubahan rumusan tugas, fungsi, dan wewenang Biro 
Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, sebagai dasar hukum untuk 
membuat kebijakan strategis guna mendorong terwujudnya sasaran yang akan dicapai 
dalam proyek perubahan di Sekretariat Jenderal DPR Rl, yaitu untuk mewujudkan tertib 
administrasi hukum di Sekretariat Jenderal DPR Rl dalam pembentukan produk hukum
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Sekretariat Jenderal DPR Rl. Dari hasil pemetaan terhadap produk hukum Sekretariat 

Jenderal DPR Rl terdapat 6 (enam) jenis produk hukum yang dikeluarkan Sekretariat 

Jenderal DPR, yaitu Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl, Keputusan Sekretarls 

Jenderal DPR Rl, Instruksi Sekretaris Jenderal DPR Rl, Keputusan Kuasa Pengguna 

Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Nota Kesepahaman, Perjanjian Keija Sama, dan 

Perjanjian Sewa Barang Milik Negara.

Matrik 4: Jenis Produk Hukum di Sekretariat Jenderal DPR Rl
NO BENTUK HUKUM KETERANGAN

1 Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl Pengaturan

2 Keputusan Sekretaris Jenderal DPR Rl Penetapan

3 Instrusi Sekretaris Jenderal DPR Rl Penetapan

4 Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Penetapan

5 Nota Kesepahaman Kesepahaman bersama

6 Perjanjian Kerja Sama Kesepakatan bersama

7 Perjanjian Sewa Barang Milik Negara Kesepakatan pemanfaatan 
barang milik negara

Adapun rincian tugas dan fungsi Kepala Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan 
Undang-Undang saat ini:

1. NAMAJABATAN

2. KODEJABATAN

3. UNIT ORGANISASI

4. RUMUSAN TUGAS

KEPALA BIRO HUKUM DAN PEMANTAUAN 
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
1.8.2100.3.03.00.0.000

DEPUTI BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN

Memimpin kegiatan Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-undang 
dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang hukum, analisis dan evaiuasi 
pelaksanaan undang-undang bidang politik, hukum HAM, kesra dan ekkuindag 
sesuai dengan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.

RINCIAN TUGAS
1) Merumuskan sasaran kerja Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan undang - 

undang.
2) Menyelenggarakan kegiatan Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan undang - 

undang.
3) Menyelenggarakan pembinaan dan pengarahan kepada bawahan sesuai dengan 

bidang tugasnya.
4) Menyusun rencana kegiatan dan anggaran di lingkungan Biro.



5)

6)

7)

8)

9)
10)

11)
12)

13)

Menyelenggarakan hubungan kerja dengan unit kefja di lingkungan Sekretariat 
Jenderal DPR Rl, departemen/instansi terkait.
Mengoreksi konsep-konsep yang disusun oleh bawahan sebelum disampaikan 
kepada atasan atau yang akan ditandatangani.
Menyelenggarakan analisis dan evaluasi pelaksanaan undang-undang bidang 
politik, hukum, HAM, kesra dan ekkuindag.
Menyelenggarakan kegiatan administrasi, pemberian bantuan hukum dan 
pemantauan pelaksanaan undang-undang.
Menyelenggarakan kegiatan analisis pemberian bantuan di bidang hukum. 
Menyelenggarakan administrasi penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan 
Biro.
Mengevaluasi hasil kegiatan bawahan.
Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan/kinerja kepada atasan secara berkala 
atau setiap waktu diperlukan.
Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan penugasan atasan.

Dari hasil diagnosa organisasi Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang- 

Undang telah teridentifikasi permasalahan yang terjadi saat ini sebagai acuan atau 

instrumen untuk dilakukan perubahan guna mencapai kondisi ideal yang diharapkan 

sesuai dengan sasaran strategis yang akan di wujudkan. Untuk memudahkan melihat 

gambaran kondisi sekarang dengan kondisi ideal yang diharapkan dari output/outcome 

proyek perubahan telah dipetakan dalam matrik 5 di bawah ini:

No
Matrik 5: Persandingan Kondisi sekarang dan Kondisi yang Diharapkan 

Kondisi Sekarang Kondisi yang Diharapkan

Pembentukan produk hukum belum Terwujudnya tata kelola 
terencana, terarah, terkoordinasi, dan pembentukan produk hukum yang 
terintegrasi yang terstruktur. terencana, terarah, terkoordinasi,

dan terintegrasi yang terstruktur.

Belum tersedia pedoman pembentukan 
produk hukum secara jelas dan tegas 
dalam bentuk peraturan.

Tersedianya Peraturan Sekjen 
DPR Rl tentang Pedoman 
Pembentukan Produk Hukum di 
Sekretariat Jenderal DPR Rl.

Pemberian authentifikasi/Iegalisir pada 
produk hukum oleh Biro Hukum dan 
Pemantauan Pelaksanaan UU belum 
diatur.

Tersedianya dasar hukum 
pemberian authentifikasi/Iegalisir 
produk hukum.

Keterbatasan tugas, fungsi dan wewenang Terwujudnya penambahan tugas. 
Biro Hukum dan Panlak UU. fungsi, dan wewenang Biro Hukum

dan Panlak UU.

Belum tersedia mekanisme evaluasi atas Tersedianya mekanisme evaluasi 
produk hukum. atas produk hukum oleh Biro

Hukum dan Peanlak UU.



Pembentukan produk hukum belum tertib ^Terwujudnya tertib administrasi 

dan taat asas. hukum dalam pembentukan produk
hukum.

Kondisi saat ini pembentukan produk hukum berupa peraturan, keputusan, instruksi, 

nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan perjanjian sewa barang miiik negara di 

lingkungan Sekretariat Jenderal DPR Rl belum terencana, terarah, terkoordinasi dan 

terintegrasi secara tertib dan terstruktur. Kondisi ini dikarenakan keterbatasan tugas, 

fungsi dan wewenang Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, serta 

belum adanya pedoman pembentukan produk hukum di Sekretariat Jenderal DPR Rl, 

sehingga proses pembentukan produk hukum di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR Rl 

tidak terkoordinasi secara tertib, dan berakibat terdapatnya produk hukum belum standar 

dan belum taat asas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kondisi yang diharapkan Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang- 

Undang kedepan iaiah terwujudnya administrasi hukum yang tertib, taat asas. profesional 

dan akuntabel dalam pembentukan produk hukum di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR 

Rl yang menjadi sasaran strategis yang akan dicapal. Untuk mencapai sasaran strategis 

tersebut sangat diperlukan intervensi yang dapat mengungkit dan mendorong terwujudnya 

administrasi hukum yang tertib, taat asas. profesional dan akuntabel di lingkungan 

Sekretariat Jenderal DPR Rl, yaitu melalui upaya pembenahan ketatalaksanaan unit kerja 

Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, dengan menyempurnakan 

tugas, fungsi dan wewenang Kepala Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang- 

Undang. Selain itu untuk mewujudkan tertib administrasi hukum dalam pembentukan 

produk hukum di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR Rl perlu mengatur tata kelola 

perumusan produk hukum dengan merumuskan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl 

tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Produk Hukum di Sekretariat Jenderal DPR 

Rl.

Dalam proyek perubahan ini, perlu dilakukan perubahan yang inovatif yaitu 

semangat untuk mewujudkan tertib administrasi hukum di lingkungan Sekretariat 

Jenderal DPR Rl dalam pembentukan produk hukum. Oleh karena itu, isue prubahan 

yang realistis dan dapat dilaksanakan diangkat sebagai judul dari proyek perubahan 

ini yaitu : “mewujudkan tertib administrasi hukum di lingkungan Sekretariat Jenderal 

DPR Rl melalui pembenahan ketatalaksanaan Biro Hukum dan Pemantauan 

Pelaksanaan Undang-Undang.
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Tertib administrasi hukum dalam konteks area perubahan ini, yaitu terkait 

dengan proses atau tata kelola perumusan produk hukum di Sekretariat Jenderal 

DPR Rl mulai dari perencanaan, penyusunan konsep, pencatatan, sinkronisasi, revisi 

konsep, finalisasi, penetapan, dilaksanakan terstruktur, terkoordinasi dan taat asas 

(asas umum pemerintahan yangg baik/UU Nomor 28 Tahun 1999) sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan.

Matrik 6: Proses Administrasi Hukum ; Tata Kelola Pembentukan Produk Hukum

Penyusunan konsep

Persetujuan atasan

KETERANGAN

a. Dilampirkan TOR.
b. Dilampirkan DIPA.

a. Disetujui dan diparaf PPK/eselon I
b. Disetujui dan diparaf KPA/eselon I.

Penyampaian konsep a. Nota dinas kepada Kepala Biro Hukum dan Panlak 
kepada Biro Hukum dan UU untuk dikoreksi sesuai ketentuan peraturan 
Panlak UU perundang-undangan.

b. Dicatat oleh Biro Hukum dan Panlak UU.

Rapat koordinasi Kepala Biro Hukum dan Panlak UU mengundang
PPK/eselon II terkait dengan konsep produk hukum
yang diajukan dalam rapat koordinasi untuk :
a. Adanya kesepahaman mengenai materi muatan.
b. Adanya komitmen untuk mematuhi prosedur dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Jika dipandang perlu dapat berkonsultasi dengan 

KPA/eselon I.
d. Dibuat Catalan rapat koordinasi.

Koreksi dan sinkronisasi Kepala Biro Hukum dan Panlak UU membuat disposisi
kepada Kepala Bagian Hukum untuk :
a. Mencatat konsep naskah dalam administyrasi 

Bagian Hukum.
b. Melakukan koreksi dan sinkronisasi sesuai arah 

kebijakan pimpinan dan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

c. Melakukan konsultasi/mendiskusikan materi muatan 
kepada Kepala Biro Hukum dan Panlak UU.

d. Konsep naskah yang sudah dikoreksi dan 
disinkronisasi disampaikan kepada Kepala Biro 
Hukum dan Panlak UU dengan niota dinas.

Perbaikan konsep Kepala Biro Hukum dan Panlak UU mengembalikan 
konsep naskah yang sudah dikoreksi dan 
disinkronisasi kepada PPK/eselon II unit kerja terkait 
dengan nota dinas untuk diperbaiki sesuai hasil
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koreksian dan sinkronisasi.

Penyampaian perbaikan PPK/eselon II dengan nota dinas menyampaikan 
konsep perbaikan konsep kepada Kepala Biro Hukum dan

Panlak UU untuk dikoreksi kembali perbaikan konsep.

Koreksi dan sinkronisasi 
perbaikan konsep

Pemberlan paraf

Pemberian nomor

Penandatanganan

Pendokumentasian

a. Kepala Biro Hukum dan Panlak UU membuat 
disposisi kepada Kepala Bagian Hukum untuk 
mengkoreksi dan mensinkronisasikan kembali 
perbaikan konsep.

b. Apabila masih terdapat koreksian disampaikan 
kembali kepada PPK/eselon II unit kerja terkait 
melalui Kepala Biro Hukum dan Panlak UU sesuai 
dengan prosedur yang ditetapkan.

c. Apabila tidak terdapat koreksian, Kabag Hukum 
menyampaikan perbaikan konsep kepada Kepala 
Biro Hukum dan Panlak UU dengan nota dinas.

Kepala Biro Hukum dan Panlak UU menyampaikan 
konsep naskah yang sudah tidak ada koreksian 
kepada PPK/eselon II unit kerja terkait dengan nota 
dinas untuk;
a. Membuat naskah final dengan kertas berkop surat 

sesuai dengan ketentuan pembuatan tata naskah 
dinas.

b. Naskah final tersebut dibuat rangkap 3 (tiga), yang 
1 rangkap dibubuhi paraf PPK/eselon II dan 
KPA/eselon I.

c. Naskah final yang sudah dibubuhi paraf tersebut, 
disampaikan kepada Kepala Biro Hukum dan 
Panlak UU untuk dibubuhi paraf Kepala Biro Hukum 
dan Panlak UU dan Kepala Bagian Hukum.

Naskah final yang sudah diparaf lengkap tersebut, 
diberikan nomor di Bagian Hukum.

Naskah final yang sudah diberikan nomor 
ditandatangani Sekretaris Jenderal DPR Rl, atau KPA.

a. 1 rangkap naskah final yang dibubuhi paraf lengkap 
dan ditandatangani pimpinan didokumentasikan di 
Biro Hukum dan Panlak UU.

b. 1 rangkap naskah final yang sudah ditandatangani 
didokumentasikan oleh pimpinan yang 
menandatangani naskah final.

Sekretariat Jenderal DPR Rl sebagai salah satu unsur pendukung (supporting 

system) DPR Rl (UU Nomor 17 Tahun 2014) iaiah lembaga kesekretariatan lembaga
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negara yang memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Dewan dalam 

penyelenggaraan tugas konstitusionalnya.
Oleh karena itu, produk hukum Sekretariat Jenderal DPR Rl yang ditetapkan 

untuk memberikan dukungan kepada Dewan harus profesional dan akuntabel. Artinya 

pembentukan produk hukum perlu diselenggarakan oleh unit kerja/SDM yang 

mempunyai kompetensi, terencana, terarah, terkoordinasi, dan terintegrasi yang 

terstruktur dan taat asas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Tujuan Perubahan,

Tujuan perubahan yang akan dicapai di Sekretariat Jenderal DPR Rl secara 

bertahap atau berjangka yang meliputi tujuan perubahan jangka pendek (1 September s/d 

31 Desember 2014), jangka menengah (1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015), dan 

jangka panjang (1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2019).

Matrik 7: Tujuan Perubahan Menurut DurasI Waktu

Durasi

Jangka Pendek 
(1 September s/d. 
31 Oktober 2014)

(1 Nopember s/d 31 
Desember 2014)

Jangka Menengah 
(1 Januari s/d.
31 Desember 2015)

Jangka Panjang 
(1 Januari 2015 s/d 31 
Desember 2019)

Tujuan

I j.. rewMJUah^a'^enyeTnpuffra Tut
wewehang Kepala Biro iHpkU^^ dan Panlak UU. 

l2. Terciptartya Pedoman Pembenbikan Produk Hukum di 
I Sekretariat Jenderai DPR RI yang diatur dengan Peraturai 
t Sekretaris Jenderal DPR Ri.
3. Terselenggaranya sosialtsasi Peraturan Sekretaris Jenderal 

r DPR Rl' teritang Pedoman Pembentukan Produk Hukum di 
I Sekret^at Jenderal DPR Ri

Terselenggaranya evaluasi pelaksanaan Peraturan 
Sekretaris Jenderal DPR Rl tentang Pedoman 
Pembentukan Produk Hukum Di Sekretariat Jenderal DPR 
Rl

Jenderal DPR Rl dalam pembentukan produk hukum 
Sekretariat Jenderal DPR Rl.
Terwujudnya pemanfaatan teknologl , InformasI untuk 
transparansi produk hukum Sekretariat Jenderal DPR Ri.

C. Manfaat Perubahan.

Manfaat perubahan yang akan dihasilkan dari penguatan kelembagaan dengan 

menyempurnakan tugas dan fungsi Biro hukum dan Pemantauan Pelaksanaan UU, dan
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terbentuknya pedoman pembentukan produk hukum Sekretariat Jedneral DPR Rl 

diharapkan akan terwujudnya tertib administrasi hukum di Sekretariat Jenderal DPR Rl 

dalam pembentukan produk hukum Sekretariat Jenderal DPR Rl.

MatrlkS: Manfaat Perubahan Menurut Area Perubahan

Aspek Perubahan

Penyempurnaan tugas dan 
fungsi

Manfaat

keqa;dalam i)ernbentu(
, ; ' nya rriekan'"' -

I^^Tersedianya - mekanlsme • pemberlan >;^a

Tata kelola pembentukan 
produk hukum

^;^ega!l»r produk:hukum.;r''^'r?rnV,r;''r^^;^rKj^
;4.. Pe^iiatan keleml^gaan /. Biro .Hukum 1 dan Pemai^uar

1. Adanya pedoman pembentukan produk hukum di Setjen 
DPR

2. Tertib pembentukan produk hukum dl Sekretariat Jenderal 
DPR Rl yang terencana, terarah, terkoordinasi, dan 
terfntegrasl.

3. Tertib administrasi hukum dalam pembentukan produk 
hukum di Se^en DPR.

D. Ruang Lingkup Perubahan.

Ruang lingkup perubahan dalam proyek perubahan pada Biro Hukum dan 

Pemantauan Pelaksanaan DU meliputi:

1) Mengusulkan peyempurnaan rincian tugas, fungsi dan wewenang Biro Hukum dan 

Pemantauan Pelaksanaan UU, meliputi:

a. Menyelenggarakan koordinasi dalam pembentukan produk hukum Sekretariat 

Jenderal DPR Rl;

b. Memberikan legalisir atas produk hukum Sekretariat Jenderal DPR Rl; dan

c. Menyelenggarakan evaluasi atas produk hukum Sekretariat Jenderal DPR Rl.

2) Menyusun pedoman pembentukan produk hukum di Sekretariat Jenderal DPR Rl yang 

memuat;

a. Perencanaan program pembentukan produk hukum Sekretariat Jenderal DPR Rl 

dalam 1 (satu) tahun anggaran, yang dikoordinasikan Deputi Bidang Perundang- 

undangan.

b. Tata kerja pembentukan produk hukum Sekretariat Jenderal DPR Rl yang 

terencana, terarah, terkoordinasi dan terintegrasi;

c. Teknik pembentukan produk hukum Sekretariat Jenderal DPR RL
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Matrik 9: Ruang Ungkup Perubahan Menurut Durasi Waktu

Durasi

Jangka Pendek 
(1 September s/d. 
31 Oktober 2014)

Jangka Menengah 
(1 Januari s/d.
31 Desember 2015)

Ruang Ungkup Perubahan

engusu rnusan
rubahan

1. Menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan Peraturan 
Sekretarls Jenderal DPR Rl tentang Pedoman Pembentukan 
Produk Hukum Di Sekretariat Jenderal DPR Rl.

2. Menyelenggarakan evaluasi produk hukum disesuaikan 
dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.

Jangka Panjang 
(1 Januari 2015 s/d 31 
Desember 2019)

!v< jenderal DPR Rl dalam pembentukan produk hukum| 
Sekretariat Jenderal DPR Rl 

2. Terwujudnya pemanfaatan teknologr Informasi untul 
transparansl produk hukum Sekretariat Jenderal OPR Rl.

fel

E. Persetujuan Atasan dan Mentor.

Format persetujuan atasan langsung dan mentor terlampir dalam dokumen 

laboratorium pelaksanaan proyek perubahan ini.
Penyusunan gagasan proyek perubahan ini telah dikomunikasikan dan 

dikonsultasikan dengan Deputi Perundang-undangan sebagai atasan langsung juga 

selaku Mentor. Beberapa kali terjadi revisi dalam penyusunan gagasan proyek perubahan 

sesuai dengan arahan dan petunjuk Deputi Perundang-undangan. Gagasan proyek 

perubahan yang disetujui oleh Deputi Perundang-undangan, bahwa untuk mengatur tata 

kelola pembentukan produk hukum dibatasi dengan lingkup kewenangan Sekretariat 

Jenderal DPR Rl yaitu hanya produk hukum yang dikeluarkan Sekretariat Jenderal DPR 

Rl, tidak termasuk Peraturan DPR, Keputusan DPR, dan Keputusan Pimpinan DPR. 

Sesuai arahan dan petunjuk Deputi Perundang-undangan. maka produk hukum 

Sekretariat Jenderal DPR Rl dibatasi pada peraturan, keputusan. instruksi, nota 

kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan perjanjian sewa barang milik negara. Atas
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dasar itu gagasan proyek perubahan yang dipilih yaitu: "Mewujudkan tertib administrasi 

hukum di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR R! melaiui pembenahan 

ketatalaksanaan Biro Hukum dan Pemantauan Peiaksanaan Undang-Undang yang 

profesional dan akuntabe!”.

F. Judul.

Proyek perubahan diberi judul yaitu “Mewujudkan tertib administrasi hukum di 

iingkungan Sekretariat Jenderai DPR Ri meiaiui pembenahan ketataiaksanaan Biro 

Hukum dan Pemantauan Peiaksanaan Undang-Undang yang profesional dan 

akuntabef”.

G. Penyusunan Gagasan Proyek Perubahan.

Penyusunan gagasan proyek perubahan dilakukan pada tahap taking ownership 

yaitu mulai tanggal 14 Juli 2014 s/d tanggal 8 Agustus 2014. Penyusunan gagasan proyek 

perubahan dilakukan bersama tim internal di Biro Hukum dan Pemantauan Peiaksanaan 

Undang-Undang. Rapat koordinasi internal di Biro Hukum dan Pemantauan Peiaksanaan 

Undang-Undang memberikan pengarahan dan penjelasan mengenai perlunya melakukan 

inovasi atau perubahan pada Biro Hukum dan Pemantauan Peiaksanaan Undang-Undang 

untuk meningkatkan kinerja yang tinggi. Penjelasan kepada para pejabat dan pegawai di 

Biro Hukum dan Pemantauan Peiaksanaan Undang-Undang penting agar dapat dipahami 

bersama untuk mempersamakan persepsi dalam penyusunan gagasan proyek perubahan 

yang akan dilakukan Biro Hukum dan Pemantauan Peiaksanaan Undang-Undang.

Kegiatan berikutnya, setelah terbangun semangat dan persepsi yang sama untuk 

melakukan perubahan, dilakukan brainstorming di internal Biro Hukum dan Pemantauan 

Peiaksanaan Undang-Undang untuk memperoleh masukan mengenai berbagai persoalan, 

kendala, masalah yang aktual yang menghambat peiaksanaan tugas, dan gagasan- 

gagasan untuk melakukan perubahan, guna mengatasi berbagai permasalahan dan 

kendala yang dialami Biro Hukum dan Pemantauan Peiaksanaan Undang-Undang. Hasil 

brainstorming dari masing-masing bagian, dilakukan pemetaan masalah untuk diketahui 

permasalahan yang terus tegadi penting untuk dilakukan perubahan Adapun rapat 

penyusunan gagasan proyek perubahan yaitu:
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No. HARI/TANGGAL KEGIATAN OUTPUT

1. Senin, 14-07-2014 Rapat koordinasi internal untuk 
brainstorming penyusunan gagasan 
orovek perubahan

catatan rapat

2. Selasa, 15-07-2014 Rapat koordinasi internal penyusunan 
pemetaan permasalahan.

catatan rapat

3. Kamis, 16-07-2014 Rapat koordinasi internal membahas 
masukan dari masing-masing bagian.

catatan rapat

4. Rabu. 23-07-2014 Rapat koordinasi internal membahas 
revisi area perubahan sesuai arahan 
Deputi Perundang-undangan.

catatan rapat

5. Kamis, 24-07-2014 Rapat koordinasi dengan stakeholder 
membahas area proyek perubahan 
undangan.

catatan rapat

Dalam proses penyusunan gagasan proyek perubahan selain mengadakan rapat 
internal di Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, untuk kelancaran 
penyusunan proyek perubahan perlu dukungan dan persetujuan dari atasan langsung. 
Oleh karena itu penyusunan proyek perubahan ini telah dikonsultasikan dengan Deputi 
Perundang-undangan selaku atasan langsung dan sebagai Mentor, serta berkonsultasi 
dengan coach dari Lembaga Administrasi Negara. Konsultasi dengan Mentor dilakukan 3 
(tiga) kali yaitu pada tanggal 16, 18, dan 21 Juli 2014.

Matrik 11: Konsultasi Dengan Mentor (Deputi Perundang-undangan).-----------

No.

1.

2.

3.

HARI/TANGGAL

Kamis, 16-07-2014

Jumat, 18-07-2014

Senin. 21-07-2014

KEGIATAN

Konsultasi proyek perubahan

Konsultasi proyek perubahan

Konsultasi proyek perubahan

OUTPUT

catatan konsultasi

catatan konsultasi

catatan konsultasi
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Penyusunan proyek perubahan ini juga dilakukan konsultasi dengan coach pada 

bulan Juli 2014 dan bulan Agustus 2014 sebagaimana terlampir dalam Laporan 

Pelaksanaan Proyek Perubahan ini. (lihat lampiran formulis bagi coach).

H. Deskripsi.

Proyek perubahan pada Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan UU yaitu 

melakukan terobosan atau inovasi dalam pembentukan produk hukum di Sekretariat 

Jenderal DPR Rl dengan membangun tata kelola pembentukan produk hukum yang 

terencana, terarah, terkoordinasi, dan teiintegrasi, secara tertib dan taat asas sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan melalui;

1) Mengusulkan penyempurnaan rumusan tugas, fungsi, dan wewenang Kepala Biro 

Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan UU yang ditetapkan dengan Keputusan 

Sekretaris Jenderal DPR Rl. dan

2) Menyusun pedoman pembentukan produk hukum di Sekretariat Jenderal DPR Rl yang 

diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl.

Proyek perubahan diharapkan kedepan dalam pembentukan produk hukum di 

Sekretariat Jenderal DPR Rl diselenggarakan terencana, terarah, terkoordinasi, dan 

terintegrasi yang terstruktur secara tertib dan taat asas sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Oleh karena itu perlu dilakukan intervensi melalui pembenahan tata 

kelola Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan UndangUndang dengan 

menyempumakan rumusan tugas, fungsi, dan wewenang Kepala Biro Hukum dan 

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris 

Jenderal DPR Rl sebagai landasan hukum bagi Biro Hukum dan Pemantauan 

Pelaksanaan Undang-Undang untuk menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja di 

Sekretariat Jenderal DPR Rl dalam pembentukan produk hukum Sekretariat Jenderal 

DPR Rl.
Selain itu dipandang perlu juga menyusun Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl 

tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Di Sekretariat Jenderal DPR Rl sebagai 

payung hukum dalam pembentukan produk hukum di Sekretariat Jenderal DPR Rl agar 

pembentukan produk hukum di Sekretariat Jenderal DPR Rl terselenggara terencana, 

terarah, terkoordinasi, dan terintegrasi yang terstruktur secara tertib dan taat asas sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian diharapkan akan 

mewujudkan tertib administrasi hukum dalam pembentukan produk hukum Sekretariat 

Jenderal DPR Rl di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR Rl.
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I. Mentor.

Nama Jabatan No
T elepon/Handphone

Email

K. Johnson Rajagukguk, 
SH. M.Hum.

Deputi Bidang PUU (021) 5715730
08129072291

J. Project Leader.

Nama Jabatan No
Telepon/Handphone

Email

Rudi
Rochmansyah, 
SH, MH.

Kepala Biro 
Hukum dan 
Pemantauan 
Pelaksanaan 
UU

(021)5715209
081284899144

rudi.rochmansvah(5> vahoo.com

K. Milestone (Tahapan Kegiatan dan Capaian Jangka Pendek, Menengah, dan 

Panjang).

Tahapan kegiatan pelaksanaan proyek perubahan secara bertahap atau berjangka 

juga akan menghasilkan capaian sesuai dengan tahapan kegiatan jangka pendek (1 

September s/d 31 Desember 2014), jangka menengah (1 Januari 2015 s/s 31 Desember 

2015), dan jangka panjang (1 Januari 2015 s/d 31 desember 2019).

Matrik 12: Milestone (Tahapan Kegiatan dan Capaian Kegiatan)
tahapan Kegiatan Output/Capaian Kegiatan Keterangan

Jangka Pendek 
(1 September 2014 
Wd 31 Desember 
2014)

a. rumusan tugas, fungsi, dan 
wewenang Kepala Biro Hukum dan 
Pemantauan Pelaksanaan UU.

b. Pedoman Pembentukan Produk 
Hukum di Sekretariat Jenderal DPR 
Rl.

(1 September 2014 s/d
24 Oktober 2014)
> Ditetapkan dengan

Keputusan Sekjen
DPR Rl.

> Ditetapkan dengan
Peraturan Sekjen DPR 
Rl. .

> Forum sosialisasi Peraturan (1 Nopember2014 s/d 31
Sekretaris Jenderal DPR Rl tentang Desember 2014)

i1" V i Pedoman Pembentukan Produk > Terselenggaranya
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Hukum di Sekretariat Jenderal DPR
Rl.

forum sosialisasi.

' V ' I t> '

Jangka Menengah 
(1 Januari 2015 s/d 
31 Desember 2015)

> Evaluasi pelaksanaan Peraturan 
Sekretaris Jenderal DPR Rl tentang 
Pedoman Pembentukan Produk 
Hukum Di Sekretariat Jenderal DPR 
Rl.

> Rekomendasi/saran 
kepada Sekjen DPR 
Rl.

> Evaluasi produk hukum Sekretariat
Jenderal DPR Rl. r

> Rekomendasi/saran
kepada Sekjen DPR

(Jangka Panjang 
|(1 Januari 2015 s/d 
; 31 Desember 2019)

> Mewujudkan sistem pembentukan
produk hukumj yang terencana, 
terarah, terkoordinasi dan
terintegrasi secara tertib dan taat 
asas sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

> Mewujudkan tertib administrasi 
hukum di Sekretariat Jenderal DPR 
Rl dalam perumusan produk hukum

> terwujudnya
kepatuhan atas
peraturan perundang- 
undangan.

L. Tata Kelola Proyek.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan proyek perubahan ini dipandang pelu 

membentuk Tim Proyek Perubahan dengan melibatkan stakeholder yang memiliki 

kepentingan dan pengaruh terhadap hasil pelaksanaan proyek perubahan. Peran Deputi 

Perundang-undangan sebagai atasan Kepala Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan 

Undang-Undang sangat penting dalam memberikan arahan dan persetujuan atas 

pelaksanaan proyek perubahan pada Biro hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang- 

Undang.
Mengingat area perubahan yang menjadi proyek perubahan ini iaiah mengenai 

perubahan tata kelola atau ketatalaksanaan pada Biro Hukum dan Pemantauan 

Pelaksanaan Undang-Undang, selain dukungan dari atasan dan Pimpinan, juga perlu 

dukungan dari Biro Perencanaan dan Pengawasan melalui Bagian Organisasi dan Tata 

Laksana yang mempunyai peran penting dalam penyempurnaan rumusan tugas, fungsi, 

dan wewenang Kepala Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, serta 

membangun tata laksana perumusan produk hukum di Sekretariat Jenderal DPR Rl. Biro 

Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang terus berkoordinasi dan

bekonsultasi dengan Biro Perencanaan dan Pengawasan dalam upaya penyempurnaan
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fungsi Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang untuk penguatan Biro 

Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dalam upaya mewujudkan tertib 

administrasi hukum di Sekretariat Jenderal DPR Rl dalam pembentukan produk hukum di 

Sekretariat Jenderal DPR Rl.
Upaya yang telah dilakukan Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang- 

Undang yaitu, mengundang rapat koordinasi untuk kesamaan persepsi mengenai proyek 

perubahan Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, dan Biro 

Perencanaan dan Pengawasan mendukung usulan Biro Hukum dan Pemantauan 

Pelaksanaan Undang-Undang mengenai penyempurnaan fungsi Biro Hukum dan 

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan pembentukan pedoman pembentukan 

produk hukum di Sekretariat Jenderal DPR Rl. Selain itu, Biro Hukum dan Pemantauan 

Pelaksanaan Undang-Undang juga menyampaikan surat dinas kepada Kepala Biro 

Perencanaan dan Pengawasan mengenai usulan penyempurnaan fungsi Biro Hukum dan 

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang direspon positif oleh Kepala Biro 

Perencanaan dan Pengawasan serta Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana.

Di bidang sumber daya manusia perlu melibatkan Biro Keanggotaan dan 

Kepegawaian dalam Tim Proyek Perubahan yang mempunyal peran penting dalam 

dukungan pembinaan dan penataan SDM yang kompeten dan profesional terkait dengan 

perumusan produk hukum di Sekretariat Jenderal DPR RL Oleh karena untuk 

mewujudkan tertib administrasi hukum dalam pembentukan produk hukum di Sekretariat 

Jenderal DPR Rl, Biro hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang 

mempunyai fungsi menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi dalam perumusan 

produk hukum tentu perlu didukung oleh SDM yang handal dan profesional. Terbatasnya 

SDM di Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang baik kuantitas dan 

kualitas dipandang perlu untuk ditingkatkan guna kelancaran, kecermatan, dan 

kehandalan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan 

Undang-Undang. Selain itu, Kepala Biro Keanggotaan dan Kepegawaian dan Kepala 

Bagian Kepegawaian Juga memberikan dukungan dan respon positif terhadap proyek 

perubahan Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Untuk dukungan anggaran diperlukan dukungan dari Biro Keuangan, dan dalam hal 

koordinasi perumusan perjanjian sewa barang milik negara perlu melibatkan Biro 

Keuangan melalui Bagian Perbendaharaan agar dalam perumusan produk hukum berupa 

perjanjian sewa barang milik negara terkoordinasi secara tertib dan taat asas sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Biro Keuangan dan Kepala Bagian 

Perbendaharaan mendukung dan memberikan respon positif terhadap upaya penertiban
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pemanfaatan barang milik negara yang dituangkan dalam perjanjian sewa barang milik 

negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menghindari 

kekeliruan yang dapat berakibat kerugian negara.
Keterlibatan Biro Perancangan Undang-Undang dan perancang undang-undang 

khususnya staf perancang undang-undang diperlukan dalam dukungan penyusunan draft 

Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. Oleh karena Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl merupakan produk hukum 

sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga dalam 

perumusannya harus sesuai dengan kaidah-kaidah pembentukan hukum yang diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Hukum dan Bagian Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang 

merupakan unit kerja di bawah sub ordinasi Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan 

Undang-Undang mempunyai peran dalam memberikan dukungan teknis dan administrasi 

dalam melaksanakan proyek perubahan di Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan 

Undang-Undang. Bagian Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang ditugaskan 

melakukan pemetaan terhadap produk hukum yang pernah diterbitkan Sekretariat 

Jenderal DPR Rl untuk dievaluasi berdasarkan subjek sehingga diperoleh data produk 

hukum yang tumpang tindih, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak 

konsisten, dan tidak standar. Data yang dihasilkan Bagian Pemantauan Pelaksanaan 

Undang-Undang memberikan petunjuk penyebab adanya produk hukum yang tidak tertib 

dan tidak taat asas, sehingga menjadi dasar dan alasan untuk dilakukan inovasi dalam 

tata laksana pembentukan produk hukum di Sekretariat Jenderal DPR Rl. Data yang 

dihasilkan Bagian Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang tersebut selanjutnya 

dibahas dalam Rapat Koordinasi Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang- 

Undang. Bagian Hukum dalam mendukung pelaksanaan proyek perubahan ini bertugas 

menyusun naskah konsep pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan 

sebagai bahan untuk dituangkan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl. 

Selanjutnya konsep pedoman pembentukan produk hukum dibahas bersama dalam Rapat 

Koordinasi Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang sebelum dibahas 

bersama Tim Proyek Perubahan.
Usulan penyempurnaan fungsi Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang- 

Undang dibicarakan bersama oleh Biro Perencanaan dan Pemantauan Pelaksanaan 

Undang-Undang sebelum ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR Rl. 

Konsep pedoman pembentukan produk hukum yang disusun Biro Hukum dan 

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dibicarakan bersama dengan Biro
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Perencanaan dan Pengawasan sebelum ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal 

DPR Rl.
Tata kelola proyek perubahan Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang- 

Undang dilakukan oleh Tim yang masing-masing keanggotaan tim telah melaksanakan 

tugas dan perannya sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

Matrik 13: Tata Kelola^rqyek 
I JABATANNO KEANGGOTAAN TIM

1 { K. Johnson Rajagukguk, ; Deputi
SH, M.H. i PUU

RERAN __ i URGENSI
Bidang I Pengarah/pemang irMemberikan 

j ku kepentingan i persetujuan

Rudi Rochmansyah, SH, [ Kepala Biro I Penanggungjawab ; Memimpin proyek |
MH. I Hukum dan Panlak : perubahan

UU

Dra. Damayanti, M,Si.

Rusnianingsih, SH, MH.

5 ; Makmur, Sos, MM.

7 ; Rahmat Budiaji, S.IP,
I M.Si.
I

% ! Zuraida Amna, SH.

Kepala
Perencanaan
Pengawasan
Kepala
Keanggotaan
Kepegawaian
kepala
Keuangan

Biro i Pemangku 
dan I Kepentingan

_____ _i—
Biro : Pemangku 
dan ! Kepentingan

Biro Pemangku 
Kepentingan

Kepala
Ortala

Bagian Pemangku 
i Kepentingan

9 ! Sri Wahyu Budhi Lestari,
SE.

10

11

kepala Bagian Pemangku
Kepegawaian Kepentingan
Kepala Bagian j Pemangku
Perbendaharaan Kepentingan

Wiwin Sri Rahyana, SH, 
MH.
Arini Wijayanti, SH, MH.

Perancang UU Mitra kerja

Kepala
Hukum

Bagian : Pendukung

12 Dra. Tanti Sumartini,
I M.Si.

131 Dwi Frihartomo, SH, MH.

kepala Bagian ^ Pendukung 
Panlak UU

14 Emi Husniyati, SH.

Kasubag. Pendukung
Pertimbangan dan 
Bantuan Hukum

Kasubag. Adm Pendukung
j pyy.

1 Perumusan 
ketatalaksanaan 
organisasi 
Pembinaan dan 

i penataan SDM

Dukungan 
; anggaran dan 
^ pengelolaan BMN 
; Perumusan 
ketatalaksanaan

I organisasi_____
I Pembinaan dan 
I penataan SDM 
I Dukungan 
I anggaran dan 
{ pengelolaan BMN 
I Dukungan legal 
j drafting 
I Menyusun 
j pedoman 
I pembentukan
: produk hukum___
: Memetakan dan 
; mengevaluasi
produk hukum__
Menyusun 

i pedoman 
j pembentukan
i produk hukurn___
i Menyusun 
! pedoman
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pembentukan 
produk hukum

15 Irna Gusvita Indri Kasari, 
SH.

.

STAR BAGIAN
HUKUM

Pendukung Memetakan dan 
mengevaluasi I
produk hukum

16 Pradina Kurnia Sari |
Hidayah. SH. 1

Pendukung Memetakan dan 
mengevaluasi
produk hukum

M.ldentifikasi Stakeholder.

Indikator keberhasilan implementasi proyek perubahan yaitu kemampuan 

mengidentifikasi stakeholder 6a\am mewujudkan strategi organisasi, memetakan nilai dan 

kepentingan stakeholder, dan menyamakan persepsi stakeholder. Oleh karena itu 

mengelola stakeholder sangai penting untuk keberhasilan pelaksanaan proyek perubahan 

perubahan. Mendapatkan dukungan dari stake holder yang kuat dapat membantu untuk 

membuat proyek perubahan makin berhasil. Kesuksesan pelaksanaan proyek perubahan 

Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang sangat ditentukan oleh 

pemangku kepentingan (stake holder) di lingkungan Sekretariaf Jenderal DPR Rl. Oleh 

karena itu perlu dilakukan identifikasi terhadap pejabat, pegawai di unit kerja di Sekretariat 

Jenderal DPR Rl yang memiliki pengaruh dan kepentingan terhadap proyek perubahan 

Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Termasuk stakeholder yang 

berpotensi menolak atau tidak mendukung terhadap proyek perubahan ini perlu 

diidentifikasi untuk diketahui potensi hambatan dalam pelaksanaan proyek perubahan ini 

sehingga dapat diantisipasi dengan mengupayakan solusi mengatasi hambatan dari stake 

holder.

Pemangku kepentingan (stakeholder) yang memiliki pengaruh terhadap proyek 

perubahan baik pengaruh positif atau negatif yaitu ;

Matrik 14: Daftar Stakeholder
No Pemangku Kepentingan Pengaruh

Positif Negatif
1 Sekretaris Jenderal DPR Rl
2 Wakil Sekretaris Jenderal DPR Rl ✓
3 Deputi Bidang Perundang-undangan
4 Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan
5 Kepala Biro Keuangan
6 Kepala Biro Keanggotaan dan Kepoegawaian ✓
7 Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan
8 Kepala Biro Perancangan UU ^ ✓
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9 Kepala Biro Persidangan
10 Kepala Biro Pengawasan Legislatif /

11 Kepala Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan
APBN

✓

12 Kepala Biro Umum ✓ ✓

13 Kepala Biro Harbangin ✓

14 Kepala Biro Humas dan Pemberitaan V" ✓

15 Kepala P2D1 ✓

16 Kepala Biro KSAP ✓ ✓

17 Keoala Baaian Organisasi dan Tata Laksana ✓

18 Kepala Bagian Kepegawaian ✓

19 Kepala Bagian Perbendaharaan
20 Kepala Bagian Hukum ✓

21 Kepala Bagian Pemantauan Pelaksanaan UU

Pemangku kepentingan (stakeholder) yang memiliki pengaruh dan kepentingan 

terhadap proyek perubahan secara positif sebagaimana tercantum dalam matrik 14 

tersebut ditunjukan dengan dukungan dan respon yang positif dalam pelaksanaan proyek 

perubahan ini, karena berkepentingan langsung dalam proyek perubahan ini. Seperti 

Sekretaris Jenderal DPR Rl sudah menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR Rl 

Nomor 1155/SEKJEN/2014 tentang Penetapan Hasil Analisa Jabatan Di Lingkungan 

Sekretariat Jenderal DPR Rl yang mengubah tugas dan fungsi Biro Hukum dan 

Pemantauan Pejaksanaan Undang-Undang. Sekretaris Jenderal DPR Rl juga sudah 

menandatangani Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl Nomor 04 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pembentukan Produk Hukum Sekretariat Jenderal DPR Rl. Selain itu Sekretaris 

Jenderal DPR Rl berkepentingan langsung selau Pimpinan lembaga dan pengguna 

anggaran menghendaki setiap kebijakan yang dikeluarkan akuntabel sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-udangan. Dengan demikin Sekretariat Jenderal DPR Rl 

yang dipimpinnya menjadi handal, profesional, dan akuntabel yang dapat mewujudkan 

tertib administrasi hukum dalam pembentukan produk hukum di Sekretariat Jenderal DPR 

Rl.
Wakil Sekretaris Jenderal DPR Rl dan Deputi Perundang-undangan ialah Pimpinan 

lembaga juga masing-masing selaku Kuasa Pengguna Anggaran sehingga 

berkepentingan langsung terhadap akuntabilitas kebijakan yang dikeluarkan terkait 

dengan penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

mengenai. Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan dan Kepala Bagian Organisasi dan 

Tatalaksana ialah pejabat yang mendorong perubahan rumusan tugas dan fungsi Biro 

Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, dan berkepentingan langsung 

dalam pembinaan dan pengembangan ketatalaksanaan organisasi Sekretariat Jenderal
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DPR Rl. Kepala Biro Keuangan dan Kepala Bagian Perbendaharaan berkepentingan 

dalam hal membuat perjanjian sewa barang milik negara yang harus sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencegah adanya temuan dari Badan 

Pemeriksa Keuangan. Sedangkan Kepala Biro Keanggotaan dan Kepegawaian 

berkepentingan dalam hal pembinaan dan pengembangan SDM Sekretariat Jenderal DPR 

Rl terkait dengan proyek perubahan pada Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksnaan 

Undang-Udnang.
Pemangku kepentingan (stakeholder) yang dapat berpengaruh positif dan negatif 

iaiah sebagaimana tercantum dalam angka 7 s/d angka 16 matrik 14 tersebut, yaitu 

berpengaruh positif dalam hal adanya acuan dan pedoman dalam pembentukan produk 

hukum sehingga memudahkan dalam penyusunan format dan materinya. Namun dapat 
berpengaruh negatif dalam hal proses pembentukan produk hukum sudah terjadi 
perubahan tata kelolanya yang harus diawali dengan perencanaan, penyusunan, 
pembahasan, dan penetapan. Tata kelola pembentukan produk hukum yang baru ini 
memang inovatif mengganti tata kelola sebelumnya yang praktis tidak ada mekanisme 

yang standar, tetapi berpotensi menimbulkan kesalahan dan kekeliruan karena tidak taat 
asas dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB

PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN 

A. Pembentukan Tim efektif.

Pembentukan Tim Proyek Perubahan yang efektif sangat penting untuk mendukung 

kelancaran pelaksanaan proyek perubahan ini, tentu peiiu melibatkan stakeholder yang 

memiliki kepentingan dan pengaruh terhadap pelaksanaan proyek perubahan. 

Keanggotaan Tim dalam pelaksanaan proyek perubahan ini iaiah pejabat dan pegawai di 

lingkungan Sekretariat Jenderal DPR Rl tidak melibatkan instansi lain karena fokus area 

perubahan ini iaiah mengenai perubahan tata kelola atau ketatalaksanaan pada Biro 

Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Pelaksanaan proyek perubahan 

ini, selain perlu dukungan dari atasan dan Pimpinan, juga perlu dukungan dari Biro 

Perencanaan dan Pengawasan melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksana yang 

mempunyai peran penting dalam penyempumaan rumusan tugas, fungsi. dan wewenang 

Kepala Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan UU, serta membangun tata laksana

pembentukan produk hukum di Sekretariat Jenderal DPR Rl.
Pembentukan Tim dengan pendekatan berbasis stakeholder tersebut sangat 

bermanfaat karena dukungan stake holder merupakan masukan yang dapat meningkatkan 

kualitas proyek perubahan, dan dapat membuat proyek peaibahan makin berhasil. 

Langkah yang dilakukan yaitu melakukan brainstorming untuk menentukan stake holder, 

berkomunikasi. memetakan para stakeholder yang mempunyai pengaruh dan 

kepentingan dalam proyek perubahan ini. Tim Proyek Perubahan ditetapkan dengan 

Keputusan Sekretaris Jenderal DPR Rl, dengan masa tugas Tim selama 2 (dua) bulan 

terhitung mulai 1 September 2014 s/d 31 Oktober 2014. Dalam Tim telah terbangun 

kesamaan persepsi untuk mendukung pelaksanaan proyek perubahan dan berkomitmen 

untuk terus berupaya mewujudkan tertib administrasi hukum dalam perumusan produk 

hukum di Sekretariat Jenderal DPR Rl.

1. Kegiatan Tim.

Mekanisme kerja tim dalam pelaksanaan proyek perubahan ini dilakukan dengan 

rapat tim. Setiap anggota Tim dalam keanggotaa Tim mempunyai peran, tugas dan 

urgensinya sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya. Pembentukan Tim tersebut
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ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR Rl Nomor 1045/SEKJEN/2014 

tentang Tim Pelaksana Proyek Perubahan Ketatalaksanaan Biro Hukum dan 

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR Rl.
Deputi Bidang Perundang-undangan selaku mentor dan atasan langsung Kepala 

Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan UU berperan sebagai pengarah dan 

benwenang memberikan persetujuan terhadap pelaksanaan proyek perubahan yang 

dilaksanakan Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan UU. Pemimpin proyek 

perubahan dimaksud iaiah Kepala Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan UU yang 

berperan sebagai penanggung jawab proyek. Kepala Biro Perencanaan dan 

Pengawasan dan Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana berperan sebagai 
pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh atas perubahan ketatalaksanaan Biro 

Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan UU. Atas dasar wewenangnya, Kepala Biro 

Perencanaan dan Pengawasan dan Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana dapat 
merumuskan penyempumaan tugas dan fungsi Biro Hukum dan Pemantauan 

Pelaksanaan UU. dalam menugaskan anggota tim, membahas rumusan konsep, revisi 
rumusan konsep, dan fimalisasi rumusan konsep. Setiap anggota tim melaksanakan 

tugas sesuai dengan peran dan kedudukannya dalam bidang tugasnya.

Susunan Keanggotaan Tim Pelaksanaan Proyek Perubahan Pada Biro Hukum dan
Pemantauan Pelaksanaan UU

NO KEANGGOTAAN TIM JABATAN PERAN URGENSI
1 K. Johnson Rajagukguk, 

SH, M.H.
Deputi Bidang
PUU

Pengarah Memberikan
persetujuan

2 Rudi Rochmansyah, SH, 
MH.

Kepala Biro
Hukum dan Panlak 
UU

Penanggungjawab Memimpin proyek 
perubahan

3 Dra. Damayanti, M,Si. Kepala Biro
Perencanaan dan 
Pengawasan

Pemangku
Kepentingan

Perumusan
ketatalaksanaan
organisasi

4 Rusnianingsih, SH, MH. Kepala Biro
Keanggotaan dan 
Kepegawaian

Pemangku
Kepentingan

Pembinaan dan 
penataan SDM

5 Makmur, Sos, MM. Kepala Biro
Keuangan

Pemangku
Kepentingan

Dukungan 
anggaran dan
pengelolaan BMN

7 Rahmat Budiaji, S.IP, 
M.Si.

Kepala Bagian
Ortala

Pemangku
Kepentingan

Perumusan
ketatalaksanaan
organisasi

8 Zuraida Amna, SH. Kepala Bagian
Kepegawaian

Pemangku
Kepentingan

Pembinaan dan 
penataan SDM

9 Sri Wahyu Budhi Lestari, Kepala Bagian Pemangku Dukungan
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SE. Perbendaharaan Kepentingan anggaran dan
pengelolaan BMN

10 Wiwin Sri Rahyana, SH. 
MH.

Perancang UU Mitra kerja Dukungan legal
drafting

11 Arini Wijayanti, SH, MH. Kepala Bagian
Hukum

Pendukung Dukungan teknis
administrasi

12 Dra. Tanti Sumartini, 
M.SL

Kepala Bagian
Panlak UU

Pendukung Dukungan teknis
administrasi

13 Dwi Frihartomo, SH. MH. Kasubag.
Pertimbangan dan 
Bantuan Hukum

Pendukung Dukungan teknis
administrasi

14 Emi Husniyati, SH. Kasubag. Adm
PUU

Pendukung Dukungan teknis
administrasi

15 Irna Gusvita Indri Kasari, 
SH.

STAF BAGIAN
HUKUM

Pendukung Dukungan teknis
administrasi

16 Pradina Kurnia Sari 
HIdayah, SH.

Pendukung Dukungan teknis
administrasi

1) Kegiatan Konsultasi dan Komunikasi dengan Mentor.
Dalam pelaksanaan proyek perubahan telah berkonsultasi dan berkomunikasi 

dengan Deputi Perundang-undangan selaku Mentor, terkait dengan arahan dan 

petunjuk pelaksanaan proyek perubahan untuk memperoleh dukungan dan persetujuan 

dalam perubahan proyek perubahan, usulan perubahan tugas dan fungsi Biro Hukum 

dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, pembentukan tim, dan pembentukan 

pedoman pembentukan produk hukum yang memuat proses pembentukannya mulai 

dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, penomoran, authentifikasi, 

pendokumentasian, dan pendistribusian serta teknik penyusuannya. Pelaksanaan 

proyek perubahan tersebut sudah disetujui dan diparaf Deputi Perundang-undangan 

selaku Mentor.

2) Kegiatan Konsultasi dan Komunikasi dengan Stakeholder.

Konsultasi, komunikasi, dan koordinasi dengan Kepala Biro Perencanaan dan 

Pengawasan dilakukan selama pelaksanaan proyek perubahan terkait dengan :

a) Penyampaian proyek perubahan terkait dengan peneyempurnaan ketatalaksanaan 

Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

b) Memperoleh dukungan dalam upaya pembenahan ketatalaksanaan Biro Hukum dan 

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dengan saran menyampaikan surat 

tertulis kepada Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan mengenai usulan 

penyempurnaan tugas dan fungsi Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan 

Undang-Undang.
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c) Menyampaikan Menyampaikan usulan penyempumaan tugas dan fungsi Biro Hukum 

dan Pemantauan Pelaksanaan UU, dan pedoman pembentukan produk hukum di 

Sekretariat Jenderal DPR Rl.

d) Menyetujui usulan penyempumaan tugas dan fungsi Biro Hukum dan Pemantauan 

Pelaksanaan UU, dan pedoman pembentukan produk hukum di Sekretariat Jenderal 

DPR Rl.

e) Penyusunan rancangan perubahan rumusan tugas dan fungsi Biro Hukum dan 

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

f) Penetapan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR Rl yang menetapkan perubahan 

rumusan tugas dan fungsi Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang- 

Undang.

Konsultasi, komunikasi, dan koordinasi dengan Kepala Biro Keanggotaan dan 

Kepegawaian, dilakukan terkait selain dengan area perubahan juga terkait dengan 

pembinaan dan pengembangan SDM di Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan 

Undang-Undang untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di Biro Hukum 

dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Udnang. Adapun yang dikonsultasikan dan 

di komunikasikan yaitu:

a) Penjelasan uapaya pembenahan pegawai terkait dengan proyek perubahan 

ketatalaksanaan Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

b) Memperoleh dukungan terhadap pelaksanaan proyek perubahan Biro Hukum dan 

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

c) Memperoleh dukungan terhadap usulan penyempumaan tugas dan fungsi Biro 

Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, dan pedoman 

pembentukan produk hukum di Sekretariat Jenderal DPR Rl.

Konsultasi, komunikasi, dan koordinasi dengan Kepala Biro Keuangan terkait 

dengan pembuatan perjanjian sewa barang milik negara yang merupakan salah satu 

produk hukum Sekretariat Jenderal DPR Rl yang diatur dalam pedoman 

pembentukan produk hukum Sekretariat Jenderal DPR Rl. Adapun konsultasi dan 

komunikasi yang dilakukan yaitu ;

a) Menjelaskan usulan penyempumaan tugas dan fungsi Biro Hukum dan 

Pemantauan Pelaksanaan UU, dan pedoman pembentukan produk hukum di 

Sekretariat Jenderal DPR Rl.

b) Memperoleh dukungan terhadap usulan penyempumaan tugas dan fungsi Biro 

Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan UU, dan pedoman pembentukan produk 

hukum di Sekretariat Jenderal DPR Rl.
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Komunikasi dan koordinasi dengan Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana 

terkait dengan perubahan rumusan tugas dan fungsi Biro Hukum dan Pemantauan 

Pelaksanaan Undang-Undang.
a) Menyampaikan usulan penyempurnaan tugas dan fungsi Biro Hukum dan 

Pemantauan Pelaksanaan UU.
b) Mendukung usulan penyempurnaan tugas dan fungsi Biro Hukum dan 

Pemantauan Pelaksanaan UU.
c) Menjelaskan pedoman pembentukan produk hukum di Sekretariat Jenderal DPR 

Rl.
d) Mendukung penyusunan pedoman pembentukan produk hukum di Sekretariat 

• Jenderal DPR Rl.

3) Kegiatan Brainstorming.
a) Rapat koordinasi Rabu, 3 September 2014, pukul 10.00 s/d 12.00 WIB di ruang 

rapat Biro Hukum dan Panlak UU membicarakan pembentukan Tim Pelaksana 

Proyek Perubahan;
(1) Membicarakan komposisi keanggotaan tim.

(2) Membicarakan pembagian tugas.
(3) Membicarakan penyusunan Keputusan Sekjen DPR Rl tentang Pembentukan 

Tim.
b) Rapat koordinasi Jumat, 4 September 2014, pukul 10.00 s/d 12.00 WIB 

mengundang stake holder terkait untuk kesamaan persepsi dalam pembentukan 

tim:
(1) Brainstorming.

(2) Kesepahaman keanggotaan tim.

4) Kegiatan Penyusunan Konsep Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl tentang 

Pedoman Pembentukan Produk Hukum Sekretariat Jenderal DPR Rl.
Kegiatan penyusunan pedoman pembentukan produk hukum Sekretariat 

Jenderal DPR Rl diiaksanakan bersama tim internal di Biro Hukum dan Pemantauan 

Pelaksanaan Undang-Undang. Kegiatan penyusunan dilakukan selama bulan 

September 2014. Selanjutnya hasil penyusunan pedoman pembentukan produk 

hukum tersebut dituangkan dalam bentuk Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl 

tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Sekretariat Jenderal DPR Rl. Draft
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Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl tersebut selanjutnya dibahas bersama Tim 

pada bulan Oktober 2014.

6) Kegiatan Pembahasan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl tentang Pedoman 

Pembentukan Produk Hukum Sekretariat Jenderal DPR Rl.

Pembahasan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl tentang Pedoman 

Pembentukan Produk Hukum Sekretariat Jenderal DPR Rl dilakukan 5 (lima) kali 

pembahasan mulai tanggal 6 Oktober 2014, dan tanggal 10, 13, 14, dan 15 Oktober 

2014 di Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan UU. Hasil pembahasan Peratuan 

Sekretaris Jenderal DPR Rl tersebut dilaporkan kepada Deputi Perundang-undangan 

pada tanggal 20 Oktober 2014 untuk memperoleh persetujuan. Selanjutnya draft 

Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl tentang Pedoman Pembentukan Produk 

Hukum Sekretariat Jenderal DPR Rl tersebut disampaikan ke Sekretaris Jenderal 

DPR Rl untuk ditetapkan dan ditandatangani Sekretaris Jenderal DPR Rl.

2. Pelaksanaan Proyek Perubahan.

Pelaksanaan proyek perubahan dimulai dalam masa laboratorium kepemimpinan 

sejak tanggal 1 September 2014 s/d 24 Oktober 2014 (8 minggu). Pada tanggal 1, 5, 

dan 15 September 2014 s/d melakukan komunikasi dan konsultasi Deputi Perundang- 

undangan, dan Biro Perencanaan dan Pengawasan untuk memperoleh dukungan dan 

persetujuan terhadap usulan penyempumaan tugas dan fungsi Biro Hukum dan 

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, serta usulan pembuatan pedoman 

pembentukan produk hukum Sekretariat Jenderal DPR Rl. Dari hasil komunikasi dan 

konsultasi dengan Biro Perencanaan dan Pengawasan pada tanggal 1 September 2014 

disarankan untuk mengajukan secara tertulis usulan penyempumaan rumusan tugas 

dan fungsi Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Atas dasar 

saran tersebut, pada tanggal 2 September 2014 Biro Hukum dan Pemantauan 

Pelaksanaan Undang-Undang menyampaikan surat kepada Kepala Biro Perencanaan 

dan Pengawasan Nomor DU/10/SETJEN-DPRRI/HK/09/2014 perihal penambahan 

tugas dan fungsi Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, yaitu 

menambah tugas dan fungsi:
a. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait dan/atau dengan 

instansi/lembaga lain dalam pembentukan produk hukum Sekretariat Jenderal DPR Rl.
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b. Pemberian authentifikasi atau legaltsir pada dokumen produk hukum Sekretariat 

Jenderal DPR Rl.

c. Mengevaluasi produk hukum Sekretariat Jenderal DPR Rl.

Pada tanggal 1, 5, dan 15 September 2014, Kepala Biro Perencanaan dan 

Pengawasan dan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana memberikan respon positif 

dengan memberikan paraf sebagai bentuk dukungan atas proyek perubahan pada Biro 

Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. (lihat lampiran formulir bagi 

stakeholder). Untuk keberhasilan pelaksanaan proyek perubahan ini, dilakukan juga 

berkomunikasi dan berkonsultasi dengan Biro Keanggotaan dan Kepegawaian, dan Biro 

Keuangan pada tanggal 5 dan 15 September 2014. Kepala Biro Keanggotaan dan 

Kepegawaian, Kepala Biro Keuangan dan Kepala Bagian Perbendaharaan juga 

membenkan paraf sebagai bentuk dukungan atas pelaksanaan proyek perubahan yang 

digagas Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. (lihat lampiran 

formulir bagi stakeholder).

Usulan penambahan tugas dan fungsi Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan 

Undang-Undang, ditindaklanjuti oleh Biro Perencanaan dan Pengawasan dengan 

mengundang rapat pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 untuk membahas tugas 

dan fungsi Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Bukti dukungan 

dari Biro Perencanaan dan Pengawasan terhadap usulan Biro Hukum dan Pemantauan 

Pelaksanaan Undang-Undang, pada tanggal 14 Oktober 2014 menyampaikan rancangan 

perubahan tugas dan fungsi Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 

yang dituangkan dalam rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR Rl tentang 

Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal DPR Rl Nomor 1001/SEKJEN/2012 

tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR Rl. 

Rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR Rl tersebut, mendapat dukungan dan 

persetujuan dari Sekretaris Jenderal DPR Rl dengan menetapkan Keputusan Sekretaris 

Jenderal DPR Rl Nomor 1155/SEKJEN/2014 tentang Perubahan atas Keputusan 

Sekretaris Jenderal DPR Rl Nomor 1001/SEKJEN/2012 tentang Penetapan Hasil Analisis 

Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR Rl bertanggal 23 Oktober 2014.

Selain inovasi tata laksana Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang- 

Undang dengan penyempurnaan tugas dan fungsi Biro Hukum dan Pemantauan 

Pelaksanan Undang-Undang tersebut, dalam tata kelola pembentukan produk hukum 

Sekretariat Jenderal DPR Rl yang merupakan bagian dart proyek perubahan yang akan 

dicapai, pelaksanaannya dimulai pada tanggal 6 September 2014 s/d 24 Oktober 2014. 

Pembuatan pedoman pembentukan produk hukum Sekretariat Jenderal DPR Rl dilakukan
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dalam 2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan penyusunan konsep pedoman pembentukan 

produk hukum dimulai tanggal 3 September 2014 s/d 26 September 2014, dan kegiatan 

pembahasan konsep Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl tentang Pedoman 

Pembentukan Produk Hukum Sekretariat Jenderal DPR Rl dimulai tanggal 6 Oktober 2014 

s/d 24 Oktober 2014.

3. Hasil Pelaksanaan Proyek Perubahan.

Pelaksanaan proyek perubahan pada area perubahan ketatalaksanaan pada Biro 

Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang dimulai sejak tanggal 1 

September 2014 s/d 24 Oktober 2014, dengan pendekatan berbasis skateholder melalui 

forum konsultasi, komunikasi, koordinasi dan rapat-rapat Tim, menghasilkan perubahan 

tugas dan fungsi Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan 

pedoman pembentukan produk hukum yang sudah ditetapkan dengan Keputusan 

Sekretaris Jenderal DPR Rl dan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl.

Kebijakan Sekretaris Jenderal DPR Rl yang telah menyetujui area perubahan dalam 

proyek perubahan ini yaitu :

1. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR Rl Nomor 1155/SEKJEN/2014 tentang Perubahan 

atas Keputusan Sekretaris Jenderal DPR Rl Nomor 1001/SEKJEN/2012 tentang 

Penetapan Hasil Analisa Jabatan Di Lingkungan Sekretaris Jenderal DPR Rl, 

ditetapkan tanggal 23 Oktober 2014.

2. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pembentukan Produk Hukum Sekretraiat Jenderal DPR Rl, ditetapkan tanggal 22 

Oktober 2014.

Matrik 15; Hasil Pelaksanaan Proyek Perubahan.

AREA PERUBAHAN
Usulan penyempumaan tugas dan 
fungsi Biro Hukum dan Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang.

Penyusunan pedoman pembentukan 
produk hukum Sekretariat Jenderal DPR 
Rl.

PENETAPAN
Keputusan Sekretaris Jenderal DPR Rl 
Nomor 1155/SEKJEN/2014 tentang 
Perubahan atas Keputusan Sekretaris 
Jenderal DPR Rl Nomor 
1001/SEKJEN/2012 tentang Penetapan 
Hasil Analisa Jabatan Di Lingkungan 
Sekretaris Jenderal DPR Rl, ditetapkan 
tanggal 23 Oktober 2014 
Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl 
Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Pembentukan Produk Hukum Sekretraiat
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Jenderal DPR Rl, ditetapkan tanggal 22 
Oktober 2014

B. Identifikasi Potensi Kendala/Masalah.

Dalam melaksanakan proyek perubahan tentu memiliki kekuatan dan kelemahan 

serta peluang dan ancaman. Kekuatan yang dimiliki dapat mendorong keberhasilan 

pelaksanaan proyek perubahan, dengan memanfaatkan peluang secara optimal. Dengan 

kekuatan dan pemanfaatan peluang yang optimal akan mendorong mengatasi kelemahan 

dan ancaman yang berpotensi menghambat pelaksanaan proyek perubahan. Kondisi ini 

dapat diidentifikasi dengan metode SWOT.

Matrik 16: Identifikasi Potensi dan Sumber

Tersedianya ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

Adanya Laboratorium
Kepemimpinan Diklatpim II. 
Dukungan dari staf.
Tersedianya data dan informasi 
Pekerja Sosial yang memadai. 
Adanya dukungan anggaran.

Peluang (Opportuniies/0)
Terselenggaranya Seminar 
Laporan Pelaksanaan Proyek 
Perubahan.
Dukungan stakeholder. 

Dukungan Pimpinan.

4 Tersedianya forum koordinasi.

Terbatasnya jumlah SDM.

5 Tersedianya forum konsultasi.
6 Pelaksanaan reformasi birokrasi 

pada area penataan peraturan 
perundang-undangan.

Ancaman (Threats/T)
1 Unit kega belum memahami 

manfaat perubahan tata kelola 
pembentukan produk hukum.

Belum tersosialisasinya proyek 
perubahan ke semua unit kerja.

Ell Pemahaman proyek perubahan 
rt terbatas.

Tersedianya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari Biro Hukum 

dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, dukungan anggaran, dukungan staf, dan 

terselenggaranya laboratorium kepemimpinan diklatpim I merupakan kekuatan yang dapat 

mendorong terlaksananya proyek perubahan. Momentum yang tepat adanya kegiatan
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laboratorium kepemimpinan diklatpim II menjadi pendorong untuk melakukan perubahan 

ketatalaksanaan Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dalam 

upaya peningkatan kinerja pembentukan produk hukum yang akuntabel. Kekuatan 

tersebut tidak ada artinya jika tidak memanfaatkan peluang eksternal. Dukungan 

stakeholder, dukungan pimpinan, tersedianyan forum koodinasi, tersedianya forum 

konsultasi, pelaksanaan reformasi birokrasi, dan terselenggaranya seminar laboratorium 

kepemimpinan diklatpim II merupakan peluang eksternal yang harus dimanfaatka optimal 
untuk mewujudkan keberhasilan pelaksanaan proyek perubahan.

Adapun kelemahan terbatas pada jumlah SDM, belum tersosialisasinya proyek 

perubahan kesemua unit kerja, dan belum dipahaminya proyek perubahan oleh semua 

unit kerja. Kelemahan ini dapat menghambat kelancaran pelaksanaan proyek perubahan. 
Sedangkan ancaman yang dapat timbul yaitu semua unit kerja belum memahami manfaat 
dari perubahan yang dilakukan dalam tata kelola pembentukan produk hukum.

Potensi kendala atau masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan perubahan 

kebijakan tata kelola pembentukan produk hukum dapat berupa:
1. Kesepahaman terhadap inovasi dalam proses pembentukan kebijakan produk hukum 

Sekretariat Jenderal DPR Rl yang terencana, terarah, terkoordinasi dan terintegrasi.
2. Kesiapan penyusunan program pembentukan peraturan perundang-undangan 

setiap tahun.
3. Kesiapan koordinasi dengan unit kerja dalam pembentukan produk hukum.
4. Persepsi terhadap inovasi proses pembentukan kebijakan produk hukum Sekretariat 

Jenderal DPR Rl mempunyai tingkat kerumitan.
Untuk mengantisipasi potensi timbulnya kendala atau masalah tersebut. 

sebelum mengaplikasikan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl tentang 

Pembentukan Produk Hukum di Sekretariat Jenderal DPR Rl, perlu dilakukan 

langkah-langkah:
1. Memperoleh dukungan penuh dari pimpinan untuk melaksanakan inovasi dalam 

proses pembentukan kebijakan produk hukum Sekretariat Jenderal DPR Rl yang 

terencana, terarah, terkoordinasi dan terintegrasi.
2. Memberikan pemahaman kepada seluruh unit kerja mengenai manfaat dari inovasi 

dalam proses pembentukan kebijakan produk hukum Sekretariat Jenderal DPR Rl 
yang terencana, terarah, terkoordinasi dan terintegrasi.

3. Sosialisasi kepada seluruh unit kerja terkait adanya perubahan mekanisme kerja 

dalam pembentukan produk hukum di Sekretariat Jenderal DPR Rl.
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4. Menyusun rencana kegiatan (time schedule) dan dikoordinasikan dengan seluruh 

unit kerja mengenai penyusunan program pembentukan peraturan perundang- 

undangan setiap tahun
Strategi untuk mengatasi masalah atau resiko dalam menerapkan pedoman 

pembentukan produk hukum yang baru, akan dibicarakan dalam forum koordinasi 

dengan unit kerja terkait. Pentingnya koordinasi dan komunikasi ini untuk dapat saling 

memahami dan menguatkan hubungan kerja terhadap suatu hal dan kesamaan 

persepsi atas suatu prosedur kerja serta membangun komitmen untuk taat dan patuh 

pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Kriteria Keberhasilan Pelaksanaan Proyek Perubahan.

Indikator keberhasilan pelaksanaan proyek perubahan ini dibuktikan dengan 

terwujudnya output dari proyek perubahan yang dicapai melalui proses komunikasi, 

konsultasi, dan koordinasi dengan Pimpinan dan stakeholder. Output yang akan 

diwujudkan dalam pelaksanaan proyek perubahan ini yaitu, pertama, terciptanya 

perubahan rumusan tugas dan fungsi Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang- 

Undang yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR Rl, kedua, 
terciptanya inovasi tata kelola pembentukan produk hukum Sekretariat Jenderal DPR Rl 

yang terencana, terarah, terkoordinasi dan terintegrasi dalam bentuk pedoman yang diatur

dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl.
Adapun kriteria keberhasilan dari pelaksanan proyek perubahan tergambar dalam

matrik berikut:

Matrik 15: Kriteria Keberhasilan Pelaksanaan Perubahan

No Kegiatan Kriteria Keberhasilan

1 Penyusunan Pedoman
Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan

Ditetapkannya Peraturan Sekjen DPR Rl 
tentang Pedoman pembentukan PRODUK 
Hukum Sekretariat Jenderal DPR Rl.

2 Evaluasi Produk Hukum. Terwujudnya fungsi evaluasi produk hukum 
pada Biro Hukum dan Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang dengan
ditetapkannya Keputusan Sekjen DPR Rl Nomor
1155/SEKJEN/2014.

3 Program Pembentukan
Produk Hukum Sekretariat 
Jenderal DPR Rl.l

Diatur dalam Peraturan Sekjen DPR Rl Nomor 
05 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan 
Produk Hukum Sekretariat Jenderal DPR Rl, 
ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2014.
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4 Usulan perubahan tugas 
dan fungsi Biro Hukum dan 
Pemantauan Pelaksanaan 
Undang-Undang.

Ten/^ujudnya penjbahan tugas dan fungsi Biro 
Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang- 
Undang yang ditetapkan dengan Keputusan 
Sekjen DPR Rl Nomor 1155/SEKJEN/2014 
tanggal 23 Oktober 2014.

5 Pemberian legalisir produk 
hukum Sekretariat Jenderal 
DPR Rl.

Tenvujudnya fungsi pemberian legalisir produk 
hukum pada Biro Hukum dan Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang dengan
ditetapkannya Keputusan Sekjen DPR Rl Nomor
1155/SEKJEN/2014.

D. Jadwal Pelaksanaan Proyek Perubahan.

Pelaksanaan proyek perubahan pada Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan 

UU selama 2 (dua) bulan terhitung mulai bulan Septembers/d Oktober2014. Pelaksanaan 

proyek perubahan meliputi usulan penyempurnaan rincian tugas dan fungsi Kepala Biro 

Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-undang, serta penyusunan pedoman 

pembentukan produk hukum di Sekretariat Jenderal DPR Rl.
Pelaksanaan proyek perubahan ketatalaksanaan pada Biro Hukum dan Pemantauan 

Pelaksanaan UU melalui berbagai kegiatan yaitu kegiatan rapat koordinasi dalam forum 

rapat, dan melakukan konsultasi, serta komunikasi langsung dengan stake holder. Dalam 

penyampaian usulan penyempurnaan rincian tugas dan fungsi Kepala Biro hukum dan 

Pemantauan Pelaksanaan UU dilakukan dengan konsultasi dan komunikasi kepada 

Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan dan Kepala Bagian Organisasi dan 

Tatalaksana selaku stake holder di bldang ketatalaksanaan organisasi, disertai dengan 

surat yang ditujukan kepada Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan. Selain itu 

berkonsultasi dan berkomunikasi juga dengan Kepala Biro Keanggotaan dan 

Kepegawaian serta Kepala Biro Keuangan terkait dengan pembinaan pegawai dan produk 

hukum untuk pemanfaatan barang milik negara. Kegiatan ini dilakukan pada bulan 

September 2014 dalam minggu kesatu dan minggu kedua. Usulan penyempurnaan tugas 

dan fungsi Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan UU tersebut mendapat respon 

positif dari Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan. Kepala Biro Keanggotaan dan 

Kepegawaian, Kepala Biro Keuangan, dan Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana. 

Usulan penyempurnaan ketatalsanaan tugas dan fungsi Biro Hukum dan Pemantauan 

Pelaksanaan UU tersebut dirumuskan dalam penyempurnaan rincian tugas analisa 

jabatan Kepala Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan UU yang ditetapkan dengan 

Keputusan Sekretaris Jenderal DPR Rl.
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Kegiatan penyusunan pedoman pembentukan produk hukum Sekretariat Jenderal 

DPR Rl dilaksanakan mulai minggu kesatu bulan September 2014 s/d minggu keempat 

bulan September 2014 melalui rapat internal di Biro Hukum dan Pemantauan 

Pelaksanaan UU. Hasil penyusunan pedoman pembentukan produk hukum tersebut 

dituangkan dalam bentuk Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl tentang Pedoman 

Pembentukan Produk Hukum Sekretariat Jenderal DPR Rl. Draft Peraturan Sekretaris 

Jenderal DPR Rl tersebut selanjutnya dibahas bersama Tim pada bulan Oktober 2014.

Pembahasan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl tentang Pedoman Pembentukan 

Produk Hukum Sekretariat Jenderal DPR Rl dilakukan 5 (lima) kali pembahasan mulai 

tanggal 6 Oktober 2014, dan tanggal 10, 13, 14. dan 15 Oktober 2014 di Biro Hukum dan 

Pemantauan Pelaksanaan UU. Hasil pembahasan Peratuan Sekretaris Jenderal DPR Rl 

tersebut dilaporkan dan dipresentasikan dihadapan Deputi Bidang Perundang-undangan 

pada tanggal 16 Oktober 2014 untuk memperoleh persetujuan. Selanjutnya draft 

Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum 

Sekretariat Jenderal DPR Rl tersebut disampaikan ke Sekretaris Jenderal DPR Rl untuk 

ditetapkan dan ditandatangani Sekretaris Jenderal DPR Rl.
Adapun waktu pelaksanaan dan tahapan kegiatan sebagai berikut: 

a) Konsultasi. Komunikasi. dan Koordinasi.
1) Senin, 1 September 20014.

a. Konsultasi dengan Mentor.
1. Penyampaian perbaikan proyek perubahan sesuai koreksi Mentor.

2. Mentor menyetujui dengan memberikan paraf.
b. Konsultasi, komunikasi, dan koordinasi dengan Kepala Biro Perencanaan dan

Pengawasan.
1. Penyampaian proyek perubahan terkait dengan peneyempurnaan 

ketatalaksanaan Biro hukum dan Pemantauan Pelaksanaan UU.
2. Mendukung upaya untuk pembenahan ketatalaksanaan Biro hukum dan 

Pemantauan Pelaksanaan UU dengan saran menyampaikan surat tertulis 

kepada Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan mengenai usulan 

penyempurnaan tugas dan fungsi Biro Hukum dan Pemantauan 

Pelaksanaan UU.
c. Konsultasi, komunikasi, dan koordinasi dengan Kepala Biro Keanggotaan dan

Kepegawaian.
1. Penyampaian pembenahan pegawai terkait dengan proyek perubahan 

ketatalaksanaan Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan UU.
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2. Mendukung pelaksanaan proyek perubahan Biro Hukum dan Pemantauan 

Pelaksanaan UU.

d. Komunikasi dan koordinasi dengan Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana.

1. Menyampaikan usulan penyempurnaan tugas dan fungsi Biro Hukum dan 

Pemantauan Pelaksanaan UU.

2. Mendukung usulan penyempurnaan tugas dan fungsi Biro Hukum dan 

Pemantauan Pelaksanaan UU.

2) Benin, 15 September 2014.

a. Konsultasi, komunikasi, dan koordinasi dengan Kepala Biro Perencanaan dan

Pengawasan.

1. Menyampaikan Menyampaikan usulan penyempurnaan tugas dan fungsi 

Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan UU, dan pedoman pembentukan 

produk hukum di Sekretariat Jenderal DPR Rl.

2. Menyetujui usulan penyempurnaan tugas dan fungsi Biro Hukum dan 

Pemantauan Pelaksanaan UU, dan pedoman pembentukan produk hukum di 

Sekretariat Jenderal DPR Rl.

b. Konsultasi, komunikasi, dan koordinasi dengan Kepala Biro Keanggotaan dan

Kepegawaian.
1. Menyampaikan Menyampaikan usulan penyempurnaan tugas dan fungsi 

Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan UU, dan pedoman pembentukan 

produk hukum di Sekretariat Jenderal DPR Rl.

2. Menyetujui usulan penyempurnaan tugas dan fungsi Biro Hukum dan 

Pemantauan Pelaksanaan UU, dan pedoman pembentukan produk hukum di 

Sekretariat Jenderal DPR Rl.
c. Konsultasi, komunikasi, dan koordinasi dengan Kepala Biro Keuangan.

1. Menyampaikan Menyampaikan usulan penyempurnaan tugas dan fungsi 

Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan UU, dan pedoman pembentukan 

produk hukum di Sekretariat Jenderal DPR Rl.

2. Menyetujui usulan penyempurnaan tugas dan fungsi Biro Hukum dan 

Pemantauan Pelaksanaan UU, dan pedoman pembentukan produk hukum di 

Sekretariat Jenderal DPR Rl.

d. Komunikasi dan koordinasi dengan Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana.

1. Menyampaikan Menyampaikan usulan penyempurnaan tugas dan fungsi

Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan UU, dan pedoman pembentukan 

produk hukum di Sekretariat Jenderal DPR Rl.
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2. Menyetujui usulan penyempurnaan tugas dan fungsi Biro Hukum dan 

Pemantauan Pelaksanaan UU, dan pedoman pembentukan produk hukum di 

Sekretariat Jenderal DPR Rl.

3) Selasa, 16 September 2014.

> Konsultasi dengan Mentor mengenai draf Keputusan Sekretaris Jenderal DPR 

Rl tentang Pembentukan Tim Pelaksana Proyek Perubahan pada Biro hukum 

dan Pemantauan Pelaksanaan UU, dengan memberikan paraf Mentor.

4) Jumat, 3 Oktober2014.
> Konsultasi dengan Mentor mengenai konsep Peraturan Sekretaris Jenderal 

DPR Rl tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Sekretariat Jenderal 

DPR Rl, dengan memberikan paraf Mentor.

b) Rapat Koordinasi Pembentukan Tim.
1) Rapat koordinasi Rabu, 3 September 2014, pukul 10.00 s/d 12.00 WIB di ruang 

rapat Biro Hukum dan Panlak UU membicarakan pembentukan Tim Pelaksana 

Proyek Perubahan :

a. Membicarakan komposisi keanggotaan tim.

b. Membicarakan pembagian tugas.
c. Membicarakan penyusunan Keputusan Sekjen DPR Rl tentang Pembentukan 

Tim.
2) Rapat koordinasi Jumat, 4 September 2014, pukul 10.00 s/d 12.00 WIB 

mengundang stake holder terkait untuk kesamaan persepsi dalam pembentukan 

tim :

a. Brainstorming.

b. Kesepahaman keanggotaan tim.
c) Rapat Penyusunan Pedoman Pembentukan Produk Hukum Sekretariat Jenderal DPR 

Rl.
1) Rapat ke-1 (Senin, 8 September 2014), pukul 10.00 s/d 12.00 WIB: membicarakan 

penyusunan konsep Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl tentang Pedoman 

Pembentukan Produk Hukum Sekretariat Jenderal DPR Rl.

2) Rapat ke-2 (Jumat, 12 September 2014), pukul 10.00 s/d 12.00 WIB: penyusunan 

konsep Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl tentang Pedoman Pembentukan 

Produk Hukum Sekretariat Jenderal DPR Rl.
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3) Rapat ke-3 (Senin, 15 September 2014), pukul 10.00 s/d 12.00 WIB: penyusunan 

konsep Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl tentang Pedoman Pembentukan

Produk Hukum Sekretariat Jenderal DPR Rl.
4) Rapat ke-4 (Jumat 19 September 2014), pukul 10.00 s/d 12.00 WIB: penyusunan 

konsep Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl tentang Pedoman Pembentukan

Produk Hukum Sekretariat Jenderal DPR Rl.
5) Rapat ke-5 (Senin, 22 September 2014), pukul 10.00 s/d 12.00 WIB: penyusunan 

konsep Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl tentang Pedoman Pembentukan

Produk Hukum Sekretariat Jenderal DPR Rl.
6) Rapat ke-6 (Jumat, 26 September 2014), pukul 10.00 s/d 12.00.WIB: penyusunan 

konsep Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl tentang Pedoman Pembentukan 

Produk Hukum Sekretariat Jenderal DPR Rl
d) Rapat Pembahasan Pedoman Pembentukan Produk Hukum Sekretariat Jenderal DPR

Rl.
1) Rapat ke-1 (Senin. 6 Oktober 2014), pukul 10.00 WIB s/d 12.00 WIB membahas 

Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl tentang Pedoman Pembentukan Produk 

Hukum Sekretariat Jenderal DPR Rl.
2) Rapat ke-2 (Jumat, 10 Oktober 2014), pukul 10.00 WIB s/d 12.00 WIB membahas 

Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl tentang Pedoman Pembentukan Produk 

Hukum Sekretariat Jenderal DPR Rl
3) Rapat ke-3 (Senin, 13 Oktober 2014), pukul 10.00 s/d 16.00.WIB membahas 

Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl tentang Pedoman Pembentukan Produk 

Hukum Sekretariat Jenderal DPR Rl.
4) Rapat ke-4 (Selasa, 14 Oktober 2014), pukul 10.00 s/d 16.00.WIB membahas 

Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl tentang Pedoman Pembentukan Produk 

Hukum Sekretariat Jenderal DPR Rl.
5) Rapat ke-5 (Rabu, 15 Oktober 2014), pukul 10.00 s/d 16.00 WIB membahas 

Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl tentang Pedoman Pembentukan Produk 

Hukum Sekretariat Jenderal DPR Rl.
6) Rapat ke-6 (Kamis, 16 Oktober 2014), pukul 10.00 s/d 16.00.WIB membahas 

Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl tentang Pedoman Pembentukan Produk 

Hukum Sekretariat Jenderal DPR Rl.
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e) Penetapan.
1) Penetapan/persetujuan Sekjen DPR Rl mengenai pennyempurnaan tugas dan 

fungsi Biro Hukum dan Panlak UU dengan ditetapkannya Keputusan Sekjen DPR 

Rl Nomor 1155/SEKJEN/2014 Tentang Perubahan Keputusan Sekjen DPR Rl 

Nomor 1001/SEKJEN/2012 Tentang Penetapan Hasil Analisa Jabatan Di 

Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR Rl. (Kamis, 23 Oktober 2014).
2) Penetapan Pedoman Pembentukan Produk Hukum Sekretriat Jenderal DPR Rl 

dengan Peraturan Sekjen DPR Rl tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum 

Sekretariat Jenderal DPR Rl. (Rabu, 22, Oktober 2014).

Jakarta, 28 Oktober 2014 

Penyusun

Peserta Diklatpim II angkatan XL

(;hmansvah. SH. MH.Rudi Rg
NDH : 3
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TAHAPAN PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN PADA BIRO HUKUM DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN 
UNDANG-UNDANG, MULA11 SEPTEMBER 2014 S/D 24 OKTOBER 2014

No
KEGIATAN

Senin, 1 September 20014.

Konsultasi dengan Mentor.

1) Penyampaian perbaikan proyek 
perubahan sesuai koreksi 
Mentor.

2) Mentor menyetujui dengan 
memberikan paraf

Konsultasi, komunikasi, dan 
koordinasi dengan Kepala Biro 
Perencanaan dan Pengawasan.

1) Penyampaian proyek
perubahan terkait dengan 
peneyempumaan 
ketatalaksanaan Biro hukum 
dan Pemantauan Pelaksanaan 
UU.

2) Mendukung upaya untuk 
pembenahan ketatalaksanaan 
Biro hukum dan Pemantauan 
Pelaksanaan UU dengan saran 
menyampaikan surat tertulis 
kepada Kepala Biro 
Perencanaan dan Pengawasan 
mengenai usulan
penyempumaan tugas dan 
fungsi Biro Hukum dan 
Pemantauan Pelaksanaan UU.

Konsultasi, komunikasi, dan 
koordinasi dengan Kepala Biro 
Keanggotaan dan Kepegawaian.

1) Penyampaian pembenahan
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KEGIATAN

jumat, septemoer 2014 !

Rapat ke-6
puku! 10.00 s/d 12.00.WIB 
penyusunan konsep Peraturan 
Sekretaris Jenderal DPR Rl tentang 
Pedoman Pembentukan Produk 
Hukum Sekretariat Jenderal DPR Rl

penyusunan konsep Peraturan 
Sekretaris Jenderal DPR Rl tentang 
Pedoman Pembentukan Produk 
Hukum Sekretariat Jenderal DPR Rl.
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penambahan tugas dan fungsi Biro
Hukum dan Panlak UU, 1
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Penetapan Peraturan Sekjen DPR R| 
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Pembentukan Produk Hukum.
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RAPAT PENYUSUNAN PROYEK PERUBAHAN 

BIRO HUKUM DAN PANLAK UU 

TAN6SAL 14 JUU 2014
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RAPAT PENYUSUNAN PROYEK PERUBAHAN 

BIRO HUKUM DAN PANLAK UU 
TAUGGAl 15 JULX 2014
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RAPAT PENYUSUNAN PROYEK PERUBAHAN 
BIRO HUKUM DAN PANLAK UU 

TANS6AL 16 JULI 2014
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RAPAT PENYUSUNAN PROYEK PERUBAHAN 
BIRO HUKUM DAN PANLAK UU 

TANSSAL 18 JULI 2014
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RAPAT PENYUSUNAN PROYEK PB^UBAHAN 
BIRO HUKUM DAN PANUK UU 

TANS^AL 21 JUU 2014
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RAPAT PENYUSUNAN PROYBC PERUBAHAN 
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RAPAT PENYUSUNAN PROYEK PERUBAHAN 
BIRO HUKUM DAN PANLAK UU 

TAUGGAl 24 JUU 2014

Si



'TTT't

,Ti

SBVK mUm
* urn-

— *- V ‘ -'«•



RAPAT PENYUSUNAN KONSEP PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
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RAPAT PEMBAHASAN PBRATURAN SEKJEN DPR RI TENTAN6 PEDOMAN 

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM SEKJEN DPR RI 
TANSSAL 12 SEPTEMBER 2014
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RAPAT PEMBAHASAN PERATURAN SEKJEN DPR RI TENTAN© PEDOMAN 

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM SEKJEN DPR RI 
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RAPAT PEMBAHASAN PERATURAN SEKJEN DPR RI TENTANG PEDOMAN 

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM SEKJEN DPR RI 
TANGGAl 6 OKTOBER 2014
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RAPAT PEMBAHASAN PERATURAN SEKJEN DPR RI TENTANfi PEDOMAN 
PEMEBNTUKAN PRODUK HUKUM SETJEN DPR RI 
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RAP^T PEMBAHASAN PERATURAN SEKJEN DPR RI TENTAN& PEMBENTUKAN
PRODUK HUKUM SETJEN DPR RI 
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RAPAT PEMBAHASAN PERATURAN SEKJEN DPR RI TENTAN© PEMBENTUKAN
PRODUK HUKUM SETJEN DPR RI 

TANSGAL 14 OKTOBER 2014
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kAPAT PEMBAHASAN PERATURAN SEKJEN DPR RI TENTAN5 PEDOMAN 
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM SETJEN DPR RI 
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RAPAT PEMBAHASAN PERATURAN SEKJEN DPR RI TENTAN^ PEDOMAN 
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B. PERATURAN/KEPUTUSAN/ 

SURAT



SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

RFPTTRT.TK INDONESIA

PERATURAN 

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 05 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM SEKRETARIAT JENDERAL 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi hukum dan
peningkatan kualitas produk hukum Sekretariat Jenderal 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, perlu 

dilakukan penyeragaman prosedur pembentukan produk 

hukum Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia secara terencana, terarah, terpadu, dan 

terkoordinasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Sekretaris 

Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Sekretariat 
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan RalQ^at, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakailan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5568);

2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia;

3. Peraturan Dewan Perwakilan Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1607);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map 

Reformasi Birokrasi 2010-2014;

5. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor 400/SEKJEN/2005 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana teiah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris 

Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

Nomor 03/PER-SEKJEN/2013;



MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN 

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM SEKRETARIAT JENDERAL 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang 

selanjutnya disebut Setjen DPR RI adalah lembaga kesekretariatan lembaga 

negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
2. Pedoman Pembentukan Produk Hukum Setjen DPR RI yang selanjutnya 

disebut Pedoman adalah ketentuan yang menjadi acuan dalam proses

pembuatan produk hukum Setjen DPR RI.
3. Produk Hukum Setjen DPR RI adalah bentuk hukum suatu kebijakan yang 

dikeluarkan oleh pimpinan tinggi madya Setjen DPR RI sesuai dengan

tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya.
4. Program Pembentukan Produk Hukum Setjen DPR RI adalah instrumen 

perencanaan program pembentukan Produk Hukum Setjen DPR RI yang 

disusun secara terencana, terarah, terpadu, dan terkoordinasi.
5. Pembentukan Produk Hukum Setjen DPR RI adalah proses pembuatan 

Produk Hukum Setjen DPR RI sesuai dengan tugas dan wewenang Setjen 

DPR RI.
6. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI yang selanjutnya disebut Peraturan Sekjen DPR RI 

adalah ketentuan yang memuat kebijakan pokok dan umum yang bersifat mengatur di 

lingkungan Setjen DPR RI.
7. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI yang selanjutnya disebut Keputusan Selgen DPR 

RI adalah kebijakan Sekretaris Jenderal yang bersifat administratif, tidak mengatur, dan 

memuat penetapan.
3



8. Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI yang sdanjutnya disebut Instruksi Selgen DPR RI 
adalah kebijakan yang memuat arahan atau perintah tentang pelaksanaan kegiatan.

9. Keputusan Kuasa Pen^una An^aran/Kuasa Pen^una Baiang adaJah kebijakan yang 
ditetapkan oleh Kuasa Pen^una Anggaran/Kxjasa Pengguna Barang berdasarkan 
peraturan perundang-undangan dan pelimpahan wewenang dari Pengguna Anggaran 
yang bersifat administratdf, tidak mengatur, dan memuat penetapan.

10. Nota Kesepahaman adalah naskah yang dibuat oleh Sekretaris Jenderal DPR RI dan 
Pihak Lain dalam jangka waktu tertentu untuk mengadakan kesepahaman yang 
mengikat antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan kegiatan tertentu.

11. Peijanjian Keija Sama adalah naskah yang dibuat oleh Sekretaris Jenderal DPR RI dan 
pihak Lain dalam jangka waktu tertentu yang berisi kesepakatan bersama tentang suatu 
objek yang mengikat antara dua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan suatu
tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama.

12. Peijanjian Sewa Barang Miiik Negara adalah naskah yang dibuat oleh Kuasa Pen^una 
Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dengan pihak lain yang bensi kesepakatan mengenai 
pemanfaatan barang miiik negara yang dikelola oleh Setjen DPR RI, berupa 
sebagian tanah dan/atau bangunan atau barang miiik negara selain tanah 
dan/atau bangunan oleh Pihak Lain dalam jangka waktu tertentu dan 
menerima imbalan uang tunai.

13. Pengabsahan adalah suatu pemyataan terhadap Produk Hukum Setjen DPR 
RI yang telah dicatat, diteliti, dan dinyatakan sah sesuai dengan aslinya.

14. Sekretaris Jenderal DPR RI yang selanjutnya disebut Sekjen DPR RI adalah 
Pimpinan tertinggi Setjen DPR RL

15. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 
anggaran kementerian/lembaga/ satuan kerja perangkat daerah.

16. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang adalah pejabat yang 
memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian 
kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Setjen DPR RI.

17. Pimpinan Unit Pemrakarsa adalah pimpinan tinggi madya atau pimpman tinggi 
pratama di lingkungan Setjen DPR RI yang mengajukan prakarsa penyusunan Produk
Hukum Setjen DPR RI.



IS.Pihak Lain adalah kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, badan usaha miJik negara. badan usaha milik daerah,
atau swasta.

BAB n
TUJUAN, ASAS, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan ini bertujuan untuk:
a. menjadi Pedoman dalam pembentukan Produk Hukum Setjen DPR RI;
b. mencapai tertrb administrasi hukum dalam pembentukan Produk Hukum Setjen

DPR RI;
c. memberikan kejelasan dan keseragaman proses pembentukan Produk Hu m

Setjen DPR RI;
d. meningkatkan kualitas Produk Hukum Setjen DPR RI; dan
e. memberikan kepastian hukum bagi Setjen DPR RI.

Pasal 3

Dalam proses Pembentukan Produk Hukum Setjen DPR RI harus dilakukan
berdasarkan asas, yang meliputi:
a. pejabat pembentuk yang tepat;
b. dapat dilaksanakan;
c. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
d. kejelasan rumusan;
e. akuntabilitas; dan
f. keterbukaan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:
a. proses Pembentukan Produk Hukum Setjen DPR RI; dan
b. teknik penyusunan Produk Hukum Seljen DPR RI.
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BAB m
BENTUK PRODUK HUKUM SET JEN DPR RI

Pasal 5

Bentuk Produk Hukum Setjen DPR RI terdin dari;
a. Peraturan Sekjen DPR RI;
b. Keputusan Sekjen DPR RI;
c. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang,
d. Instruksi Sekjen DPR RI;
e. Nota Kesepahaman;
f. Perjanjian Kerja Sama; dan
g. Perjanjian Sewa Barang Milik Negara.

Pasal 6

(1) Produk Hukum Setjen DPR RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, 
huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf f ditetapkan dan ditandatangam oleh
Sekjen DPR RI.

(2) Produk Hukum Setjen DPR RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan huruf g 
ditEtapkan dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna An^aran/Kuasa Pen^una Barang.

(3) Penetapan dan penandatanganan Produk Hukum Setjen DPR RI sebagaimana dimaksud 
HaHm Pasal 5 huruf e dan huruf f dapat dilimpahkan kepada pejabat dibawahnya yar^
berkedudukan sebagai pimpinan tinggi madya Setjen DPR RI.

(4) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
dengan Keputusan Sekjen DPR RI.

(5) Dalam hal Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) berhalangan, Produk Hukum Setjen DPR RI sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 hurufc dan hurufg ditetapkan dan ditandatangani oleh Sekjen DPR RI.



BAB IV
PROSES PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM SET JEN DPR RI

Bagian Kesatu 

Perencanaan
Pasal7

Perencanaan penyusunan Produk Hukum Se^'en DPR RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
5 huruf a, huruf b, dan hunrf c dilakjkan dalam Rrog-am Pernbenmkan Rroduk Hukum
Setjen DPR RI.

PasalS

(1) Program Pembentukan Produk Hukum Setjen DPR RI sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 mempakan skala prioritas Produk H-ukum Setjen DPR RI dalam 1 (satu)
tahun.

(2) Program Pembentukan Produk Hukum Setjen DPR RI sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) bertujuan agar:
a. perencanaan Pembenfarkan Produk Hukum Setjen DPR RI dapat dilaksanakan secara

terencana, terarah, terpadu, dan terkooidinasi; dan
b. perencanaan Produk Hukum Setjen DPR RI lebih berkualitas dan memenuhi

tuntutan tertib administrasi hukum.
(3) Program Pembentukan Produk Hi:ikum Setjen DPR RI sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) berpedoman pada;
a. Rencana Strategis Seljen DPR RI; dan/atau
b. Rencana Anggaran Biaya (RABj/Rencana Kegiatan An^aian (RKA).

(4) Penyusunan Program Pembentukan Produk Hukum Setjen DPR RI sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf b harus mempertimbangkan realisasi an^aran pada tahun
sebelumnya.

Pasal 9

(1) Program Pembentukan Produk Hukum Setjen DPR RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
8 yang terkait dengan pelaksanaan anggaran ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
an^aran.
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(2) Program Pembentukan Produk Hukum Setjen DPR RI sebagaimana dknaksud pada ayat (1) 
ditetapkan paling lambat bulan Desember tahun anggaran sebeluimya.

Pasal 10

(1) Program Pembentukan Produk Hukum Seigen DPR RI memuat daflar judul, unit 
pemrakarea, dan/atau mated pokok muatan rancangan Produk Hukum Setjen DPR RI 
sesuai dengan Rencana Strategs Se^en DPR RI dan DIPA Tahun Anggaran yang 
bersangkutan seb^aimana mestinya.

(2) Pembentukan Produk Hulmm Se^en DPR RI dilatadcan berdasarkan Pro^ 
Pembentukan Produk Hukum Setjen DPR RI.

(3) Dalam keadaan tertentu, Pimpinan Unit Pemrakarsa dapat mengajukan Peraturan Selgen 
DPR RI, Keputusan Selgen DPR RI, dan Keputusan Kuasa Pen^una An^aran/Kuasa 
Pengguna Barang di luar Program Pembentukan Produk Hukum Setjen DPR RI yang 
mencakup pemenuhan kebutuhan DPR RI dalam melaksanakan tugas dan fungsi 
konstitusionalnya berdasarkan arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pimpman DPR RI.

Pasal 11

(1) Rencana Program Pembentukan Produk Hukum Setjen DPR RI dikoordinasikan oleh Deputi 
Bidang Perundang-undangan setelah ditetapkannya DIPA Tahun Anggaran yang 
bersangkutan dengan mengundang pimpinan tin^ madya dan pimpinan tin^ pratama di 
lingkungan Setjen DPR RI dalam rapat koordinasi penyusunan Rencana Program
Pembentukan Produk Hukum Setjen DPR RI.

(2) Dalam menyusun rencana Program Pembentukan Produk Hukum Se^en DPR RI 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang- 
Undang menerima usulan rencana program pembentukan Produk Hukum Seg'en DPR RI
dari unit pemrakarsa

(3) Unit pemrakarsa menyampaikan rencana Program Pembentukan Produk Hukum Setjen 
DPR RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a disertai dengan kerangka acuan 
yang paling sedikit memuat:



a. latar belakang;
b. maksud dan tujuan pengaturan; dan
c. materi pokok yang akan diatur.

(4) Unit pemrakarsa menyampaikan rencana Program Pembentukan Produk Hukum Setjen 
DPR RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c disertai dengan 
kerangka acuan yang paling sedikit memuat:
a. latar belakang;
b. maksud dan tujuan; dan
c. Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Pasal 12

(1) Penyusunan dan pembahasan rencana Prognam Pembentukan Produk Hukum Selgen DPR 
RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilakukan oleh Biro Hukum dan 
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Biro Perencanaan dan Pengawasan, serta 
pimpinan tinggi pratama pada unit pemrakarsa.

(2) Penyusunan dan pembahasan rencana Program Pembentukan Produk Hukum Se^'en DPR
RI sebagaimana dimaksud dalam I^sal 11 ayat (4) dilalmkan oleh Biro Hukum dan 
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undar^, Biro Keuangan. Biro Perencanaan dan 
Pengawasan, serta pimpinan tinggi pratama pada unit pemrakarsa.

(3) Rencana Program Pembentukan Produk Hukum Se^'en DPR RI yang telah dibahas bersama 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Sekjen
DPRRI.

Bagian Kedua
Penyusunan, Pembahasan, Perse tujuan, dan Penetapan 

Peraturan Sekjen DPR RI

Pasal 13

Penyusunan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI diprakarsai oleh Pimpinan Unit 
Pemrakarsa sesuai dengan tugas dan kewenangannya.



Pasal 14

(1) Dalam penyusunan Peraturan Sekjen DPR RI sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13, Pimpinan Unit Pemrakarsa mengajukan rancangan Peraturan Sekjen 

DPR RI kepada Sekjen DPR RI.
(2) Pengajuan rancangan Peraturan Sekjen DPR RI sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), disertai dengan keterangan yang paling sedikit memuat:
a. latar belakang;
b. maksud dan tujuan pengaturan;
c. dasar hukum;
d. materi yang akan diatur; dan
e. keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain.

Pasal 15

(1) Sekjen DPR RI menugaskan Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan 
Undang-Undang melalui Deputi Bidang Perundang-undangan dan Pimpinan 
Unit Pemrakarsaj serta dapat melibatkan pimpinan unit kerja terkait untuk 

melakukan pembahasan.
(2) Pembahasan rancangan Peraturan Sekjen DPR RI sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dikoordinasikan oleh Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan 

Undang-Undang.
(3) Pembahasan rancangan Peraturan Sekjen DPR RI sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan dengan membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan 

Sekjen DPR RI.
Pasal 16

Hasil pembahasan rancangan Peraturan Sekjen DPR RI sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 15, dilaporkan kepada Sekjen DPR RI oleh Kepala Biro Hukum dan 
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang melalui Deputi Bidang Perundang- 
undangan untuk mendapatkan persetujuan.
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Pasal 17

(1) Rancangan Peraturan Sekjen DPR RI basil pembahasan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 16 yang telah disetujiii Selgen DPR Rl, selanjutnya diparaf oleh Kepala 
Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan Pimpinan 

Unit Pemrakarsa.
(2) Dalam hal Kepala Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, dapat mendelegasikan 

kewenangannya kepada pejabat dibawahnya.
(3) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhkan pada setiap 

lembar/halaman rancangan Peraturan Sekjen DPR RI pada kolom paraf 

yang telah tentukan.
(4) Selain rancangan Peraturan Sekjen DPR RI sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Pimpinan Unit Pemrakarsa membuat 1 (satu) rangkap rancangan 

Peraturan Sekjen DPR RI tanpa dibubuhi paraf.
(5) Rancangan Peraturan Sekjen DPR RI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (4) disampaikan kepada Sekjen DPR RI untuk ditetapkan dan 

ditandatangani.

Pasal 18

(1) Dalam hal Sekjen DPR RI memandang perlu dilakukan penyempumaan 
terhadap rancangan Peraturan Sekjen DPR RI sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16, rancangan Peraturan Sekjen DPR RI dikembalikan kepada Biro 
Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang untuk dibahas 

kembali.
(2) Pembahasan rancangan Peraturan Sekjen DPR RI sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) berlaku ketentuan dalam Pasal 16 dan Pasal 17.
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Bagian Ketiga
PenyusunanKeputusan Sekjen DPR RI, Keputusan Kuasa Pengguna 
Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, dan Instruksi Sekjen DPR RI

Pasal 19

Penyusunan Keputusan Sekjen DPR RI. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, dan Instruksi Sekjen DPR RI diprakarsa! oleh 
Pimpinan Unit Pemrakarsa sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 20

(1) Pimpinan Unit Pemrakarsa menyampaikan rancangan Keputusan Sekjen DPR RI, Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, dan 
Instruksi Sekjen DPR RI yang dibubuhi paraf Pimpinan Unit Pemrakarsa. kepada Kepala Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
untuk dimintakan koreksi atau pertimbangan hukum.(2) Dalam hal Kepala Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 
memandang perlu untuk meminta penjelasan terkait dengan rancangan keputusan dan instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dapat mengadakan 
koordinasi dengan pimpinan tinggi pratama pada unit pemrakarsa.(3) Rancangan Keputusan Sekjen DPR RI. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, dan Instruksi Sekjen DPR RI yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya dilakukan 
koreksi, harmonisasi. dan sinkronisasi oleh Biro Hukum dan Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang.

(4) Rancangan kepuUisan dan instruksi hasil koreksi atau pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), diparaf oleh Kepala Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan Pimpinan Unit
Pemrakarsa.
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(5) Dalam hal Kepala Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, Kepala Biro Hukum dan 
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dapat mendelegasikan
kewenangannya kepada pejabat dibawahnya.

(6) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibubuhkan pada setiap 
lembar/halaman rancangan keputusan dan instruksi pada kolom paraf yang
telah ditentukan.

(7) Selain rancangan keputusan dan instruksi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), Pimpinan Unit Pemrakarsa membuat 1 (satu) rangkap rancangan 
keputusan dan instruksi tanpa dibubuhi paraf.

Pasal 21

Rancangan keputusan dan instruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, 
disampaikan kepada Sekjen DPR R1 oleh Pimpinan Unit Pemrakarsa untuk
ditetapkan dan ditandatangani.

Bagian Keempat
Penyusunan dan Pembahasan Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja sama, dan

Perjanjian Sewa Barang Milik Negara
Pasal 22

Penyusunan Nota Kesepahaman, Peijanjian Keija Sama, dan/atau Perjanjian Sewa 
Barang Milik Negara dapat diprakarsai oleh Pimpinan Unit Pemrakarsa sesuai 
dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan permohonan dan Pihak Lain.

Pasal 23

(1) Pimpinan Unit Pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, 
mengajukan rancangan Nota Kesepahaman, Peijanjian Kerja Sama, dan/atau 
Peijanjian Sewa Barang Milik Negara kepada Kepala Biro Hukum dan 
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang untuk untuk dimintakan koreksi
atau pertimbangan hukum.
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(2) Dalam hal Kepala Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang memandang perlu untuk meminta penjelasan terkait dengan rancangan Nota Kesepahaman, Peqanjian Keija Sama. dan/atau Perjanjian Sewa Barang Mihk Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Kepala Biro Hukum dan 
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dapat mengadakan koordmas.
dengan pimpinan tinggi pratama pada unit pemrakarsa.(3) Rancangan Nota Kesepahaman, Perjanjian Keija Sama, dan/atau Perjanjian Sewa Barang MiUk Negara yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya dilakukan koreksr atau diberikan pertrmbangan 
hukum oleh Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.(4) Hasil koreksi atau pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
disampaikan kepada pimpinan tinggi pratama pada unit pemrakarsa.(5) Rancangan Nota Kesepahaman, Perjanjian Keija Sama, dan/atau Perjanjian Sewa Barang Milik Negara yang telah dikoreksi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) dibahas bersama antara Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, pimpinan tinggi pratama pada unit pemrakarsa, dan Pihak
Lain.

(6) Rancangan Nota Kesepahaman, Perjanjian Keija Sama, dan/atau Perjanjian Sewa Barang Milik Negara yang telah dibahas bersama sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) diparaf oleh Kepala Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan 
Undang-Undang, Pimpinan Unit Pemrakarsa, dan Pihak Lain.(7) Dalam hal Kepala Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berhalangan, Kepala Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dapat mendelegasikan
kewenangannya kepada pejabat dibawahnya.(8) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibubuhkan pada setiap lembar/ halaman rancangan Nota Kesepahaman, Perjanjian Keija Sama, 
dan/atau Perjanjian Sewa Barang Milik Negara.
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Pasal 24

(1) Rancangan Nota Kesepahaman atau Peijanjian Keija Sama yang telah diparaf 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6), disampaikan kepada Sekjen
untuk ditandatangani.

(2) Dalam hal Sekjen DPR R1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, 
Sekjen DPR RI dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat 
dibawahnya yang berkedudukan sebagai pimpinan tinggi madya Setjen
DPR RI.

Pasal 25

Rancangan Perjanjian Sewa Barang MiUk Negara yang telah diparaf sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6), disampaikan kepada Kuasa Pengguna 
Anggaran/Kuasa Pengguna Barang untuk ditandatangani.

BAB V
PENOMORAN, PENDOKUMENTASIAN, PENGABSAHAN,
DAN SOSIALISASI PRODtJK HUKUM SETJEN DPR RI

Pasal 26

Produk Hukum Setjen DPR RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibenkan 
penomoran oleh Bagian Hukum Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang.

Pasal 27

Produk Hukum Setjen DPR RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
didokumentasikan oleh Bagian Hukum Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan 
Undang-Undang serta unit pemrakarsa.
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Pasal 28

(11 KepaJa B.ro Hutam dan Pemantauim Petakaana.n Unda„B-Und»« mengabsahkan Pioduk Hukum Setjen DPR RI aebagaimana d.makaud
dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, dan huruf c. u v,(9) Pengabsahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkanruang tanda tangan sebelah kiri bawah, yang terdiri dari kata “Salman sesuat dengan aslmya” serta d.bubuhi tanda tangan pejabat yang berwenang dan cap
instansi yang bersangkutan.

Pasal 29

Produk Hukum Setjen DPR RI yang telah diabsahkan oleh Kepala Biro Hulmm dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang sebagaimana dtmaksud da am Pasal 28, disampaikan kepada Bagtan Tata Persuratan untuk d.gandakan an 
didistribusikan kepada unit keija yang terkait.

Pasal 30

Sosialisasi Peraturan Sekjen DPR RI dilakukan oleh unit pemrakarsa.

BAB VI
TEKNIK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM SETJEN DPR RI

Bagian Kesatu
Teknik Penyusunan Peraturan Sekjen DPR RI

Pasal 31

(1) Penyusunan Peraturan Selqen DPR RI dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan 
Peraturan Perundang-undangan.

(3 mensi™. Kk*p^yusuoi.. Ren*™ &kje„ DPR R.pad. (II Bcantum dalam Lmnpimo ■ JTO mempsiam b.^ bdak tebaartbian d«.
Peraturan ini.
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Bagian Kedua
Teknik Penyusunan Keputusan Selgen DPR RI dan 

Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Baiang
Pasal32

Penyusunan Keputusan Sekjen DPR RI dan Keputusan Kuasa Pen^a Anggaian/Kuasa 
Penguna Barang dflakukan sesuai dengan teknik penyusunan Kepumsan Selgen DPR RI dan 
Keputusan Kuasa Pen®jna Anffiaran/Kuasa Pengguna Banmg yang tercantum dalam 
Lampiran II yang xnerupakan bagan tidak terpisahkan dan Peraturan mi.

Bagian Ketiga
Teknik Penyusunan Instruksi Selgen DPR RI

Pasal 33

Penyusunan Instruksi Sekjen DPR RI dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Instruksi 
Selgen DPR RI yang tercantum dalam Lampiran m yang merupakan b^an tidak terpisahkan
dari Peraturan ini.

Bagian Keempat
Teknik Penyusunan Nota Kesepahaman dan Peijanjian Keija Sama 

Hnn Peijanjian Sewa Barang Milik Negara
Pasal 34

(1) Penyusunan Nota Kesepahaman dan Peijanjian Keija Sama dilakukan sesuai dengan teknik 
penyusunan Nota Kesepahaman dan Peijanjian Keqa Sama yai^ tercantum dalam 
Lampiran IV yang merupakan b^an tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(2) Penyusunan Peijanjian Sewa Barang Milik Negara dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, teknik penyusunannya dapat berpedoman pada 
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan ini.
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BAB vn
ketentuan penutup

Pasal 35

Pada per..™ ini n.«l« ^ialn.. KepuPisan Selijan DPR N.mor647/SEKJEN/2012 tentans Kdonaan Penyu.unan T.« Naakal. Di»a SateamtJenderal D.wan Pe™.aidl», Raiya. R=pu« T'TppTi'menganjr ..taiP penyn.nnan Per.mran S.Pj.n DPR RI, Keputnaan Sakj.n DPR Ri.Keputusan Knaa. Penggnn. Anggaran/Kna^ Pang.™. Bara„& Inamaks. S.kienDPR RI, Nota Kesepaharaan, dan Papanjisa. Ke,j. Sam. dicabu. dan dmyatakan
tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal 22 Oktober 2014 
SEKRETARIS JENDERAL,

Dr. Winantuningtyastiti S., M.Si
NIP 195611251982032002
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LAMPIRAN I
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DPR RI
NOMOR 05 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM SEKRETARIAT JENDERAL DEW AN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
TANGGAL 22 OKTOBER 2014

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN SET JEN DPR RI

I. KERANGKA PERATURAN SET JEN DPR RI
A. JUDUL
B. PEMBUKAAN

1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan
3. Konsiderans
4. Dasar Hukum
5. Diktum

C. BATANG TUBUH
1. Ketentuan Umum
2. ’ Mated Pokok yang diatur
3. Ketentuan Sanksi (jika diperlukan)
4. Ketentuan Peralihan (jika dipedukan)
5. Ketentuan Penutup

D. PENUTUP
E. LAMPIRAN (jika dipedukan)

II. SUSUNAN 

A. Judul
Judul Peraturan memuat keterangan mengenai.1. Jenis. yaitu PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.
2. Nomor. Aturan pemberian nomor pada Peraturan adalah sebagai benkut:

a. nomor : menggunakan angka arab berurutan
b. tahun : tahun terbit
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3. Nama Peraturan
Contoh Judul Peraturan:

PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR .... TAHUN ....
TENTANG

4 Nama Peraturan dibuat secara singkat dan mencerminkan isi Peraturan. 5. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang ddetakkan d: teng margin, tanpa diakhiri tanda baca.
B. Pembukaan

Pembukaan Peraturan terdiri dari hal-hal benkut:

dan diakhiri dengan tanda baca koma. 
c Konsiderans diawali dengan kata "Menimbang”.

kesatuan pengertian.
3. Tiap-tiap pokok piki™dalam satu kalimat yang diawali dengan katadengan tanda baca titik koma. 

d. Dasar Hukum diawali dengan kata ”Mengingat .1- peTaTurhar?eruXt-unXgkrT5^ :S:mer"ntaaSkPalra™
berkaitan langsung dengan pembuatan Peraturan.hm^a rpera^ran^ p'erur^<mrg^undM1^n^^^^'^^^^^^^^

lebih tinggi.
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3 Jika iumlah Peraturan perundang-undangan yang dijadik^ das^ hSum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan, dan jika tmgkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau
penetapannya.

4. Dasar hukum yang bukan UUD 1945 tidak perlutetapi cukup mencantumkan nama judul peraturan perundanD
undangan.

5 Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden perlu dSfapi dengan pencantuman Lembaran Negara R^pubUk Indonesm dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang ddetakkan
di antara tanda baca kurung.

6. Jika dasar hukum memuat lebih d^ satu fT^Tfnundangan, tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3, danseterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma. 
e. Diktum terdiri dari:

1. Diktum dimulai dengan kata “MEMUTUSKAN” ditulis dengan huruf kapital, diikuti dengan kata “Menetapkan” di kin.2 kata “MEMUTUSKAN”, yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapit^ tanpa spasi di antara suku kata dan diakhin dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah margin;
3. kata “Menetapkan”, yang dicantumkan^sesudah k^a disejajarkan ke bawah dengan kata Memmbang” dan ^en^g _ Huruf awal kata “Menetapkan” ditulis dengan huruf kapital dandiakhiri dengan tanda baca titik dua.
4. nama yang tercantum dalam judul Peraturan dicantumkan lagi setel^ kata menetapkan dan didahului dengan pencantumm jenis Peraturan seta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tand

baca titik.
5. Substansi kebijakan yang ditetapkan, dicantumkan setelah kata “Menetapkan” ditulis dengan huruf kapital.

C. Batang Tubuh
Bagian batang tubuh Peraturan terdiri dan
a. semua substansi peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal-pasal.
b. substansi yang pada umumnya dikelompokkan ke dalam:

1. Ketentuan Umum;
2. Materi Pokok yang diatur;
3. Ketentuan Sanksi (jika diperlukan),
4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan);
5. Ketentuan Penutup.
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D.Penutup
Bagian penutup Peraturan terdiri dari
a. tempat (kota sesuai dengan alamat instansi) dan tanggal penetapan Peraturan.
b. nama jabatan pejabat yang menetapkan, SEKRETARIS JEND^L. yang ditulis dengan huruf kapital, dan diakhin dengan tanda baca koma.
c. tanda tangan pejabat yang menetapkan Peraturan.d nama lengkap pejabat yang menandatangani Peraturan yang ditulis dengan huruf kapkal, dapat dicantumkan gelar dan Nomor Induk Pegawaipejabat tersebut.

SEKRETARIS JENDERAL,

Dr. Winantuningtyastiti S.,
NIP 195611251982032002
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LAMPIRAN II
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DPR RI
NOMOR 05 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TANGGAL 22 OKTOBER 2014.

TFKWTK PENYUSUNAN KEPUTUSAN SET JEN DPR RI DAN KEPUTUSANKUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG

A. Kepala
Bagian kepala keputusan terdiri dari:
1. Kop naskah dinas;

a. Keputusan SeI.en DPR Rl.yang
P^^AH^r^WAT REPUBLIK INDONESIA”, yang diletakkan secara 
simetris.

b. K.pubjsan Keputusan Ku.s.
?^RWAkI4n ^^ATtU4;paUBLriK INDONESIA”, yang diletakkan secara 
simetris.

2. Judul Keputusan
Judul Keputusan memuat keterangan mengenai.a. Jenis Keputusan, ditulis dengan seluruhnya huruf kapital, yaitu:1) KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA;

91 KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ’ BA^Jg SATUAN KERJA DEWAN PADA SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,3) KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA AN°^t^4Np/AKD^S SeStSt UAPAIMP NATHAN KERJA SEKRETARIAT PADA SEKREi AKlAiJENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA;
b. Nomor

1) Aturan pemberian nomor pada Keputusan adalah sebagai berikut:
(a) Nomor : menggunakan angka arab berurutan
(b) SEKJEN
(c) Tahun : Tahun terbit
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2) Aturan pemberian nomor pada Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang adalah sebagai beriku .
(a) Nomor : menggunakan angka arab berurutan
(b) Untuk Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 

Barang:
(1) Satuan Kerja Sekretariat: KPA-SET
(2) Satuan Kerja Dewan: KPA-DEWAN

(c) Tahun : Tahun terbit
3) Nama keputusan dibuat secara singkat dan mencerminkan 

Keputusan.
4) Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan tengah margin, tanpa diakhiri tanda baca.

(a) Contoh penomoran Keputusan Sekjen DPR RI.
KEPUTUSAN 

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR .../SEKJEN/...
TENTANG

(b) Contoh penomoran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang:
(1) Contoh untuk Satker Sekretariat

KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR .../KPA-SET/2014
TENTANG

(2) Contoh untuk Satker Dewan
KEPUTUSAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG ^SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR .../ KPA-DEWAN /2014
TENTANG
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c. Kata penghubung TENTANG, yang ditulis dengan huruf kapital.
d. JUDUL Keputusan, ditulis dengan huruf kapital. qFKreTARIS

, La j.L paiaba. yang menetapkan K.pU.««n Kna.a Pangga™
Anggaran/Kuasa Pengguna Barang:
ljUntuk Satker Sekretariat:

KUASA PENGGUNA SSEkStAK^^

2) Untuk Satker Dewan:

KUASa PENGGUNA

huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma.
B. Konsiderans

Bagian konsiderans Keputusan terdiri dari; /tl]iuan/L S:ntinX^“lmbLl:iite“^^^ okok2- i;^rm-pranPOsatu
kesatuan pengertian. 

\ a ^

LLiL. konsiderans y“E P'”ni“8‘undangan sebagai dasar pengeluaran Keputusan.Jlka jumlah peraturan Pe-dangWan^J“gmpir^^^^^ ^lebih dari satu, urutan Pencan^uma^aP®"1eU“^“^a disusun secaraSoS Pberias“kannsS?§paenguaXgannya atau penetapannya.

4.

5.

6.
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7.

8.

antara tanda baca kumng.
Jika dasar hukum memuat lebih dari satutiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3, dan seterusnya, a diakhiri dengan tanda baca titik koma.C. Konsiderans “Memperhatikan” dapat dicantumkan apabila diperlukan.1. Hal-hal yang hams diperhatikan/menjadi perhatian karena berkakan langsung dengan Keputusan yang dibuat.

titik koma.
D. Diktum

Diktum keputusan terdiri dari : n -f i1 Diktum dimulai dengan kata “MEMUTUSKAN” ditulis dengan humf kapkal.* ■ 
______ . 1 » j: 1

2.

3.

4.

5.

6.

diikuti dengan kata “Menetapkan” di kiri. 

diletakkan di tengah margm.Kflta “Menetapkan” yang dicantumkan sesudah kata “MEMUTUS^N , Saimkan te bTwah dengan kata “Menimbang” dan “Mengmgaf;. Humf Lai kata “Menetapkan” ditulis dengan humf kapital dan drakhm dengan
tanda baca titik dua.
Nama vane tercantum dalam judul keputusan dicantumkan lagi setelah kata menetapkan dan didahului dengan pencantuman jenis kePT^tJas^’ serta ditulis seluruhnya dengan humf kapital dan diakhin eng baca titik.
Substansi kebijakan yang ditetapkan, dicantumkan setelah kata “Menetapkan” ditulis dengan humf kapital.Khusus untuk Keputusan Sekjen DPR R1 tentang penetapan status pegawai ditambahkan pernyataan sebagai berikut:^fSalman,, menunjukkan para pejabat yang berhak, menerima salinannya;

“Petikan” disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diperhatikan; dan
‘^SaUnanif hams disahkan oleh Kepala Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, ditandatangani langsung dan tidakboleh dengan tanda tangan cap.
"Petikan keputusan” hams disahkan oleh pejabat y^n§ bidang Kepegawaian, ditandatangani langsung dan tidak boleh dengantanda tangan cap.

a.

b.

c.

d.
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2.

3.

4.

5.

E BatangTubuh
1. Sistematika dS„ cara rUliaa„ .a»r“b.’Zaidengan ketentuan dalam p^nyU^ , ^ melainkan diawali dengan

Penulisan diktum d.cantrl?n kSa

hDalam diktum Jug. dlcanmnkan =a«t berlaku.ya keputuaan, pemba an,atau pencabutan.
Lampiran keputusan merupakan satu kesatuan dan baglan yang terpisahkan dan keputusan.P.da halamaii mrakhir ditandatangani oleh pejaba. yang membua.keputusan.

F. Penutup
Bagian penutup terdiri dari:
1 Tempat dan tanggal penetapan keputusan. uujriJabatan pejabat yang menetapkan ditulis dengan huruf kapkal dan d1akh dengan tanda baca koma.

Tanda tangan pejabat yang menetapkan keputusan. cphlrl]hnva
^cantimlmif^lax^s^iS.S^mor Induk Pegawm

pejabat tersebut.

SEKRETARIS JENDERAL,

2.

3.
4.

p-r Winantuningt^^^titi S-. M.SjNIP 1956112519820^002
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PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DPR RINOMOR 05TAHUN2014
TENTANGpedoman pembentukan produk hukumSEKRETARIAT JENDERAL DEW AN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 22 OKTOBER2014.

TEKNIK PENYUSUNAN INSTRUKSI SEKJEN DPR RI

A. Kepala
Bagian kepala instruksi terdiri dari. oT jKop instruksi yang ^ensi

SKvS'tREPUBLK INDONESIA, yang diletakkan sscar. .imetns d, tengah

s'ndS^Iwan Swa'hS pssiTyaSp”TspssbN,sr“Sditulis dengan huruf kapital secara simetris.3. NOMOR Instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris.
Aturan pemberian nomor pada Instruksi adalah sebagai berikut:
a. Nomor : menggunakan angka arab berurutan
b. INST-SEKJEN
c. Tahun : Tahun terbit

Contoh:
NOMOR .../INST-SEKJEN/...

4. Kata TENTANG, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris.5. Judul instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetns.6 Nama jabatan pejabat yang menetapkan instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma secara simetri .
Contoh judul instruksi:

INSTRUKSI
SEKRETARIS JENDERAL

DEW AN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR .../INST-SEKJEN/2011 

TENTANG
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B. Konsiderans
Bagian konsiderans instruksi terdiri dari.1 Kata Menimbang, yang memuat latar belakang penetapan mstruks2. Kata Mengingat yang memuat dasar hukum sebagat landasan penetapan instruksi.

C. Batang Tubuh
Bagian batang tubuh instruksi memuat substansi instruksi.

D. Penutup
Bagian penutup instruksi terdiri dari.1. Tempat (kota sesuai dengan alamat instansi) dan tanggal penetapan

instruksi. 
mAT2 Nama jabatan pejabat yang menetapkan SEKRETAMS JENDERAL, yang ditulis dengan huruf kapital. dan diakhin dengan tanda koma.

3. Tanda tangan pejabat yang menetapkan instruksi.4- da^^ (hrantamk^':^^malSntNo:^r^rSuk?ega^aiS(Ni?J^^ada™ersebut. '

SEKRETARIS JENDERAL,

Dr Winantuningtvastiti S.. M.Sj NIP 195611251982032002
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LAMPIRAN IV
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DPR RI
NOMOR 05 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM 
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
TANGGAL 22 OKTPBER 2014.

TEKNIK PENYUSUNAN NOTA KESEPAHAMAN DAN PERJANJIAN KERJA SAMA

I. Nota Kesepahaman
A. Kepala

Bagian kepala terdiri dari;
1 Logo Sekretariat Jenderal DPR RI diletakkan di sebelah kin kop Nota Kesepahaman sebagai Pihak Pertama, dan logo Pihak Lmn yang akm membuat kesepahaman di sebelah kanan kop Nota Kesepahaman seba0a

Pihak Kedua.
2. Nama pihak yang mengadakan Nota Kesepahaman.
3. Judul Nota Kesepahaman.
4. Nomor Pihak Pertama dan Nomor Pihak Kedua

B. Pembukaan 

Pembukaan terdiri dari:
1. Pemyataan hari, tanggal, dan tempat penandatanganan.
2. Identitas para pihak.
3. Penjelasan para pihak sebagai pihak yang terikat oleh Nota Kesepahaman.
4. Keinginan para pihak.
5. Pengakuan para pihak terhadap perjanjian tersebut.
6. Acuan terhadap ketentuan yang berlaku (jika diperlukan).
7. Kesepakatan kedua belah pihak terhadap ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal.

C. Batang Tubuh
Bagian batang tubuh Nota Kesepahaman memuat materi Nota Kesepahaman, yang dituangkan dalam bentuk pasal-pasal, paling sedikit meliputi.
Bagian batang tubuh terdiri dari:
1. Tujuan;
2. Lingkup kesepahaman;
3. Pihak-pihak yang melaksanakan kesepahaman,
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4. pelaksnaan kesepahaman;
5. Pengaturan pembiayaan pelaksanaan 

diperlukan);
6. Masa berlaku kesepahaman.

Nota Kesepahaman [jika

D. Penutup

£d.inBlni“rtSsi, dan dibnbuhi ma.erai .e.ua. dengan p.r.mr.n
perundang-undangan.

II. Peijanjian Keija Sama
A. Kepala

Bagian kepala terdiri dari:
1. Logo Sekretariat Jenderal DPR RI f y^g "2^“

Srjas^a dTSbelah kanaxf kop peijanjian Keijasama sebagai pihak 
kedua.

2. Nama pihak yang mengadakan Perjanjian Keija Sama.
3. Judul Perjanjian Keija Sama.
4. Nomor.

B. Pembukaan 
Pembukaan terdiri dari:
1. Pemyataan hari, tanggal. dan tempat penandatanganan.
2 Identitas para pihak.3. Penjelasan para pihak sebagai pihak yang terikat oleh Peijanjian Keqa Sama.
4. Keinginan para pihak.
5. Pengakuan para pihak terhadap Peijanjian Kerja Sama.6. Acuan terhadap ketentuan yang berlaku (jika diperlukan).7. Kesepakatan kedua belah pihak terhadap ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal.

C. BatangTubuh
Bagian batang tubuh Peijanjian Kerja Sama memuat materi peijanjian, yang dituangkan dalam bentuk pasal-pasal.
Bagian batang tubuh terdiri dari:
1. Tujuan.
2. Lingkup Perjanjian Kerja Sama.
3 Pihak-pihak yang melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.
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4. Hak dan kewajiban pihak-pihak.
5. Pelaksanaan Peijanjian Kerja Sama.
6. Pengaturan pembiayaan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
7. Force majeur (keadaan memaksa).
8. Penyelesaian perselisihan.
9. Perubahan.

10. Masa berlaku Peijanjian Kerja Sama.
D. Penutup

Bagian penutup Perjanjian Kerja Sama terdirinara pihak yang mengadakan perjanjian dan para s^si []ikaperlu), dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-un g

SEKRETARIS JENDERAL,

Dr. Winantuningtvastiti S.,
NIP 195611251982032002
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SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAK\"AT 

RF.PTJRLIK INDONESIA

KEPUTUSAN 
SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR1155/SEKJEN/2014 

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1001/SEKJEN/2012 TENTANG PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN 

Dl LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka penataan jabatan telah dilakukan 
kegiatan analisis jabatan kembali terhadap beberapa 
jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan 
Perwakilan Rakyat-Republik Indonesia;

b. bahwa sehubungan dengan hasil analisis jabatan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, peiiu dilakukan 
perubahan terhadap Keputusan Sekretaris Jenderal 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 
1001/SEKJEN/2012 tentang Penetapan Hasil Analisis 
Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2012;

c. bahwa perubahan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan Keputusan 
Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia;



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

-2-

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 
tentang Pedoman Analisis Jabatan;

4. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor 400/SEKJEN/2005 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan 
Perwakiian Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana 
telah beberapa kali diubab terakhir dengan Peraturan 
Sekretaris Jenderal Dewan Perwakiian Rakyat Republik 
Indonesia Nomor 03/PER-SEKJEN/2013;

5. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakiian Rakyat 
Republik Indonesia Nomor 1001/SEKJEN/2012 tentang 
Penetapan Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan 
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakiian Rakyat Republik 
Indonesia Tahun 2012.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN 
PERWAKIIAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG 
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 1001/SEKJEN/2012 TENTANG PENETAPAN HASIL 
ANALISIS JABATAN Dl LINGKUNGAN SEKRETARIAT 
JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK 
INDONESIA TAHUN 2012.

Mengubah lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan 
Perwakiian Rakyat Republik Indonesia Nomor 
1001/SEKJEN/2012 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan 
di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakiian Rakyat 
Republik Indonesia Tahun 2012 pada Biro Hukum dan 
Pelaksanaan Undang-Undang, dan reporter sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Perubahan Lampiran Keputusan sebagaimana dimaksud pada 
Diktum PERTAMA Keputusan ini merupakan penambahan dan 
perubahan rincian tugas jabatan, yaitu untuk jabatan:
1. Kepala Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan 

Undang-undang.
2. Kepala Bagian Hukum.
3. Kepala Subbagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum.
4. Kepala Subbagian Administrasi Perundang-undangan.
5. Reporter.



KETIGA

-3-

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan 
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam 
Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana 
mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada;

1. Pimpinan DPR Rl;
2. Pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga DPR 

Rt;
3. Para Deputi di lingkungan Sekretariat Jenderal 

DPR Rl;
4. Kepala Biro/Pusat di lingkungan Sekretariat 

Jenderal DPR Rl;
5. Kepala Bagian/Bidang di lingkungan Sekretariat 

Jenderal DPR Rl.

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal 230ktober 2014

SEKRETARIS JENDERAL,

Dr. Wirrantuninatvastiti S
NIP. 19561125 198203 2 002



Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderai
Dewan Perwaikiian Rakyat Republik Indonesia 
Nomor rn55 /SEKJEN/2014
Tanggal : 23 Oktober2014

INFORMASI JABATAN

1 Nama Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang

2. Kode Jabatan : 1.8.2100.3.03.00.0.000

3. Unit kerja 
Eselon I 
Eselon II 
Eselon III 
Eselon IV

: Bidang Perundang - Undangan 
Deputi Bidang Perundang - Undangan

4. Kedudukan dalam Struktur Organisasi:

DEPUn BIDANG 
PERUNDANG - UNDANGAN

4 HUKUM.DAN RHMANTAUAN.'v; 
PELAKSANAAKi UNDANG-UNDANG-

KEPALA BIRO
PERANCANGAN UNDANG-UNDANG 

BIDANG POLITIK, HUKUM. HAM & 
KESRA

KEPALA BIRO
PERANCANGAN UNDANG-UNDANG 

BIDANG EKONOMl, KEUANGAN, 
INDUSTRI & PEROAGANGAN

WAKIL SEKRETARIS JENDERAL

SEKRETARIS JENDERAL

5. Ikhxisar Jabatan;
Memimpin kegiatan Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-undang dalam melaksanakan kegiatan di bidang hukum, pertimbangan dan bantuan hukum, administrasi peraturan perundang-undangan, analisis dan evaluasi pelaksanaan undang-undang. dan pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Sekretariat Jenderai DPR Rl, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan dengan lancar.

6. Uraian Tugas;
a. Menyusun rencana kegiatan Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang- Undang sesuai dengan sasaran kerja Deputi Bidang Perundang - Undangan. 

Menyusun rencana kegiatan dan anggaran serta mengendalikan reaiisasi anggaran di lingkungan Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. 
Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan sasaran dan rencana kerja serta anggaran Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang agar kegiatan Biro dapat menunjang tugas dan fungsi Deputi Bidang Perundang 
Undangan.

b.

c.



d. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja di iingkungan Setjen DPR Ri 
dan/atau dengan instansi terkait dalam pembentukan produk hukum Setjen DPR 
RI.

e. Menyelenggarakan konsultasi dan advokasi hukum.
f. Menyelenggarakan evaluasi produk hukum Setjen DPR RI.
g. Memberikan pengabsahan/ legalisir atas produk hukum Setjen DPR RI.
h. Mengendalikan kegiatan operasional Bagian Hukum dalam melaksanakan tugas 

dan fungsinya.
L Menyelenggarakan analisis, pemberian pertimbangan hukum dan bantuan

hukum.
j. Mendampingi Tim Kuasa Hukum DPR RI dalam persidangan uji materiil di 

Mahkamah Konstitusi berdasarkan penugasan atasan.
k. Menyelenggarakan analisis, pemberian pertimbangan hukum dan bantuan

hukum dalam menangani perkara perdata dan perkara gugatan tata usaha 
negara dan penanganan perkara hukum non litigasi.

l. Menyelenggarakan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
m. Menyelenggarakan administrasi peraturan perundang-undangan.
n. Mengendalikan kegiatan operasional Bagian Pemantauan Pelaksanaan Undang- 

Undang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
o. Menyelenggarakan analisis dan pemantauan pelaksanaan undang-undang 

bidang politik, hukum, HAM, kesra, dan ekkuindag.
p. Menyelenggarakan pembinaan dan psngarahan kepada bawahan seisuai bidang 

tugasnya agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan sasaran kerja Biro 
Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

q. Meiakukan koordinasi dalam pelaksanaan rencana kerja Biro Hukum dan 
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

r. Meiakukan inventarisasi. analisa dan evaluasi masalah hukum yang berkembang 
di Sekretariat Jenderal DPR RI.

s. Meiakukan pengaturan beban kerja bawahan dalam melaksanakan rencana 
kerja dan pengawasan bawahan dalam pencapaian sasaran kerja.

t Melaksanakan tugas lain terkait yang diberikan oleh atasan.
u. Membuat laporan rutin bulanan kepada Deputi Bidang Perundang - Undangan.

7. Bahan Kerja:

No. Bahan Kerja Penggunaan dalam Kerja

a. Kertas Cetak, tinta Untuk mencetak konsep surat/ memo/ 
laporan

b. Disposisi perintah atasan Petunjuk kerja

c. Risalah rapat Laporan hasil rapat

d. Dokumen Peraturan 
Perundang-undangan

Bahan penyusunan RUU dan NA serta 
kajian RUU

e. Dokumen Anggota Bidang 
Legislasi

Bahan penyusunan RAB, realisasi 
anggaran, pertanggungjawaban realisasi 
anggaran



8. Perangkat/Aial Kerja:

No. Perangkat Kerja Digunakan untukTugas

a. Komputer Untuk menyelesaikan tugas kedinasan

b. ATK Untukmenunjang pelaksanaan tugas

9. Hasll kerja:

No. Hasil Kerja Jumlah Satiian Waktu yang 
Diperlukan ,

a. Program kerja Biro 1 eksemplar/th 16 jam

b. Rencana kegiatan dan anggaran 
Biro

1 eksemplar/th 25 jam

c. Rancangan Prolegnas Prioritas 
Tahunan

1 eksemplar/th 32 jam 40 menit

d. Kajian, Legal Opinion, MOU, 
Perjanjian

5/minggu @ 1 jam

e. Peraturan, Keputusan, Instruksi 20/hari @ 10 menit

f. Keterangan Tertulis DPR Rl S/Minggu @ 1 jam

g. Mengonsep, mengoreksi, 
menandatangani surat-surat, 
bertanggungjawab atas 
penyelenggaraan penganganan 
perkara pengujian UU di
Mahkamah Konstitusi

4 eks/hari <g 10 menit

h. Pertanggungjawaban anggaran, 
bertanggungjawab atas 
penyelenggaraan SJDl Struktur

5 eks/hari @ 10 menit

i. Follow up rapat-rapat koordinasi
Biro, Deputi, Sekjen, 
bertanggungjawab atas 
penyelenggraan analisis paniak
UU

3/minggu @ 3 jam

j- Renstra Biro 1 eks/th 19 jam

k. LAKIP 1 eks/th 9 jam 10 menit

1. Buku laporan pelaksanaan 
pemantauan pelaksanaan UU

4/tahun 5 hari/buku

m. Dokumen pemantauan peraturan 
pelaksanaan UU

2/tahun 5 hari/ dokumen

n. Laporan kegiatan 1/bulan 2 hari

0. Dokumen inventarisasi UU 5/tahun @ 1 hari



10. langgung Jawab:
a. Bertanggung jawab terhadap keiancaran pelaksanaan program kerja Deputi 

Bidang Perundang - Undangan terkait dengan Biro Hukum dan Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang.

b. Bertanggung jawab terhadap keiancaran operasional Bagian Hukum
c. Bertanggung jawab terhadap keiancaran operasional Bagian Pemantauan 

Pelaksanaan Undang-Undang.
d. Bertanggung jawab terhadap realisasi anggaran Biro Hukum dan Pemantauan 

Pelaksanaan Undang-Undang.
e. Bertanggung jawab terhadap pengembangan bawahan guna meningkatkan 

kinerja dan mendukung pencapaian sasaran kerja.
• f. Bertanggungjawab atas penyelenggaraan anaiisis pemberian pertimbangan 

hukum dan bantuan hukum dalam menangani perkara perdata, gugatan tata 
usaha Negara, dan penanganan perkara hukum non litigasi.

g. Bertanggungjawab atas penyelenggaraan penanganan perkara pengujian UU di 
Mahkamah Konstitusi.

h. Bertanggungjawab atas penyelenggaraan SJDl Hukum
i. Bertanggungjawab atas penyelenggaraan anaiisis pemantauan dan pelaksanaan 

UU.

11. Wewenang:
a. Melakukan pembinaan bawahan
b. Menyetujui dan mengawasi penggunaan serta revisi anggaran
c. Menyelenggarakan penanganan gugatan perkara, gugatan banding dan gugatan 

kasasi terkait perkara perdata serta perkara Tata Usaha Negara
d. Menyelenggarakan pemantauan, analisa dan evaluasi terhadap pelaksanaan UU 

di daerah
e. Menyelenggarakan anaiisis, pertimbangan dan bantuan hukum.
f. Menyetujui anaiisis, pertimbangan hukum, dan pendapat hukum.
g. Menyetujui analisis/kajian penanganan perkara perdata dan gugatan tata usaha 

negara, perkara banding dan kasasi
h. Menyetujui pertimbangan hukum, penyusunan peraturan, keputusan, perjanjian 

kerjasama/ M.o.U, dan instruksi.
i. Menyelenggarakan evaluasi produk hukum Sekretariat Jenderal DPR Rl.
j. Memberikan pengabsahan/ legalisir atas produk hukum Sekretariat Jenderal 

DPR Rl

12. KorelasiJabatan:

No. Jabatan Unit Kerja/lnstansi Dalam Hal

a. Sekjen, WaSekjen, 
Deputi, Karo

Setjen DPR Rl Laporan, memberi masukan, 
dan menerima perlntah

b. Pakar Perguruan Tinggi Koordinasi

c. Karo Adm. Perkara Mahkamah
Konstitusi

Koordinasi



d. Ketua PHI Majelis 
Hakim

Pengadilan Negeri/ 
PTUN

Koordinasi

e. Direktur Litigasi Kemenkumham Koordinasi
f. Karo Hukum Kementerian

/Lembaga
Koordinasi

P- Tim Kuasa DPR Rl AKD DPR Rl Asistensi
h. Panitera

Mahkamah
Konstitusi

Mahkamah Kontitusi Koordinasi

13.

15.

No. Aspek . Faktor
a. Tempat kerja Dalam ruangan tertutup
b. Suhu Ber-AC

c. Udara Kering

d. Keadaan ruangan Cukup

e. Letak Di dalam Gedung

f. Penerangan Baik

g- Suara Tidak bising

h. Keadaan tempat kerja Baik

i. Getaran Baik
'</)0)

J

3 Bahaya --------- ,
No. Fisik/Mental Penyebab

a.

Syarat.labatan :

a. Pangkat/Golongan Ruang:

b. Pendidikan; S2

c. Kursus/Diklat Diktat Manajerial (Kepemimpinan), kompetensi, 
Problem Solving & Decision Making, Teknik 
Perundang-undangan

1) Penjenjangan: Diklat Pimpinan Tk.ll
2] Teknis:

d. Pengalaman Kerja: Di bidang hukum dan Perancangan undang- 
undang, serta Sekretariat AKD

e. Pengetahuan Kerja: Pengetahuan Perundang-undangan,
Manajemen, Public Policy



f. Ketrampilan Kerja: Komputer, presentasi, B.Inggris

g- Bakat Kerja; G tnteligensia
(Kemampuan belajarsecara umum)

V Verba!
(Kemampuan untuk memabami arti kata- 
kata dan penggunaannya secara tepat 
dan efektif)

Q Ketelitian
(Kemampuan menyerap perincian yang 
berkaitan dalam bahan verbal atau dalam 
tabel)

h. Temperamen Kerja: D Kemampuan menyesuaikan diri menerima
tanggung jawab untuk kegiatan 
memimpin, mengendalikan atau 
merencanakan

M Kemampuan menyesuaikan diri
dengan kegiatan pengambilan
peraturan, pembuatan pertimbangan, 
atau pembuatan peraturan berdasarkan 
kriteria yang diukur atau yang dapat diuji.

i. Minat Kerja; I.a

1.b

2.a

i- Upaya Fisik: Berbicara, mendengar, membaca

k. Kondisi Fisik
1) Jenis Kelamin: PriaAA/anita

2) Umur:
3) Tinggi Badan:
4) Berat Badan:
5) Postur;
6) Penampilan;

1. Fungsi Jabatan:

Tingkat hubungan 
pemegang jabatan dengan 
data

DO Menyatukan atau memadukan hasil 
analisis data untuk menemukan fakta 
menyusun karangan atau
mengembangkan konsep, pengetahuan, 
interprestasi, menciptakan gagasan
dengan menggunakan imajinasi.

Tingkat hubungan 
pemegang jabatan dengan 
orang

OO Menasehati
Memberi bimbingan, saran, konsultasi 
atau nasehat kepada perorangan atau 
instansi dalam pemecahan



masalah berdasarkan disiplin ilmu, 
spiritual, atau prinsip - prinsip keahlian 
lainnya.

16. Pengawasan
a. Dari Atasan Langsung

Jenis Pengawasan Jabatan Frekuensi
Pengawasan

Pemantauan pelaksanaan 
UU, pertimbangan hukum 
dan bantuan hukum

Deputi Bidang Bidang 
Perundang - Undangan

Operasional Bulanan

b. Kepada Bawahan Langsung

Jenis Pengawasan Jabatan Frekuensi
Pengawasan

Tugas Pokok dan
Tugas tambahan

Kabag Operasional
Mingguan

c. Jabatan di luar Unit Kerja Sendiri

Jenis Pengawasan. . Jabatan , • Frekuensi ; ; i,' ; 
Pengawasan ::

17. Prestasi Kerja yang Diharapkan

No. Hasil Kerja . - Jumlah Satuan Waktu yang '
, Diperlukan

a. Program kerja Biro 1 eksemplar/th 16 jam
b. Rencana kegiatan dan 

anggaran Biro
1 eksemplar/th 25 jam

c. Rancangan Prolegnas Prioritas 
Tahunan

1 eksemplar/th 32 jam 40 menit

d. Kajian, Legal Opinion, MoU, 
Perjanjian

5/minggu @1jam

e. Peraturan, Keputusan, Instruksi 20/hari @10 menit

f. Keterangan Tertulis DPR Rl 3/Minggu @ 1 jam

g- Mengonsep, mengoreksi, 
menandatangani surat-surat, 
bertanggungjawab atas 
penyelenggaraan penganganan 
perkara pengujian UU di 
Mahkamah Konstitusi

4 eks/hari @10 menit



h. Pertanggungjawaban anggaran, 
bertanggungjawab atas 
penyelenggaraan SJDI Struktur

5 eks/hari @10 menit

i. Follow up rapat-rapat koordinasi 
Biro, Deputi, Sekjen, 
bertanggungjawab atas 
penyelenggraan analisis panlak 
UU

3/minggu @ 3 jam

j- Renstra Biro 1 eks/th 19 jam

k. LAKIP 1 eks/th 9 jam 10 menit

I. Buku laporan pelaksanaan 
pemantauan pelaksanaan UU

4/tahun 5 hanV buku

m. Dokumen pemantauan 
peraturan pelaksanaan UU

2/tahun 5 hari/ dokumen

n. Laporan kegiatan 1/bulan 2 hari

0. Dokumen inventarisasi UU 5/tahun @ 1 hari

18. Butir Informasi Lain:

Mengetahui Atasan Langsung,

Jakarta,
Yang Membuat,

) (

NIP: NIP:



INFORWIASl JABATAN

1. Nama Jabatan : Kepaia Bagian Hukum

2. Kode Jabatan : 1.8.2100.3.03.01.0.000

3. Unit kerja 
Eselon I 
Eselon II 
Eselon III 
Eselon IV

Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan UU
Deputi Bidang Perundang-Undangan
Kepaia Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan UU

4. Kedudukan dalam Struktur Organisasi:

DEPUTI BIDANG 
PERUNDANG - UNDANGAN

KEPALA SUB BAGIAN 
PERTIMBANGAN DAN BANTUAN 

HUKUM

KEPALA SUB BAGIAN 
ADMINISTRASI PERUNDANG- 

UNDANGAN

KEPALA BAGIAN 
HUKUM'

KEPALA BIRO
HUKUM DAN PEMANTAUAN 

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

5. Ikhtisar Jabatan:
Memimpin kegiatan Bagian Hukum dalam meiaksanakan kegiatan pertimbangan dan bantuan hukum, dan kegiatan administrasi peraturan perundang-undangan, sehingga 
pelaksanaan pelayanan pertimbangan dan bantuan hukum. serta pelayanan 
dokumentasi dan informasi hukum dan peraturan perundang-undangan kepada 
Dewan dan Sekretariat Jenderal DPR Rl terwujud dan berjalan lancar.

6. UraianTugas:
Menyusun rencana kegiatan Bagian Hukum berdasarkan sasaran kerja Biro 
Hukum dan Pemantaun Pelaksanaan Undang-Undang sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas.
Mengendalikan penyusunan anggaran Bagian sebagai bahan informasi bagi 
atasan dalam menyusun rencana anggaran dan pengawasan realisasi anggaran. 
Meningkatkan penguatan kelembagaan {capacity building) Biro Hukum dan 
Pemantauan Pelaksanaan Undang-undang.

a.

b.

c.



d. Berkoordinasi dengan aiasan dalam memberikan periimbangan hukum dan analisa hukum dalam penyusunan Peraturan, Keputusan, Instruksi maupun Konsep Perjajian Kerja Sama (MoU/ Memory of Understanding) DPR Rl. 
Pimpinan DPR Rl maupun Setjen DPR Rl.

e. Menyusun Kajian Hukum, Legal Opinion, atau Analisa Hukum terhadap 
permasalahan hukum di DPR Rl dan Setjen DPR Rl.

f. Berkoordinasi dengan atasan dalam melaksanakan penanganan perkara uji materiil UU terhadap UUD 1945 dan perkara sengketa keuangan Lembaga 
Negara di Mahkamah Konstitusi

g. Mendampingi Tim Kuasa Hukum DPR Rl dalam persidangan uji materiil di 
Mahkamah Konstitusi berdasarkan penugasan atasan.

h. Berkoordinasi dengan atasan dalam melaksanakan penanganan gugatanperkara perdata yang ditujukan kepada DPR Rl dan Setjen DPR Rl.
i. Berkoordinasi dengan atasan dalam melaksanakan penanganan gugatanperkara tata usaha negara yang ditujukan kepada DPR Rl dan Setjen DPR Rl. 

Berkoordinasi dengan atasan dalam melaksanakan pengelolaan sistem jaringan 
dan informasi hukum.
Berkoordinasi dengan atasan dalam melaksanakan penerbitan informasi hukum dan perundang-undangan yang berisi mengenai perkembangan pelaksanaan 
undang-undang dan perkara uji materiil terhadap undang-undang serta
penanganannya oleh DPR Rl.

l. Menyelenggarakan pembinaan dan pengarahan kepada bawahan sesuai bidang tugasnya agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan. sasaran Kerja Bagian 
Hukum.

m. Melakukan koordinasi dengan atasan dalam pelaksanaan rencana kerja Bagian 
Hukum.

n. Berkoordinasi dengan atasan dalam melakukan inventarisasi, analisa dan
evaluasi masalah hukum yang berkembang di Setjen DPR Rl.

o. Melakukan pengaturan beban kerja bawahan dalam melaksanakan rencana 
kerja dan pengawasan bawahan dalam pencapaian sasaran kerja.

p. Melaksanakan tugas lain terkait yang diberikan oleh atasan.
q. Membuat laporan rutin bulanan kepada Kepala Biro Hukum dan Pemantaun 

Pelaksanaan Undang-Undang.

J-

k.

7. Bahan Kerja:
No. Bahan Kerja Penggunaan dalam Kerja

a. Kertas Cetak, tinta Untuk mencetak konsep surat/ memo/ laporan
b. Disposisi perintah atasan Petunjuk kerja
c. Risalah rapat Laporan hasil rapat
d. Referensi hukum Penyusunan kajian hukum

8. Perangkat/Alat Kerja:

No. Perangkat Kerja Digunakan untuk Tugas

a. Komputer Untuk menyelesaikan tugas kedinasan
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b. ATK Untuk menunjang pelaksanaan tugas
c. Telepon, internet Untuk menunjang pelaksanaan tugas

9. Hasi! kerja:

No. Hasil Kerja Jumlah
Satuan

Waktu yang 
Diperlukan

a. Kajian, legal opinion, MoU, perjanjian 5/minggu @ 1 jam

b. Peraturan, Keputusan, Instruksi 20/hari @ 10 menit

c. Keterangan tertulis DPR 3/minggu @ 1 jam

d. Laporan kegiatan 1/bulan @ 3 jam

e. Dokumen inventarisasi UU 5/tahun @ 1 hari

10. Tanggung Jawab:
a. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program kerja Biro Hukum dan 

Pemantaun Pelaksanaan Undang-Undang terkait dengan pencapaian sasaran 
kerja bagian Hukum.
Bertanggung jawab terhadap kelancaran penyusunan kajian hukum, legal 
opinion, analisa hukum atas permasalahan hukum di DPR Rl dan Setjen DPR Rl.
Bertanggung jawab terhadap kelancaran penyusunan analisa hukum, 
pertimbangan hukum atas penyusunan Peraturan, Surat Keputusan, Instruksi 
maupun Konsep Perjajian Kerja Sama, MoU, legal opinion 
Bertanggung jawab terhadap kelancaran penanganan perkara uji materiil UU 
terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi
Bertanggung jawab terhadap kelancaran penanganan gugatan perkara, gugatan 
banding dan gugatan kasasi terkait perkara perdata yang ditujukan kepada DPR 
Rl
Bertanggung jawab terhadap kelancaran penanganan gugatan perkara, gugatan 
banding dan gugatan kasasi terkait perkara tata usaha negara yang ditujukan 
kepada DPR Rl
Bertanggung jawab terhadap realisasi anggaran Bagian Hukum 
Bertanggung jawab terhadap pengembangan bawahan guna meningkatkan 
kinerja dan mendukung pencapaian sasaran kerja

b.

c.

d.

e.

f.

g-
h.

11. Wewenang:
a. Melakukan pembinaan bawahan
b. Menyetujui dan mengawasi penggunaan serta revisi anggaran
c. Menyusun kajian hukum, legal opinion, atau anlisa hukum atas masalah hukum 

DPR Rl dan Setjen DPR Rl.
d. Menyusun analisa hukum dan pertimbangan dalam penyusunan Peraturan, Surat 

Keputusan, Instruksi maupun Konsep Perjajian Kerja Sama
e. Menyusun analisa/kajian terhadap penanganan perkara uji materiil UU
f. Menyusun analisa/kajian penanganan gugatan perkara Perdata
g. Menyusun analisa/kajian penanganan gugatan perkara Tata Usaha Negara

11



12. Korelasi Jabatan:

No. Jabatan .Unit Kerja/lnstansi Dalam Hal
a. Deputi, KaBiro Deputi Bidang

Perundang - Undangan
Melaporkan, memberi 
masukan, menerima 
penugasan

b. Tim Kuasa DPR Rl AKD DPR Rl Pendampingan 
penanganan perkara hukum 
di PN dan PTUN

c. KaBiro, Kabag Setjen DPR Rl Koordinasi

c. Kabag Adm.
Perkara, Panitera 
Mahkamah
Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Koordinasi

d. Majelis Hakim, 
Panitera Pengganti

Pengadilan Negeri Koordinasi

13. Kondisi Linqkungan Kerja:

No. • Aspek • Faktor

a. Tempat kerja Dalam ruangan tertutup

b. Suhu Ber-AC

c. Udara Kering

d. Keadaan ruangan Cukup

e. Letak Di dalam Gedung

f. Penerangan Baik

g- Suara Tidak bising

h. Keadaan tempat kerja Baik

i. Getaran Baik

Resik0 Bahaya

No. Fisik/Mental ■■ Penyebab •

a. —

Syara t Jabatan

a. Pangkat/Golongan Ruang:

b. Pendidikan; SI

c. Kursus/Diklat Diklat Manajerial (Kepemimpinan). kompetensi, 
Problem Solving & Decision Making. Legal

12



Drafter, Teknik Perundang-undangan

1) Penjenjangan: Diktat Pimpinan Tk. Ill

2) Teknis:

d. Pengalaman Kerja; di bidang Perancangan undang-undang

e. Pengetahuan Kerja; Pengetahuan Perundang-undangan,
Manajemen, Public Policy

f. Ketrampilan Kerja: Komputer, presentasi, B.Inggris

g- Bakat Kerja: G Inteligensia
(Kemampuan betajar secara umum)

V Verbal
(Kemampuan untuk memahami art! kata- 
kata dan penggunaannya secara tepat 
dan efektif)

Q Kstelitian
(Kemampuan menyerap perincian yang 
berkaitan dalam bahan verbal atau dalam 
tabei)

h. Temperamen Kerja: D Kemampuan menyesuaikan diri menerima 
tanggung jawab untuk kegiatan 
memimpin, mengendalikan atau 
merencanakan

M Kemampuan menyesuaikan diri
dengan kegiatan pengambilan
peraturan, pembuatan pertimbangan, 
atau pembuatan peraturan berdasarkan 
kriteria yang diukur atau yang dapat diuji.

i. Minat Kerja: I.a

1.b

2-e

j- Upaya Fisik: Berbicara. mendengar

k. Kondisi Fisik

1) Jenis Keiamin: Pria / Wanita

2) Umur:

3) Tinggi Badan;
4) Berat Badan:

5) Postur:

6) Penampilan:

i. Fungsi Jabatan:

13



c. Jabatan di luarUnrt Keija Sendlri

17. Prestasi Kerja yang Diharapkan:

Tingkat hubungan 
pemegang jabatan dengan 
data

D2 Menganalisa data
Mempelajari, mengurai. merinci dan 
menilai data untuk mendapatkan 
kejelasan, atau menyajikan tindakan 
aiternatif.

Tingkat hubungan 
pemegang jabatan dengan 
orang

03 Menyeiia
Menentukan atau menafsirkan
prosedur kerja, membagi
tugas, menciptakan dan memelihara 
hubungan yang harmonis diantara 
bawahan dan meningkatkan efisiensi.

Peng 
a. C

awasan
ari Atasan Langsung

Jenis Pengawasan Jabatan ; Frekuehsi . 
Pengawasan

Kegiatan Pemberian 
Pertimbangan dan Bantuan 
Hukum, Kegiatan Administrasi 
sesuai TUPOKSt

Kepala Biro Hukum dan 
Pemantaun Pelaksanaan 
Undang-Undang

Operasional
Bulanan

b Kepada Bawahan Langsung

■ Jenis Pengawasan A; 7 Jabatan : Frekuensi' 
Pengawasan

Tugas Pokok dan
Tugas tambahan

1. Kasubag
2. Staf

Operasional
Mingguan

Jenis Pengawasan Jabatan; Frekuensi '■ 
Pengawasan

No. Hasil Kerja Jumiah
Satuan

Waktu yang 
Diperlukan

a. Kajian, legal opinion, MoU, perjanjian 5/minggu @ 1 jam

b. Peraturan, Keputusan, Instruksi 20/hari @10 menit

c. Keterangan tertulis DPR 3/minggu @ 1 jam

d. Laporan kegiatan 1/bulan @ 3 jam

e. Dokumen inventarisasi UU 5/tahun @ 1 hari
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18. Butir Informasi Lain:

Jakarta,
Mengetahui Atasan Langsung, Yang Membuat,

) (

NIP: NIP:
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INFORMASl JABATAN

1. Nama Jabatan Kepala Sub Bagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum

2. Kode Jabatan 1.8.2100.3.03.01.1.000

3. Unit kerja Bagian Hukum
Eselon 1 Deputi Bidang Perundang-Undangan
Eselon 1! Kepala Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan UU
Eselon III Kepala Bagian Hukum
Eselon IV -

4. Kedudukan dalam Staiktur Organisasi:

5.

B.

KEPALA SUB BAGIAN 
PERTIMBANGAN DAN BANTUAN

KEPALA SUB BAGIAN 
ADMINISTRASI PERUNDANG- 

UNDANGAN

DEPUTI BIDANG 
PERUNDANG - UNDANGAN

KEPALA BAGIAN 
HUKUM

KEPALA BIRO 
HUKUM DAN PEMANTAUAN 

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

Ikhtisar Jabaian;
Memimpin Kegiatan Sub Bagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum dalammemberikan pertimbangan dan bantuan hukum bagi Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia dan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

UraianTugas:
a. Menyusun konsep rencana operasional dan anggaran kegiatan Sub Bagian 

Pertimbangan dan Bantuan Hukum.
b. Membuat pertanggungjawaban penggunaaan anggaran untuk pelaksanaan 

tugas pokok.
G. Menangani surat surat dan atau naskah dinas
d Memberikan pertimbangan hukum dan analisa hukum dan/atau menyusun/membuat peraturan DPR Rl, Keputusan DPR Rl, Pimpinan DPR Rl, Sekretaris Jenderal DPR Rl, konsep-konsep Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Setjen DPR Rl, konsep perjanjian kerja sama/MOU DPR Rl
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g-

h.

e. Membuat analisa, legal opinion dan atau pertimbangan tiukum atas 
permasalahan-permasalahan hukum di DPR R1 dan Setjen DPR Rl

f. Menyiapkan data-data, menangani perkara, menginventarisasi Perkara dan 
Mendampingi Tim Kuasa Hukum dalam persidangan persidangan uji materiil 
undang-undang terhadap DUD 1945
Menangani dan menanggapi gugatan perkara perdata yang ditujukan kepada 
DPR Rl dan Setjen DPR'rI,
Membuat dokumen persidangan untuk menangani perkara perdata terhadap 
DPR Rl dan dan Setjen DPR Rl di Pengadilan Negeri.
Menangani dan menangapi gugatan perkara tata usaha negara yang ditujukan 
kepada DPR Rl dan Setjen DPR Rl.
Membuat dokumen persidangan untuk menangani perkara Tata Usaha Negara 
dari dan terhadap DPR Ri dan Setjen DPR Rl di Pengadilan Negeri. 
Menyelenggarakan pembinaan dan pengarahan kepada bawahan sesuai bidang 
tugasnya agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan sasaran keija

l. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan rencana kerja Bagian guna 
pencapaian sasaran kerja

m. Melakukan inventarisasi, analisa dan evaluasi masalah aktual yang berkembang
n. Melakukan pengaturan beban kerja bawahan dalam melaksanakan rencana 

kerja dan pengawasan bawahan dalam pencapaian sasaran kerja
o. Melaksanakan tugas lain terkait yang diberikan oleh atasan
p. Membuat konsep laporan kerja kepada atasan secara berkala dan setiap waktu 

diperlukan

7. Bahan Kerja:

J-

k.

No. Bahan Kerja Penggunaan dalam Kerja'

a. Kertas Cetak, tinta Untuk mencetak konsep surat/ memo/ laporan

b. Disposisi perintah atasan Petunjuk kerja

c. Buku-buku referensi 
hukum

Untuk membuat gugatan/jawaban, replik/duplik 
dalam keterangan DPR

8. Perangkat/Alat Kerja:

No. Perangkat Kerja Digunakan untuk Tugas

a. Komputer Untuk menyeiesaikan tugas kedinasan

b. ATK Untuk menunjang pelaksanaan tugas

9. Hasil kerja:

No. Hasil Kerja Jumlah Satuan
Waktu yang 
Diperlukan

a. Kajian, legal opinion, MoU, perjanjian 5/minggu @ 1 jam

b. Peraturan, Keputusan, Instruksi 20/hari @ 10 menit

c. Keterangan tertulis DPR 3/minggu @ 1 jam
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No. Hasil Kerja Jumiah Satuan Waktu yang 
Diperlukan

d. Laporan kegiatan 1/bulan @ 3 jam

10. Tanggung Jawab:
a. Bertanggung jawab terhadap kelancaran penanganan perkara uji materii) UU terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi
b. Bertanggung jawab terhadap kelancaran penanganan gugatan perkara, gugatan banding dan gugatan kasasi terkait perkara perdata yang ditujukan kepada DPR Rl
c. Bertanggung jawab terhadap kelancaran penanganan gugatan perkara, gugatan banding dan gugatan kasasi terkait perkara tata usaha negara yang ditujukan 

kepada DPR Rl
d. Bertanggung jawab terhadap realisasi anggaran Bagian Hukum
e. Bertanggung jawab terhadap pengembangan bawahan guna meningkatkan kinerja 

dan mendukung pencapaian sasaran kerja

11. Wewenang:
a. Melakukan pembinaan bawahan
b. Menyusun draft hukum dalam penyusunan Peraturan, Surat Keputusan, Instruksi 

maupun Konsep Perjajian Kerja Sama
Menyusun analisa/kajian terhadap penanganan perkara uji materiil UU 
Menyusun analisa/kajian penanganan gugatan perkara Perdata 
Menyusun analisa/kajian penanganan gugatan perkara Tata Usaha Negara

c.
d.
e.

12. Korelasi Jabatan;

No. Jabatan Unit Kerja/lnstansi Dalam Ha!

a. Ka Biro, Kabag Setjen DPR Rl Melaporkan, menerima 
penugasan, koordinasi

b. Panitera MK Rl Penitera Pengganti 
MK Rl

Koordinasi

13.
No. Aspek Faktor

a. Tempat kerja Dalam ruangan tertutup

b. Suhu Ber-AC

c. Udara Kering

d. Keadaan ruangan Cukup

e. Letak Di dalam Gedung

f. Penerangan Baik

9- Suara Tidak bising
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No. Aspek : Faktor

h. Keadaan tempat kerja Baik

i. Getaran Baik

14. ResikoBahaya :

No. Fisik/Mental Penyebab

a. —

15. Syarat Jabatan

a. Pangkat/Golongan Ruang:

b. Pendjdikan: S1

c. Kursus/Diklat Diklat Manajerial (Kepemimpinan), kompetensi. 
Problem Solving & Decision Making, Teknik 
Penyusunan Peraturan Perundangan,
Pengacara

1) Penjenjangan: Diklat Pimpinan Tingkat IV

2) Teknis:

d. Pengalaman Kerja: di bidang Perancangan undang-undang

e. Pengetahuan Kerja: Pengetahuan Perundang-undangan,
Manajemen, Public Policy

f. Ketrampilan Kerja: Komputer, presentasi, B.Inggris

g- Bakat Kerja: G Inteligensia
(Kemampuan belajar secara umum)

V Verbal
(Kemampuan untuk memahami arti kata- 
kata dan penggunaannya secara tepat 
dan efektif)

Q Ketelitian
(Kemampuan menyerap perincian yang 
berkaitan dalam bahan verbal atau dalam 
label)

h. Temperamen Kerja: D Kemampuan menyesuaikan diri menerima 
tanggung jawab untuk kegiatan 
memimpin, mengendalikan atau 
merencanakan

M Kemampuan menyesuaikan diri
dengan kegiatan pengambilan
peraturan, pembuatan pertimbangan, 
atau pembuatan peraturan berdasarkan 
kriteria yang diukur atau yang dapat diuji.

i. Minat Kerja: 1.a
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1.b

2.a

j- Upaya Fisik: Berbicara, mendengar

k. Kondisi Fisik
1) Jenis Kelamin: Pria / Wanita
2) Umur:
3) Tinggi Badan:
4) Berat Badan:
5) Postur:
6) Penampilan:

I. Fungsi Jabatan:
Tingkat hubungan 
pemegang jabatan dengan 
data

D2 Menganalisa data
Mempelajari, mengurai, merinci dan 
menilai data untuk mendapatkan 
kejelasan, atau menyajikan tindakan 
alternatif.

Tingkat hubungan 
pemegang jabatan dengan 
orang

03 Menyelia
Menentukan atau menafsirkan
prosedur kerja, membagi
tugas, menciptakan dan memelihara 
hubungan yang harmonis diantara 
bawahan dan meningkatkan efisiensi.

16. Pengawasan

Jenis Pengawasan ; - v. .. Jabatan Frekuensi Pengawasan
Kegiatan Pemberian
Pertimbangan dan Bantuan
Hukum, Kegiatan Administrasi 
sesuai TUPOKSI

Kepala Bagian 
Hukum

Operasional

b Keoada Bawahan Langsung
Jenis Pengawasan . Jabatan Frekuensi Pengawasan

Tugas Pokok dan
Tugas tambahan

Staf Operasional
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c. Jabatan di iuar Unit Kerja Sendiri

Jenis Pengawasan Jabatan Frekuensi Pengawasan

17. Prestasi Ketja yang Otharapkan:

No. . Hasil Kerja Jumlah Satuan Waktu yang , 
Diperlukan ,

a. Kajian, legal opinion. MoU. perjanjian 5/mlnggu @ 1 jam

b. Peraturan, Keputusan, Instruksi 20/hari @10 menit

c. Keterangan tertulis DPR 3/minggu @ 1 jam

d. Laporan kegiatan 1/bulan @ 3 jam

18. Buiir Informasi Lain:

Jakarta,

Mengetahui Atasan Langsung, Yang Membuat,

NIP: NIP:
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INFORMASI JABATAN

1. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Administrasi Perundang-Undangan

2. Kode Jabatan : 1.8.2100.3.03.01.2.000

3. Unrtkerja 
Eselon I 
Eselon II 
Eselon III 
Eselon IV

Bagian Hukum
Deputi Bidang Perundang-Undangan
Kepala Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan UU
Kepala Bagian Hukum

4. Kedudukan dalam Struktur Organisasi;

KEPALA SUB BAGIAN 
PERTIMBANGAN DAN BANTUAN 

HUKUM

•"’.•.'KEPALA SUB BAGIAN .:. 
ADMINISTRASI PERUNDANG- 
■ ' UNDANGAN ', -'• v ,

DEPUTI BIDANG 
PERUNDANG-UNDANGAN

KEPALA BAGIAN 
HUKUM

KEPALA .BIRO
HUKUM DAN PEMANTAUAN 

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

5. tkhtisar Jabatan;
Memimpin kegiatan Sub Bagian Administrasi Peraturan Perundang-undangan dalam memberikan dukungan data dan informasi hukum serta Peraturan Perundang- 
undangan bagi DPR-RI dan Sekretariat Jenderal DPR-Rl.

6. UraianTugas;
Menyusun konsep rencana operasional dan anggaran kegiatan Sub Bagian 
Administrasi Perundang-undangan.
Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Bagian 
Hukum Setjen DPR-RI .
Menyiapkan dan meiaksanakan administrasi Peraturan DPR Rl, SK DPR-RI, SK Pimpinan,Peraturan Sekjen DPR-RI, SK Sekjen DPR-RI, dan Instruksi Sekjen 
DPR-RI permasa persidangan dan pertahun serta Peraturan Perundang- 
Undangan.

a.

b.

c.
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d. Memantau dan melengkapi Dokumen Hukum dan peraturan perundang- 
undangan ke Sekretariat Negara serta Membuat Daftar Inventarisasi Undang- 
Undang berikut statusnya.

e. Menyelenggarakan pelayanan peminjaman dokumen hukum dan informasi 
peraturan perundang-undangan kepada unit - unit kerja lain di lingkungan Setjen 
DPR RI dan masyarakat luas.

f. Menyusun Buku Informasi Hukum dalam bentuk Naskah Lengkap yang 
diterbitkan 2 kali pertahun.

g Menyelenggarakan pembinaan dan pengarahan kepada bawahan sesuai bidang 
tugasnya agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan sasaran kerja

h. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan rencana kerja Bagian guna 
pencapaian sasaran kega

i. Melakukan inventarisasi, analisa dan evaluasi masalah aktual yang berkembang
j. Melakukan pengaturan beban kerja bawahan dalam melaksanakan rencana 

kerja dan pengawasan bawahan dalam pencapaian sasaran kerja
k. Melaksanakan tugas lain terkait yang diberikan oleh atasan
!. Membuat konsep iaporan kerja kepada atasan secara berkala dan setiap waktu 

diperlukan

7. Bahan Kerja:

No. Bahan Kerja Penggunaan dalam Keija

a. Kertas Cetak, tinta Untuk mencetak konsep surat/ memo/ Iaporan

b. Disposisi perintah atasan Petunjuk kerja

c. Peraturan Perundang- 
undangan

Sebagai informasi dan data hukum

8. Perangkat/Alat Kerja:

No. Perangkat Kerja ; Digunakan untuk Tugas

a. Komputer Untuk menyelesaikan tugas kedinasan

b. ATK Untuk menunjang pelaksanaan tugas

c. internet Untuk menunjang pelaksanaan tugas

9. Hasil kerja:

No. Hasii Kerja Jumlah
Satuan

Waktu yang 
Diperlukan

a. Dokumen inventarisasi UU 5/tahun @ 1 hah

b. Dokumen status 5/tahun @ 1 hari

c, Laporan kegiatan 1/bulan @ 3 jam

d. Buku informasi hukum 5/tahun @ 3 hari
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10. Tanggung Jawab:
a. Bertanggung jawab terhadap ketersediaan Dokumen administrasi peraturan 

perundang-undangan.
b. Bertanggung jawab terhadap dokumentasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi 

Hukum (JDIH) di Bagian Hukum Sekretariat Jenderal DPR-Rl.
c. Bertanggung jav^ab terhadap daftar Inventarisasi Undang-Undang berikut 

statusnya.

11. Wewenang:
a. Melakukan pembinaan bawahan
b. IVlenyusun dokumentasi administrasi peraturan perundang-undangan
c. Menyusun dokumentasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di 

Bagian Hukum Sekretariat Jenderal DPR-RI
d. Menyusun daftar Inventarisasi Undang-Undang berikut statusnya

12. Korelasi Jabatan:

13.

No. Jabatan Unit Kerja/lnstansi Dalam Hal
a. Ka Biro, Kabag Setjen DPR Rl Melaporkan, menerima 

penugasan, koordinasi
b. Eselon III, IV dan Staf Badan Pembinaan 

Hukum Nasional, 
Sekretariat Negara

Koordinasi

Kond si Lingkungan Kerja:

No. Aspek ■ ■ ' Faktor■v
a. Tempat kerja Dalam ruangan tertutup

b. Suhu Ber-AC

c. Udara Kering

d. Keadaan ruangan Cukup
e. Letak Di dalam Gedung

f. Penerangan Baik

g- Suara Tidak bising

h. Keadaan tempat kerja Baik

i. Getaran Baik

14. Resiko Bahaya :
No. Fisik/Mental Penyebab
a. —
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15. Syarat Jabatan

a. Pangkat/Golongan Ruang:

b. Pendidikan: S1

c. Kursus/Diklat Diklat Manajerial (Kepemimpinan), 
kompetensi, administrasi perkantoran, 
kearsipan dan dokumentasi

1) Penjenjangan: Diklat Pimpinan Tingkat IV
2) Teknis:

d. Pengalaman Kerja; di bidang Perancangan undang-undang atau 
administrasi

e. Pengetahuan Kerja; Pengetahuan Perundang-undangan, Tata 
surat dan kearsipan

f. Ketrampilan Kerja: Komputer, presentasi, B.Inggris

g- Bakal Kerja: G Inteligensia
(Kemampuan belajar secara umum)

V Verbal
(Kemampuan untuk memahami arti kata- 
kata dan penggunaannya secara tepat 
dan efektif)

Q Ketelitian
(Kemampuan menyerap perincian yang 
berkaitan dalam bahan verbal atau 
dalam tabel)

h. Temperamen Kerja: D Kemampuan menyesuaikan diri
menerima tanggung jawab untuk 
kegiatan memimpin, mengendalikan 
atau merencanakan

M Kemampuan menyesuaikan diri
dengan kegiatan pengambilan
peraturan, pembuatan pertimbangan, 
atau pembuatan peraturan berdasarkan 
kriteria yang diukur atau yang dapat 
diuji.

i. Minat Kerja: I.a

l.b

2.a

j- Upaya Fisik: Berbicara, mendengar

k. Kondisi Fisik
1) Jenis Kelamin: Pria / V^anita

2) Umur:
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3) Tinggi Badan:

4) Berat Badan:

5) Postur:

6) Penampilan:

1. Fungsi Jabatan;

Tingkat hubungan 
pemegang jabatan dengan 
data

D2 Menganaiisa data
Mempelajari, mengurai, merinci dan 
menilai data untuk mendapatkan 
kejelasan, atau menyajikan tindakan 
alternatif.

Tingkat hubungan 
pemegang Jabatan dengan 
orang

03 Menyelia
Menentukan atau menafsirkan
prosedur kerja, membagi
tugas, menciptakan dan memelihara 
hubungan yang harmonis diantara 
bawahan dan meningkatkan efisiensi.

16. Pengawasan
a. Dari Atasan Lan.gsung

Jenis Pengawasan - Jabatan .' Frekuensi Pengawasan

Pembuatan konsep surat 
menyurat dan kegiatan rutin 
yang dihadapi sehari-hari

Kabag Operasional Mingguan.

b. Kepada Bawahan Langsung

Jenis Pengawasan . Jabatan Frekuensi Pengawasan

Tugas Pokok dan
Tugas tambahan

Stafi Operasional

c. Jabatan di luar Unit Kerja Sendifi

Jenis Pengawasan : Jabatan Frekuensi Pengawasan

17. Picstasi Kerja v«ng Oinarapkan.

No. Hasil Kerja, Jumlah Satuan Waktu yang 
Diperiukan

a. Dokumen inventarisasi UU 5/tahun @ 1 hari

b. Dokumen status 5/tahun @ 1 hari

c. Laporan kegiatan 1/bulan @ 3 jam
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No. Hasil Kerja Jumlah Satuan Waktu yang 
Diperlukan

d. Buku informasi hukum 5/tahun @ 3 hari

18. Butir Informasi Lain:

Jakarta,
Mengetahui Atasan Langsung, Yang Membuat,

NIP; NIP:
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3.

5.

6.

INFORMASl JABATAN

1. Nama Jabatan : Reporter

2. Kode Jabatan

Unit kerja 
Eselon I 
Eselon II 
Eselon III 
Eselon IV

: Bagian Pemberttaan 
Deputi Bidang Persidangan dan KSAP 
Kepala Biro Humas dan Pemberitaan 
Kepala Bagian Pemberitaan 
Kepala Sub Bagian Pemberitaan

4. Kedudukan dalam Struktur Organisasi:

KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT 
DAN PEMBERITAAN

ANALISA PROGRAM 
ACARA

OPERATOR TATA 
CAHAYA

EDITOR TV PARLEMENREPOTTER

PENUUS NASKAH OPERATOR KOMPUTER 
GRAFIK

PENGARAHTEKNIK

KEPALA SUB BAGIAN 
PEMBERITAAN

KEPALA SUB BAGIAN 
PENERBITAN

KEPALA BAGIAN 
PEMBERITAAN

Ikhtisar Jabatan:
Meiaksanakan peliputan kegiatan Dewan dan Sekretariat Jenderal sesuai dengan 
pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.

Bagian Pemberitaan berdasarkan 

Jenderal DPR Rl untuk bahan

Uraian Tugas:
a. Meiaksanakan Rencana Kegiatan Sub 

rencana operasional kegiatan Bagian.
b. Meliput kegiatan DPR Rl dan Sekretariat 

penyusunan press release.
c. Menyusun dan menyampaikan konsep press release kepada atasan.
d. Menyampaikan press release kepada media massa untuk dipublikasikan.
e. Mengklarifikasi berita negatif tentang kinerja DPR Rl.
f. Mengumpulkan dan mengelolah data serta informasi sebagai bahan penyusunan 

artikel.
g. Menyimpan press release dan artikel sebagai bahan dokumentasi.
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h. Melaksanakan tugas lain terkail yang diberikan deb alasan.
i. Membuat konsep laporan kerja kepada atasan secara berkala dan setiap waktu 

diperlukan.

7. Bahan Kerja:
No. Bahan Kerja Penggunaan dalam Kerja

a. Kertas Cetak, tinta Untuk mencetak konsep surat/ memo/ taporan
b. Disposisi perintah atasan Petunjuk kerja

8. Perangkat/Aiat Kerja:
No. Perangkat Kerja Digunakan untuk Tugas

a. Komputer Untuk menyelesaikan tugas kedinasan

b. ATK Untuk menunjang peiaksanaan tugas
c. Kamera, recorder Untuk menunjang peiaksanaan tugas

Hasil kerja:

No. Hasil Kerja Jumlah Satuan Waktu yang Diperlukan

a. Liputan kegiatan AKD 5/bulan @5 jam

b. Liputan Kunker Dewan 3/tahun @ 5 hari

c. Dokumen foto kegiatan 1/bulan 1 hari

10. Tanggung Jawab:
a. Bertanggung jawab terhadap kelengkapan bahan kerja yang diterima.
b. Bertanggung jawab terhadap kelengkapan perangkat/alat kerja.
c. Bertanggung jawab terhadap kualitas hasil kerja.
d. Bertanggung jawab terhadap kesesuaian peiaksanaan penugasan dari atasan.

11. Wewenang:
a. Menilai kelengkapan data/bahan/informasi yang diliput.
b. Menggunakan perangkat kerja yang tersedia.
c. Memberikan informasi yang diperlukan.

12. Korelasi Jabatan:
No. Jabatan Unit Kerja/lnstansi Dalam Hal
a. Kasubbag SubBagian

Pemberitaan
Melaporkan, menerima 
penugasan, koordinasi

b. Staf SubBagian
Pemberitaan

Koordinasi
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13. Kondisi Lingkungan Keija:
No. Aspek Faktor

a. Tempat kerja Dalam ruangan tertutup

b. Suhu Ber-AC

c. Udara Kering

d. Keadaan ruangan Cukup

e. Letak Di daiam Gedung

f. Penerangan Baik

g- Suara Tidak bising

h. Keadaan tempat kerja Baik

i. Getaran Baik

Resi ko Bahaya :

No. Fisik/Mental . ' Penyebab

a. —

Svarat Jabatan :

a. Pangkat/Golongan Ruang:

b. Pendidikan: SI

c. Kursus/Diklat Etiket Pelayanan
1) Penjenjangan:

2) Teknis:

d. Pengalaman Kerja: —

e. Pengetahuan Kerja: Bahasa Asing, penyusunan press release

f. Ketrampilan Kerja: —

g. Bakat Kerja: G Inteligensia
(Kemampuan belajar secara umum)

V Verbal
(Kemampuan untuk memahami arti kata- 
kata dan penggunaannya secara tepat dan 
efektif)

D Ketelitian
(Kemampuan menyerap perincian yang 
berkaitan dalam bahan verbal atau dalam 
tabei)

h. Temperamen Kerja:
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i. Minat Kerja: 1.b

2.a

j- Upaya Fisik: Berbicara, mendengar

k. Kondisi Fisik
1) Jenis Kelamin: Pria / Wanita
2) Umur;

3) Tinggi Badan:
4) Berat Badan:

5) Postur:
6} Penampilan:

1. Fungsi Jabatan:
Tingkat hubungan 
pemegang jabatan dengan 
data

DO Memadukan data
Menyatukan atau memadukan hasii analisis 
data untuk menemukan fakta menyusun 
karangan atau mengembangkan konsep, 
pengetahuan, interprestasi, menciptakan 
gagasan dengan menggunakan imajinasi.

D2 Menganalisis data
Mempelajari, mengurai, merinci dan menilai 
data untuk mendapatkan kejelasan, atau 
menyajikan tindakan alternatif.

Tingkat hubungan 
pemegang jabatan dengan 
orang

08 Menerima instruksi
Membantu melaksanakan keria 
berdasarkan perintah atasan yang 
tidak memerlukan tanggapan.

16. Pengawasan
a. Dari Atasan Langsung

Jenis Pengawasan . Jabatan Frekuensi Pengawasan
Press release kepada media 
massa

Kasubbag Operasional Mingguan.

b. Kepada Bawahan Langsung
Jenis Pengawasan Jabatan Frekuensi Pengawasan

c. Jabatan di iuar Unit Keria Sendiri
Jenis Pengawasan ' Jabatan Frekuensi Pengawasan
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17. Prestasi Kerja yang Diharapkan:

No. Hasil Kerja Jumlah Satuan Waktu yang 
Diperiukan

a. Liputan kegiatan AKD 5/bulan @ 5 jam

b. LIputan Kunker Dewan 3/tahun @ 5 hari

c. Dokumen foto kegiatan 1/bulan 1 hari

18. Butir informasi Lain:

Jakarta,

Mengetahui Atasan Langsung, Yang Membuat,

NIP: NIP:
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SEICRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBHK INDONESIA

KEPUTUSAN 
SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR : 1045/SEKJEN/2014

TENTANG

TIM PELAKSANA PROYEK PERUBAHAN KETATALAKSANAAN BIRO HUKUM DAN 
PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi hukum dalam 
perumusan produk hukum di lingkungan Sekretariat Jenderal 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, perlu
penyempurnaan tugas dan fungsi Biro Hukum dan Pamantauan 
Pelaksanaan Undng-Undang Sekretariat Jenderal Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, serta menyusun
pedoman pembentukan produk hukum di lingkungan Sekretariat 
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, perlu membentuk Tim Pelaksana Proyek Perubahan 
Ketatalaksanaan Biro Hukum dan. Pemantauan Pelaksanaan 
Undang-Undang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia, yang ditetapkan dengan Keputusan 
Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan PenA^akiian 
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 142, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);

2. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor 400/SEKJEN/2005 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Sekretariat Jenderal Dewan PenA'akilan Rakyat Republik 
Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakir 
dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor 03/PER-SEKJEN/2011



;netapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

\

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG TIM PELAKSANA PROYEK PERUBAHAN KETATALAKSANAAN BIRO HUKUM DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK 
INDONESIA.

Menetapkan Tim Pelaksana Proyek Perubahan Ketatalaksanan Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
Keputusan ini.

Tim Pelaksana Proyek Perubahan Ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini, mempunayi tugas 
sebagai berikut:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Merumuskan penyempurnaan tugas dan fungsi Kepala Biro 
Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang,
Melakukan pembahasan rumusan penyempurnaan tugas dan fungsi Kepala Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dengan Unit-Unit kerja terkait;
Mengusulkan kepada Sekretaris Jenderal DPR Rl untuk penetapan tugas dan fungsi Kepala Biro Hukum dan Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang yang baru;
Merumuskan Pedoman Pembentukan Produk Hukum 
dilingkungan Sekretariat Jenderal DPR Rl;
Melakukan Pembahasan Pedoman Pembentukan Produk Hukum 
di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR Rl; dan
Mengusulkan penetapan Pedoman Pembentukan Produk Hukum 
di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR Rl;

Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini selama 2 (dua) Bulan terhitung mulai bulan September 
2014 sampai dengan bulan Oktober 2014.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hah terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Sekretaris Jenderal DPR Rl;
2. Para Deputi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR Rl;
3. Kepala Biro : Keuangan, Hukum dan Pemantauan 

Pelaksanaan Undang-Undang, Keanggotaan dan 
kepegawaian Sekretariat Jenderal DPR Rl,
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4. Kepala Bagian/Bidang Administrasi Keuangan, 
Perbendaharaan, Pengawasan Internal. Hukum, 
Kepegawaian serta Arsip dan Dokumentasi Sekretariat 
Jenderal DPR Rl;

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal

SEKRETARIS JENDERAL,

Dr. WINANTUNINGTYASTITI, M. Si
NIP. 19561125 198203 2 002 U
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LAMPIRAN ICEPUTUSAN SEKRETARIS
JENDERAL DEW AN PERWAKTLAN 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR : 1045/SEKJEN/2014 
TANGGAL: 17 September 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIWI PELAKSANA PROYEK PERU^A^f N KETATALAKSANAAN BIRO HUKUIVI DAN PEWIANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NO KEANGGOTAAN TIWI JABATAN RERAN URGENSI

1 K. Johnson Rajagukguk, 
SH, M.H.

Deputi Bidang
PUU

Pengarah Memberikan
persetujuan

2 Rudi Rochmansyah, SH, 
MH.

Kepala Biro
Hukum dan Panlak 
UU

Penanggungjawab Memimpin proyek 
perubahan

3 Dra. Damayanti, M,Si. Kepala Biro
Perencanaan dan 
Penqawasan

Pemangku
Kepentingan

Perumusan
ketatalaksanaan
orqanisasi

4 Rusnianingsih, SH, MH. Kepala Biro
Keanggotaan dan

Pemangku
Kepentingan

Pembinaan dan
penataan SDM

Keoeqawaian
5 Makmur, Sos, MM. Kepala Biro

Keuangan
Pemangku
Kepentingan

Dukungan
anggaran dan
penqelolaan BMN

7 Rahmat Budiaji, S.IP,
M.Si.

Kepala Bagian
Ortala

Pemangku
Kepentingan

Perumusan
ketatalaksanaan
orqanisasi

“8 Zuraida Amna, SH. Kepala Bagian”
Keoeqawaian

Pemangku
Kepentinqan

Pembinaan dan 
penataan SDM

9 Sri Wahyu Budhi Lestari, 
SE.

Kepala Bagian
Perbendaharaan

Pemangku
Kepentingan

Dukungan 
anggaran dar
penqelolaan BMN

10 Wiwin Sri Rahyani,
c H M H

Perancang UU Mitra kerja Dukungan lega
drafting

11 Arini Wijayanti, SH, MH. Kepala Bagian
Hukum

Pendukung Dukungan tekni^ 
administrasi

12 Dra. Tanti Sumartini, 
M Si

Kepala Bagian
Panlak UU

Pendukung Dukungan iekiii!: 
administrasi

13 Dwi Frihartomo, SH, MH. Kasubag.
Pertimbangan dan 
Bantuan Hukum

Pendukung Dukungan teknis 
administrasi



14 Erni Husniyati, SH. Kasubag.
PUU

Adm Pendukung Dukungan teknis
administrasi

15 Irna Gusvita Indri Kasari,
SH.

Staf
Hukum

Bagian Pendukung Dukungan teknis
administrasi

16 Pradina Kurnia Sari
Hidayah, SH.

Staf
Hukum

Bagian Pendukung Dukungan teknis
administrasi

SEKRETARIS JENDERAL,

Dr. WlNAm UNINGTYASTITl. M. Si
NIP. 19561125 198203 2 002
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Nomor
Sifat
Derajat
Lampiran
Perihal

Yth.

SEKRETARIAT JENDERALDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAJLN JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.d

DU/IO/SETJEN-DPRRI/HK/09/2014 Jakarta- 2 September 2014
Renting
Segera

Usui Penambahan tugas dan fungsl 
Biro Hukum dan Panlak UU

Karo Perencanaan dan Pengawasan 
Setjen DPR RI

Jakarta

Sehubungan dengan adanye prosesJenderal DPR RI yang baru dan dalam “P^yaRf ̂  aperumLn produk hukum ^LkretSd3rDPRVrar:e"^^^^^ untuk menambah tugas dan fungsipada Biro Hukum dan Panlak UU yaitu .
L !nstanesVli1einbagaa,iain0dafamaSproses^perumnusane^^ haukumaSekretariat

Jenderal DPR RI; 
,, r- ■ ^ u2. Pemberian paraf pada dokumen produk hukum yang d,legal,sr untuk

keperluan pembuktian;3 Mengevaluasi produk hukum Sekretanat Jenderal DPR 'sesuaidengan perkembangan peraturan perundang-undanga .
K.mi harap aaul.n ^struktur oraganisasi SekretanarJ®"dn R'formas['Birokrasl Vdl lingkungan Sekretanat dan Panlak UU sebagai perwujud jenderal DPR RI yang profesionalJenderal DPR RI guna mewujudkan Sekretanat jenoerdan akuntabei.

Atas perhatlan, dukungan dan kegasamanya, kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BIRO HUKUM DAN PEMANTAUAN PEl-AK^NAAN UNDANG-UNDANG,

PI inT ROCHMANSYAHfSip390213 199302 1 001

Tembusan :
Kabag £rtaj_a_ Segen_DP_RFU.

http://www.dpr.go.d


c. FORMULIR MENTOR



FORM PERSETUJUAN MENTOR 

DIKLATPIM TK.II ANGKATAN XL KELAS A

Nama Peserta 

NDH 

Instansi 

Nama Mentor 

NIP

Jabatan

No. HP Mentor

Area Perubahan

Rudi Rochmansyah, SH.,MH 

3 (Tiga)

Sekretariat Jenderal DPR RI 

K. Johnson Rajagukguk, SH.,M.Hum 

19581108 198303 1 006 

Deputi Bidang Perundang-undangan 

08129072291

"Mewujudkan tertib administrasi hukum di lingkungan 

Sekretariat Jenderal DPR RI melalui pembenahan 

ketatalaksanaan Biro Hukum dan Pemantauan 

Peiaksanaan Undang-Undang yang profesional dan 

akuntabel”.

Mengetahui 
Atasan L^gsung

Jakarta, 27 Agustus 2014 
Disetujui oleh :

K. Johnson Raiaqukquk, SH.,M,Hum K. Johnson Raiaqukquk, SH.,M.Hum
NIP. 19581108 198303 1 006 NIP. 19581108 198303 1 006



FORWIULIR BAGl MENTOR 
PADA TAHAP LABORATORIUM KEPEMIMPINAN

1. Nama Peserta Rudi Rochmansyah, SH., MH

2. Instansi Sekretariat Jenderal DPR Rl

3. Judul Proyek Pembahan "Mewujudkan Tertib Administrasf Hukum di
lingkungan Sekretariat Jenderal DPR Rl melalui 
Pembenahan Ketatalaksanaan Biro Hukum dan 

Pemantauan Pelaksanaan Undang-undang yang 

Profesional dan Akuntabel”.

4. Konsultasi dan bimbingan yang dilakukan (selama Tahap Laboratorium 

Kepemimpinan).

a. Konsultasi dan bimbingan perbaikan rancangan proyek perubahan pada Biro Hukum 
dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-undang.

b. Konsultasi dan bimbingan implementasi proyek perubahan sesuai dengan rancangan 
proyek perubahan yang sudah disusun dan disetujui Mentor.

Paduan Tahap Taking Ownership - Laboratorium Kepemimpinan



Hari/ Tanggal Kegiatan yang dilakukan Output Paraf
Mentor

Senin. 1-09-2014 Konsultasi perbaikan
rancangan proyek perubahan. 
terkait dengan produk hukum 
Sekretariat Jenderal DPR Rl 
yaitu :
1. Peraturan Sekjen DPR Rl.
2. Keputusan Sekjen DPR Rl.
3. Keputusan Kuasa

Pengguna Anggaran.
4. Perjanjian 

Kerjasama/M.o.U.
5. Perjanjian Sewa Barang 

Milik Negara.

Konsultasi penyelenggaraan 
rapat koordinasi dengan 
PPK/eselon II unit kerja terkait 
untuk perumusan produk 
hukum, untuk kesepahaman 
dan komitmen mematuhi 
ketentuan peraturan
perundang-undangan, guna 
terwujudnya tertib administrasi 
hukum.

Peraturan Sekjen DPR
Rl tentang Pedoman 
Tata Cara
Pembentukan Produk 
Hukum.

jf ^

Penambahan tugas 
dan fungsi Biro Hukum 
dan Pemantauan
Pelaksanaan UU
seiring dengan
perubahan struktur 
organisasi Sekretariat 
Jenderal DPR Rl

I ‘i

Diklat Kepemimpinan Tingkal II Tahun 2014



Hari/Tanggal

Selasa. 8-09-2014

Keglatan yang dilakukan

Melaporkan hasi! rapat 
koordinasi untuk menyamakan 
persepsi terkait pelaksanaan 
proyek perubahan pada Biro 
Hukum dan Panlak UU, dan 
terkait pembentukan Tim 
Pelaksanaan Proyek
Perubahan pada Biro hukum 
dan Panlak UU, dengan 
mengundarig Karo Renwas, 
Karo Kepegawaian, Karo 
Keuangan, Kabag Ortala, 
Kabag Perbendaharaan, 
Kabag Wasnal, Kabag Diklat, 
Kabag Kepegawaian, Kabag 
Hukum, Kabag Panlak UU, 
Kasubag Pertimb dan Bant 
Hukum, Kasubag Adm PUU, 
Kasubag Panlak UU, dan staf.

Acara rapat pada hari Jumat, 5 
September 2014, pukul 10.00 
s/d 11.55 WIB.

Output

Komposisi susunan
keanggotaan Tim.

Paraf
Mentor



Paduan Tahap Taking Ownership - Laboratorium Kepemimpinan

Hari/ Tanggai

Selasa, 16-9-2014

Kegiatan yang dilakukan

Konsultasi untuk persetujuan 
pembentukan Tim 
Pelaksanaan Proyek 
Perubahan pada Biro hukum 
dan Pelaksanaan Undang- 
Undang.

Output

Oraf Keputusan
Sekretaris Jenderal 
tentang Pembentukan 
Tim Pelaksana Proyek 
Perubahan pada Biro 
hukum dan
Pemantauan 
Pelaksanaan Undang- 
Undang.

Paraf
Mentor

m



Diklat Kepemimpinan Tingkat II Tahun 2014

Haul Tanggal Kegiatan yang dilakukan Output Paraf
Mentor

Jumat, 3-10-2014 Konsultasi konsep Peraturan 
Sekjen DPR Rl tentang 
Pedoman Pembentukan 
Produk hukum di Sekretariat 
Jenderal DPR Rl.

Konsep Peraturan 
Sekjen DPR Rl tentang 
Pedoman
Pembentukan produk 
hukum di Sekretariat 
Jenderal DPR Rl.

4



Diklat Kepemimpinan Tingkat II Tahun 2014.

Hari/ Tanggal Kegiatan yang dilakukan Output Paraf
Mentor

Senin, 20-10-2014 Laporan pelaksanaan
proyek perubahan pada Biro 
Hukum dan Pemantauan 
Pelaksanaan UU, selama 2 
(dua) bulan terhitung mulai 1 
September 2014 s/d 20 
Okrober 2014)

Laporan yang memuat:
a. Laporan kegiatan;
b. Persetujuan usulan

penyempurnaan 
tugas, fungsi Biro 
Hukum dan
Pemantauan 
Pelaksanaan UU;

c. Draft Peraturan 
Sekretaris Jenderal 
DPR Rl tentang 
Pedoman
Pembentukan Produk 
Hukum Sekretariat 
Jenderal DPR Rl.

lA
p



D. FORMULIR COACH



V. FORMULIR BAGI COACH PADA TAHAP TAKING OWNWESHIP

PORMULiR BAGI COACH 
PADA TAHAP TAKING OWNERSHIP

1. Nama Peserta Rudi Rochmansyah, SH., MH
Instansi Sekretariat Jenderal DPR RI
Gagasan Perubahan Mewujudkan tertib administrasi hukum melaiui 

pembenahan katatalaksanaan dan SDM Biro Hukum 
dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang 
profesional dan akuntabel

Catalan terhadap Gagasan Perubahan yang disiapkan peserta

/ • .. 9.^ .....J.......

-t ^ry......

Rekomendasi

Jakartay<cT7!Agustus 2014

(Drs.\Pesi:^rnanda> M-Soc.Sc)

Diklat Kepemimpinan Tingkat II Tahun 2014



FORMULIR BAG! COACH 
PADA TAHAP TAKING OWNERSHIP

Rudi Rochmansyah. SH., MHNama Peserta

Sekretarlat Jenderal DPR RlInstansi
Mewujudkan tertib administrasi hukum di lingkungan 

Sekretariat Jenderal DPR RI melalui pembenahan 
ketatalaksanaan Biro Hukum dan Pemantauan 

Pelaksanaan Undang-Undang yang profesional dan

Gagasan Perubahan

akuntabel
Catalan terhadap Gagasan Perubahan yang disiapkan peserta

Rekomendasi

srnanda, M.Soc.Sc)

Diklat Kepamimpinan Tingkat II Tahun 2014



FORMULIR BAG! COACH 
PADATAHAP TAKING OWNERSHIP

1. Nama Peserta

2. Instansi

3. Gagasan Perubahan

Catatan terhadap Gagasan Perubahan y,

Rekomendasi



FORMULiR BAGE COACH 
PADA TAKAP TAKING OWNERSHIP

Catalan terhadap Gagasan Perubahan yang disiapkan peserta

Rekomendasi

Jakarta,



FORMULIR BAGI COACH 
PADA TAHAP LABORATORIUM KEPEMIMPINAN

1. Nama Peserta Rudi Rochmansyah, SH., MH

Instansi Sekretariat Jenderai DPR Rl

Gagasan Perubahan Mewujudkan tertib administrasi hukum melalui 

perubahan organisasi unit kerja Biro Hukum dan 

Pemantauan Pelaksanaan undang-undang di Bidang 

Ketatalaksanaan, kelembagaan, dan SDM yang 

profesional dan akuntabel

Catatan terhadap Gagasan Perubahan yang disiapkan peserta

9^

>

----------W^-T-------------------------------------------------------

/Z^(

AoA:^ J

(Drs, D
/)2<

Diklat Kepemimpinan Tingkayi/Tahun 2014

tober 2014

anda, M.Soc.Sc)



E. FORMULIR STAKE HOLDER



FORMULIR BAGI STAKE HOLDER 
PADA TAHAP LABORATORIUWI KEPEMIWIPINAN

Nama Peserta Rudi Rochmansyah, SH., MH

Instansi Sekretariat Jenderal DPR Rl

Judul Proyek Perubahan “Mewujudkan Tertib Administrasi Hukum di 

lingkungan Sekretariat Jenderal DPR Rl melalui 

Pembenahan Ketatalaksanaan Biro Hukum dan 

Pemantauan Pelaksanaan Undang-undang yang 

Profesional dan Akuntabel,!.

4. Konsultasi dan koordinasi yang dilakukan (selama Tahap Laboratorium 

Kepemimpinan) dengan Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan selaku Stake 

Holder terkait dengan Organisasi dan Tata Laksana.

a. Koordinasi pembentukan Tim Pelaksanaan Proyek Perubahan Ketatalaksanaan Biro 
Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

b. Konsultasi dan koordinasi peyermpurnaan tugas dan fungsi Biro Hukum dan 
Pemantauan Pelaksanaan Undang-undang.

c. Konsultasi dan koordinasi membangun mekanisme kerja perumusan produk hukum di 
Sekretariat Jenderal DPR Rl yang terkoordinasi dan taat asas sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

Paduan Tahap Taking Ownership - Laboratorium Kepemimpinan



Hari/Tanggal Kegiatan yang dllakukan Output Paraf Stake 
Holder

Senin, 1-09-2014

Jumat, 5-09-2014

Senin, 15-09-2014

Konsultasi dan koordinasi 
terkait pembenahan
ketatalaksaan Biro Hukum dan 
Panlak UU melaiui 
penyempurnaan tugas dan 
fungsi Biro hukum dan Paniak 
UU, yaitu :
a. menyelenggarakan 

koordniasi dengan unit 
kerja dan/atau dengan 
kementerian/lembaga 
dalam perumusan produk 
hukum Sekretariat Jenderal 
DPR Rl.

b. Menyelenggarakan 
evaluasi produk hukum 
sesuai perkembangan 
peraturan perundang- 
undangan.

c. Pemberian paraf legalisir 
produk hukum.

SARAN KARO RENWAS:
Supaya menyampaikan surat 
ke Karo Renwas mengenai 
usuian penyempurnaan tugas 
dan fungsi Biro Hukum dan 
Panlak UU.

Rapat koordinasi untuk 
kesamaan perxepsi dan 
membangun komitmen dalam 
membangun tim pelaksanaan 
proyek perubahan
ketatalaksanaan pada Biro 
Hukum dan Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-undang.

a. Menyampaikan usuian 
penyempurnaan rumusan 
tugas dan fungsi Kepala 
Biro Hukum dan Panlak 
UU.

TANGGAPAN/SARAN KARO
RENWAS:

. S V:-

Surat kepada Karo 
Renwas bertanggal 2 
September 2014 
mengenai usuian
penyempurnaan tugas 
dan fungsi Biro Hukum 
dan Panlak UU.

Rapat koordinasi dan 
susunan keanggotaan 
tim.

a. Rumusan tugas dan 
fungsi Kepala Biro 
Hukum dan Panlak 
UU. i



Diklat Kepemimpinan Tingkat II Tahun 2014

Hari/ Tanggal Kegiatan yang dilakukan Output Paraf Stake 
Holder

b. Menyampaikan rumusan 
pedoman pembentukan 
produk hukum di 
Sekretariat Jenderal DPR 
RI.

TANGGAPAN/SARAN KARO

b. Pedoman 
pembentukan 
produk hukum di 
Sekretariat Jenderal 
DPR RI.

RENWAS:

^-CL'Ky~\ T»0 t'rVTjUgSj"*

lJujUuij)rr\ c^' 9c2i-[<2j-)



FORMULIR BAGI STAKE HOLDER 
PADA TAHAP LABORATORIUM KEPEMIWIPINAN

Nama Peserta Rudi Rochmansyah, SH., MH

Instansi Sekretariat Jenderal DPR Rl

Judul Proyek Pembahan "Mewujudkan Tertib Administrasi Hukum di 

lingkungan Sekretariat Jenderal DPR Rl melalui 

Pembenahan Ketatalaksanaan Biro Hukum dan 

Pemantauan Pelaksanaan Undang-undang yang 

Profesional dan Akuntabel”.

4. Konsultasi dan koordinasi yang dilakukan (selama Tahap Laboratorium 

Kepemimpinan) dengan Kepala Biro Keuangan dan Kabag Perbendaharaan selaku 

stake holder terkait dengan perjanjian sewa pemanfaatan barang milik negara.

a. Koordinasi pembentukan Tim Pelaksanaan Proyek Perubahan Ketatalaksanaan Biro 
Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

b. Konsultasi dan koordinasi peyermpurnaan tugas dan fungsi Biro Hukum dan 
Pemantauan Pelaksanaan Undang-undang.

c. Konsultasi dan koordinasi membangun mekanisme kerja perumusan produk hukum di 
Sekretariat Jenderal DPR Rl yang terkoordinasi dan taat asas sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

Paduan Tahap Taking Ownership-Laboratorium Kepemimpinan



Hari/Tanggal Kegiatan yang dilakukan Output Paraf Stake 
Holder

Jumat, 5-09-2014 Rapat koordinasi untuk
kesamaan perxepsi dan 
membangun komitmen dalam 
membangun tim pelaksanaan 
proyek perubahan
ketatalaksanaan pada Biro 
Hukum dan Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-undang.

Rapat koordinasi dan 
susunan keanggotaan 
tim.

lanaaaDan/saran Karo
^-----Keuanaan:

Tanqaaoan/saran Kabaq
Perbendaharaan: /

Senin, 15-09-2014 a. Menyampaikan usulan
penyempurnaan rumusan 
tugas dan fungsi Kepala 
Biro Hukum dan Panlak 
UU.

b. Menyampaikan rumusan
pedoman pembentukan
produk hukum di
Sekretariat Jenderal DPR 
Rl.

a. Rumusan tugas dan 
fungsi Kepala Biro 
Hukum dan Panlak 
UU.

b. Pedoman 
pembentukan 
produk hukum dl 
Sekretariat Jenderal 
DPR Rl.

Tanqaaoan Karo Keuanqan:

Tanqqaoan Kabaq
Perbendaharaan: /

Diklat Kepemimpinan Tingkat II Tahun 2014



Hari/ Tanggal Kegiatan yang dilakukan Output Paraf
Mentor

Paduan Tahap Taking Ownership - Laboratorium Kepemimpinan



FORWIULIR BAGI STAKE HOLDER 
PADA TAHAP LABORATORIUM KEPEMIMPINAN

1. Nama Peserta Rudi Rochmansyah, SH., MH

2. Instansi Sekretariat Jenderal DPR Rl

3. Judul Proyek Perubahan "Mewujudkan Tertib Administrasi Hukum di 

lingkungan Sekretariat Jenderal DPR Rl melalui 

Pembenahan Ketatalaksanaan Biro Hukum dan 

Pemantauan Pelaksanaan Undang-undang yang 

Profesional dan Akuntabel”.

4. Konsultasi dan koordinasi yang diiakukan (selama Tahap Laboraforium 

Kepemimpinan) dengan Kepala Biro Keanggotaan dan Kepegawaian dan Kepala 

Bagian Kepegawaian selaku stake holder terkait dengan pembinaan, pengembangan 

dan penataan SDM.

a. Koordinasi pembentukan Tim Pelaksanaan Proyek Perubahan Ketatalaksanaan Biro 
Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

b. Konsultasi dan koordinasi peyermpurnaan tugas dan fungsi Biro Hukum dan 
Pemantauan Pelaksanaan Undang-undang.

c. Konsultasi dan koordinasi membangun mekanisme kerja perumusan produk hukum di 
Sekretariat Jenderal DPR Rl yang terkoordinasi dan taat asas sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

Paduan Tahap Taking Ownership - Laboratorium Kepemimpinan



Hari/Tanggal Kegiatan yang diiakukan Output Paraf Stake 
Holder

Jumat, 5-09-2014

Senin, 15-09-2014

Rapat koordinasi untuk 
kesamaan perxepsi dan 
metnbangun komitmen dalam 
membangun tim pelaksanaan 
proyek perubahan
ketatalaksanaan pada Biro 
Hukum dan Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-undang.

Rapat koordinasi dan 
susunan keanggotaan 
tim.

Tanqqapan/saran Karo
Anqpeq::

Tanqqapan/saran Kabaq
Kepeqawaian:

a. Menyampaikan usulan 
penyempurnaan rumusan 
tugas dan fungsi Kepala 
Biro Hukum dan Panlak 
UU.

b. Menyampaikan rumusan 
pedoman pembentukan 
produk hukum di 
Sekretariat Jenderal DPR 
Rl.

Tanqqapan/saran Karo
Anqpeq:

Tanqqapan/saran
Kepeqawaian:

Kabaq

a. Rumusan tugas dan 
fungsi Kepala Biro 
Hukum dan Panlak 
UU.

b. Pedoman 
pembentukan 
produk hukum di 
Sekretariat Jenderal 
DPR Rl.



FORWIULIR BAGI STAKE HOLDER 
PADA TAHAP LABORATORIUWI KEPEWIIWIPINAN

Nama Peserta Rudi Rochmansyah, SH., MH

Instansi Sekretariat Jenderal DPR Rl

Judul Proyek Perubahan uMewujudkan Tertib Administrasi Hukum di

iingkungan Sekretariat Jenderal DPR Rl melalui 

Pembenahan Ketatalaksanaan Biro Hukum dan 

Pemantauan Pelaksanaan Undang-undang yang 

Profesional dan Akuntabel”.

A. Konsultasi dan koordinasi yang dilakukan (selama Tahap Laboratorium 

Kepemimpinan) dengan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana selaku Stake 

Holder terkait dengan Organisasi dan Tata Laksana.

a. Koordinasi pembentukan Tim Pelaksanaan Proyek Perubahan Ketatalaksanaan Biro 
Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

b. Konsultasi dan koordinasi peyermpurnaan tugas dan fungsi Biro Hukum dan 
Pemantauan Pelaksanaan Undang-undang.

c. Konsultasi dan koordinasi membangun mekanisme kerja perumusan produk hukum di 
Sekretariat Jenderal DPR Rl yang terkoordinasi dan taat asas sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

Paduan Tahap Taking Ownership-Laboratorium Kepemimpinan



Hari/ Tanggal

Senin, 1-09-2014

Jumat, 5-0902914

Senin, 15-09-2014

Kegiatan yang dilakukan

Koordinasi terkait
pembenahan ketatalaksaan 
Biro Hukum dan Panlak UU 
melalui penyempurnaan tugas 
dan fungsi Biro hukum dan 
Panlak UU, yaitu :
a. menyelenggarakan 

koordniasi dengan unit 
kerja dan/atau dengan 
kementerian/lembaga 
dalam perumusan produk 
hukum Sekretariat Jenderal 
DPR Rl.

b. Menyelenggarakan 
evaluasi produk hukum 
sesuai perkembangan 
peraturan perundang- 
undangan.

c. Pemberian paraf legalisir 
produk hukum.

SARAN KARO RENWAS: 
Supaya menyampaikan surat 
ke Karo Renwas mengenai 
usulan penyempurnaan tugas 
dan fungsi Biro Hukum dan 
Panlak UU.

Rapat koordinasi untuk 
kesamaan perxepsi dan 
membangun komitmen dalam 
membangun tim pelaksanaan 
proyek perubahan
ketatalaksanaan pada Biro 
Hukum dan Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-undang.

Tanqqapan/saran Kabaq

a. Menyampaikan usulan 
penyempurnaan rumusan 
tugas dan fungsi Kepala 
Biro Hukum dan Panlak 
UU.

Output

Surat kepada Karo
Renwas bertanggal 2 
September 2014
mengenai usulan
penyempurnaan tugas 
dan fungsi Biro Hukum 
dan Panlak UU, 
tembusan kepada 
Kabag Ortala.

Rapat koordinasi dan 
susunan keanggotaan 
tim.

a. Rumusan tugas dan 
fungsi Kepala Biro 
Hukum dan Panlak 
UU.

Paraf Stake 
Holder



Diklat Kepemimpinan Tingkat II Tahun 2014

Harl/ Tanggal Kegiatan yang dilakukan Output Paraf Stake 
Holder

b. Menyampaikan rumusan
pedoman pembentukan 
produk hukum di 
Sekretariat Jenderal DPR 
Rl.

Tanqqapan Kabaq Ortala:

kyi/'

hSU^ 4(vt^ u^~

Pedoman
pembentukan produk 
hukum di Sekretariat 
Jenderal DPR Rl.



F. CATATAN RAPAT-RAPAT



SEKRETARIAT JENDERAL
EEWAN PERVA AKILAN RAICIAT REPUBLIIC INDONESIA

CATATAN RAPAT
BIRO HUKUIVI DAN PEIVIANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

DEPUTl BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR R1

A. RAPAT KE
B. HARl/TANGGAL
C. PUKUL
D. DENGAN
E. ACARA
F. KETUA RAPAT

1. PROSES RAPAT.

1.
Senin, 14 Juli 2014.
09.00 s/d 12.00 WIB.
Para Kabag dan Kasubag di Biro Hukum dan Panlak UU. 
Koordinasi Brainstorming untuk proyek perubahan. 
Kepala Biro Hukum dan Panlak UU.

a. Diawali dengan presentasi penyampaian tentang output dan outcome dari Dikiatpim II 
dengan pola baru yang melahirkan pemimpin perubahan.

b. Pemaparan mengenai Organisasi Berkinerja Tinggi untuk dipahami dan 
mempersamakan persepsi untuk menyusun proyek perubahan guna peningkatan 
kinerja Brio Hukum dan Panlak UU.

c. Pemaparan mengenai gagasan proyek perubahan pada Biro Hukum dan Panlak UU 
dengan menguraikan :
1) Scoping identifikasi masalah.
2) Scoping area perubahan (strategi).
3) Kondisi sekarang.
4) Kondisi yang diharapkan.

2. KESIMPULAN RAPAT.

a. Proyek perubahan pada Biro Hukum dan Panlak UU akan dikonsultasikan kepada 
Deputi Bidang Perundang-undangan untuk mendapatkan persetujuan.

b. Proyek perubahan pada Biro Hukum dan Panlak UU dapat melibatkan Biro terkait 
karena bersinggungan dengan isue perubahan yang menjadi proyek perubahan yang 
akan dirancang untuk memperoleh dukungan.

c. Proyek perubahan yang akan dirancang dapat berdampak mendorong perubahan 
pada Biro terkait karena salah satu produknya menjadi acuan dan referensi dalam 
menyusun suatu produk yang dihasilkan Biro Hukum dan Panlak UU.

d. Para Kabag dan Kasubag di Biro Hukum dan Panlak UU agar memberikan masukan 
dan saran untuk penyusunan Rancangan Proyek Perubahan Pada Biro Hukum dan 
Panlak UU.

e. Pejabat dan staf di Biro Hukum dan Panlak UU akan menjadi Tim untuk merancang 
proyek perubahan untuk peningkatan kinerja Biro Hukum dan Panlak UU Deputi 
Bidang Perundang-undangan guna peningkatan dukungan Sekretahat Jenderal DPR 
Rl dalam penguatan kelembagaan dibidang legislasi kepada Dewan.

KETUA RAPAT
KEPALA BIROrHUKUIVl DAN PANLAK UU

RUDI ROftHimNSYAH. SH. MH.
NIP. 19690213 199302 1 001



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKVAT REPUBLIK INDONESIA

CATATAN RAPAT
BIRO HUKUIVI DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

DEPUTI BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR R1

A. RAPAT KE
B. HARl/TANGGAL
C. PUKUL
D. DENGAN
E. ACARA
F. KETUA RAPAT

1. PROSES RAPAT.

2.
Selasa, 15 Juli 2014.
09.00 s/d 12.00 WIB.
Kabag Hukum dan Kabag Panlak UU. 

: Koordinasi untuk proyek perubahan. 
Kepala Biro Hukum dan Panlak UU.

a.

b.

c.

Memberikan arahan perlunya dukungan dan kerjasama untuk merancang proyek 
perubahan sebagaimana yang telah dipresentasikan pada hari Senin, 14 Juli 2014. 
Dukungan dan kerjasama dari pejabat dan staf di Biro Hukum dan Panlak UU 
diwujudkan dengan memberikan data dan informasi mengenai kondisi permasaiahan 
sekarang yang dirasakan dan diaiami dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Data dan informasi tersebut diperlukan untuk melengkapi dan mematangkan konsep 
gagasan proyek perubahan pada Biro Hukum dan Panlak UU.

2. KESIWIPULAN RAPAT.

a. Data dan informasi mengenai mengenai kondisi permasaiahan sekarang yang 
dirasakan dan diaiami dalam menjalankan tugas dan fungsinya agar disampaikan pada 
hah Rabu, 16 Juli 2014 untuk didiskusikan.

b. Konsep gagasan proyek perubahan yang telah didiskusikan. selanjutnya akan 
dipresentasikan kepada Deputi Bidang Perundang-undangan untuk dibahas guna 
mendapatkan peretujuan Pimpinan pada hari Kamis, 17 Juli 2014.

KETUA RAPAT 
KEPALA BIRO HUKUIVI DAN PANLAK UU

RUDI ROCHMANSYAH. SH. MH.
NIP. 19690213 199302 1 001
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SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

CATATAN RAPAT
BIRO HUKUWI DAN PEWIANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

DEPUTI BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR Rl

A. RAPAT KE
B. HARl/TANGGAL
C. PUKUL
D. DENGAN
E. ACARA
F. KETUA RAPAT

1. PROSES RAPAT.

3.
Kamis, 16 Juli 2014.
13.30 s/d 15.00 WIB.
Kabag dan Kasubag.

: Koordinasi untuk proyek perubahan. 
Kepala Biro Hukum dan Panlak UU.

a.

b.

Mengingatkan kembali mengenai rancangan proyek perubahan terkait dengan 
pelaksanaan fungsi dan wewenang Biro hukum dan Panlak UU.
Gagasan proyek perubahan yang sudah disampaikan diharapkan para kabag dan 
kasubag memberikan masukan mengenai permasalahan yang berkaitan dengan 
mated yang menjadi isu perubahan.

2. KESIMPULAN RAPAT.

a.

b.

c.

Masukan dan para kabag dan kasubag akanm menjadi pertimbangan untuk 
penyempurnaan gagasan proyek perubahan di Biro Hukum dan Panlak UU.
Gagasan proyek yang sudah diperbaiki dengan mengacu pada masukan dad para 
kabag dan kasubag menjadi hasil sebuahTim Penyusun Proyek Perubahan.
Gagasan proyek perubahan tersebut, akan dikonsultasikan dengan Deputi Bidang 
Perundang-undangan sebagai atasan langsung dan mentor untuk memperoleh 
persetujuannya pada had Kamis, 17 Juli 2014.

KETUA RAPAT
KEPALA BIRO HUKUM DAN PANLAK UU

RUDI ROCHMANSYAH. SH. MH.
NIP. 196^0213 199302 1 001



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

CATATAN KONSULTASI
DENGAN DEPUTI BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN 

SEKRETARIAT JENDERAL DPR Rl

A. HARIH'ANGGAL
B. PUKUL
C. DENGAN
D. ACARA

: Jumat, 18 Juli 2014.
; 08.30 s/d 09.45 WIB.
: Deputi Bidang Perundang-undangan. 
: Konsultasi untuk proyek perubahan.

1. PROSES KONSULTASI.

a. Saya melaporkan gagasan proyek perubahan sudah direvisi dan disesuaikan dengan lingkup tugas fungsi dan wewenang Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan UU.b. Dikonsultasikan mengenai bahwa dengan perubahan organisasi Sekretariat Jenderal DPR Rl, maka dalam gagasan proyek perubahan akan disusun usulan rumusan perubahan tugas, fungsi, dan wewenang Biro Hukum dan Pem.antauan Pelaksanaan
c. Dapat juga diusulkan rumusan perubahan unit kerja di lingkungan Biro Hukum dan pemantauan Pelaksanaan UU sesuai dengan perubahan organisasi Sekretariat

Jenderal DPR Rl-

2. HASIL KONSULTASI.

Proyek perubahan yang akan disusun kewenangan yang diberikan Biro hukum dan
Panlak UU. - . i ^ iDalam proyek perubahan harus mewujudkan tertib administrasi hukum dalampenyusunan peraturan dan keputusan Pimptnan dikoordinasikan dan satu koordinasi Biro Hukum dan Panlak UU melalui rapat koordinasi dengan unit kerja terkait.Dalam ruang lingkup perubahan, yang perlu dilakukan yaitu menyusun rumusan tugas, fungsi dan wewenang Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat sesuai dengan 
perubahan organisasi Sekretariat Jenderal DPR Rl.Dapat juga diusulkan perubahan rumusan organisasi unit kerja dilingkungan Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat sesuai dengan perubahan organisasi Sekretariat
Jenderal DPR Rl. ^e. Terkait dengan kinerja SDM perlu diukur setiap staf dalam mengkoreksi peraturan dan
keputusan memerlukan waktu berapa lama.Perlu dibuat cluster dalam rancangan proyek perubahan dibidang ketatalaksanaan, 
kelembagaan dan SDM.

a.

b.

c.

d.

f

KEPALA BIRO HUKUM DAN PANLAK UU

RUDI ROcAmANSYAH. SH, MH.
NIP. 19690'213 199302 1 001



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

CATATAN KONSULTASI
DENGAN DEPUTI BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN 

SEKRETARIAT JENDERAL DPR Rl

A. HARI/TANGGAL
B. PUKUL
C. DENGAN
D. ACARA

: Senin, 21Juli2014.
: 15.00 s/d 15.30 WIB.
: Deputi Bidang Perundang-undangan. 
: Konsultasi untuk proyek perubahan.

1. PROSES KONSULTASI.

a.

b.

c.

Melaporkan hasil konsultsi dengan coach Drs. Desi Fernanda, pada hah Jumat, 18 Juli 
2014 pukul 15.30 s/d 17.00 WIB di LAN.
Hasil konsultasi dengan coach, area perubahan menjadi ttmewujudkan tertib 
administrasi hukum melalui perubahan organisasi Biro Hukum dan Pemantauan 
Pelaksanaan UU dibidang ketatalaksanaan, kelembagaan, dan SDM yang 
profesional dan akuntabel".
Menyampaikan form persetujuan gagasan proyek perubahan untuk memperoleh 
persetujuan dari atasan langsung dan mentor.

2. HASIL KONSULTASI.

a. Deputi Bidang Perundang-undangan selaku atasan langsung dan mentor menyetujui 
area prubahan yang diajukan sesuai arahan dari coach.

b. Deputi Bidang Perundang-undangan selaku atasan langsung dan mentor 
menandatangani form persetujuan gagasan proyek perubahan.

KEPALA BIRO HUKUWI DAN PANLAK UU

RUDI ROCHMA^NSYAH. SH. MH.

NIP. 196^0213 199302 1 001



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

CATATAN RAP AT
BIRO HUKUWl DAN PEWIANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

DEPUTI BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR Rl

A. RAPAT KE
B. HARI/TANGGAL
C. PUKUL
D. DENGAN
E. ACARA
F. KETUA RAPAT

1. PROSES RAPAT.

4.
Rabu, 23 Juli 2014.
10.30 s/d 11.30 WIB.
Kabag dan Kasubag.
Koordinasi untuk proyek perubahan. 
Kepala Biro Hukum dan Paniak UU.

a.

b.

Memaparkan adanya revisi area perubahan sesuai arahan Deputi Bidang Perundang- 
undangan dan masukan dari coach.
Memberikan arahan dan mengkoordinasikan untuk membangun semangat perubahan 
untuk guna mengimplementasikan proyek perubahan.

2. KESIMPULAN RAPAT.

a. Revisi area perubahan menjadi isue strategis Biro Hukum dan Pemantauan 
Pelaksanaan UU untuk membangun proyek perubahan.

b. Are perubahan Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan UU yang sudah disetujui 
akan dibicarakan bersama Biro Renwas, Bior Kepegav/aia, dan Biro Keuangan selaku 
stake holder terkait untuk membangun rancangan proyek perubahan.

c. Unit kerja di lingkungan Biro Hukum dan Paniak UU agar hadir dalam rapat koordinasi 
dengan Biro Renwas, Biro Kepegawaian, dan Biro Keuangan untuk membangun kerja 
sama dalam merancang proyek perubahan.

KETUA RAPAT
KEPALA BIRO HUKUM DAN PANLAK UU

1-
RUDI ROCHMA'WsYAH. SH, MM.
NIP. 19690213 199302 1 001
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SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAK\rAT REPUBLIK INDONESIA

CATATAN RAPAT
BIRO HUKUM DAN PEWIANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DEPUTI BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR Rl

A. RAPAT KE
B. HARi/TANGGAL
C. PUKUL
D. DENGAN

E. ACARA
F. KETUA RAPAT
1. PROSES RAPAT.

5.
Kamis, 24 Juli 2014.
13.00 s/d selesai.
1. Kepala Biro Perencanaan dan pengawasan.
2. Kepala Biro Keanggotaan dan kepegawaian.
3. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana.
4. Kepala Bagian Administrasi Keanggotaan Dewan.
5. Kepala Bagian Hukum.
6. Kepala Bagian Pemantauan Peiaksanaan UU.
7. Kepala Bagian Kepegawaian.
8. Kasubag. Pertimbangan dan Bantuan Hukum.
9. Kasubag. Administrasi PUU.

10. Kasubag. Pemantauan Peiaksanaan UU.
11. Kasubag. Pemantauan Peraturan Peiaksanaan UU. 

: Koordinasi untuk proyek perubahan.
: Kepala Biro Hukum dan Panlak UU.

a.
b.

c.

d.

e.

Memaparkan pola baru Diklatpim II.
Memaparkan gagasan proyek perubahan pada Biro hukum dan Pemantauan
Peiaksanaan UU. • * , -4.Meminta pandangan dan masukan serta dukungan kepada unit kerja terkaitselaku pemangku kepentingan yang terkait dengan gagasan proyek 
perubahan.
Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan ; Biro Renwas sudah menyusun konsep struktur organisasi yang baru. Perlu dipertimbangkan apabila proyek perubahan yang direncanakan tidak sesuai dengan hasil yang diinginkan 
proyek perubahan, mengingat konsep perubahan struktur organisasi yang
baru belum final.
Kepala Bagian Ortaia:
1) Proyek perubahan yang dipresentasikan melingkupi 3 area perubahan, 

yaitu organisasi, SDM dan tata laksana.Area perubahan organisasi tidak mudah dilaksanakan karena diluar [<ewenangan Biro Hukum dan Pemantauan Peiaksanaan UU, kecuali 
hanya mengusulkan, dan perubahan struktur organisasi Setjen DPR Rl 
perlu persetujuan dari Kemenpan.

2)



3) Perlu dihitung waktu pelaksanaan proyek perubahan sehingga 
penyusunan proyek perubahan yang digagas yang realistis dan dapat 
diimplementasikan, karenanya gagasan proyek perubahan sebaiknya 
sebatas kewenangan yang dimiliki Biro Hukum dan Pemantauan 
Pelaksanaan UU.

4) Area perubahan ketatalaksanaan lebih mudah karena tidak memerlukan 
persetujuan dari Kemenpan tetapi hanya memerlukan persetujuan Sekjen 
DPR Rl, seperti penambahan fungsi dan wewenang Biro Hukum dan 
Pemantauan Pelaksanaan UU dalam hal perumusan produk hukum 
berupa peraturan, keputusan, perjanjian kerja sama, dan surat edaran.

5) Di bidang ketatalaksanaan belum ada peraturan tentang pembentukan 
peraturan dan kebijakan di Setjen DPR RI, agar pembuatan produk hukum 
dilakukan tertib, standar dan terkoordinasi sesuai ketentuan yang berlaku.

6) Area perubahan SDM diarahkan pada penempatan pegawai sesuai 
kompetensi dan peningkatan kompetensi.

f. Kepala Bagian Minangwan:
1) Proyek perubahan tidak hanya di Biro Hukum dan Panlak UU, perlu 

dukungan pihak lain.
2) Perlu dibatasi proyeknya hanya sebatas dengan kewenangan Biro Hukum 

dan Panlak UU.
3) Perlu ditegaskan mengenai tugas kewenangan dan prosedur terkait 

pertimbangan hukum.
4) Perlu dibuat SOP yang jelas mengenai pertimbangan hukum dan 

pembuatan peraturan.
g. Kepala Bagian Pemantauan Pelaksanaan UU ;

1) Proyek perubahan sesuai dengan rentang kendali kewenangan Biro 
Hukum dan Panlak UU.

2) Perlu proyek yang implementatif.
h. Kasubag Pertimbangan dan bantuan Hukum:

> Terkait tertib administrasi hukum, yang paling tepat secara waktu adalah 
pembuatan peraturan sekjen tentang mekanisme pembuatan peraturan di 
lingkungan Setjen DPR Rl.

2. KESIMPULAN RAPAT.

1. Proyek perubahan terbatas pada kewenangan Biro Hukum dan Pemantauan 
Pelaksanaan UU.

2. Area perubahan yang akan dilaksanakan terbatas pada area perubahan 
ketatalaksanaan dan SDM.

3. Proyek perubahan pada ketatalaksanaan terkait dengan pembenahan tertib 
administrasi hukum dalam perumusan produk hukum Setjen DPR Rl.

4. Proyek perubahan perlu merumuskan peraturan tentang pembentukan produk 
hukum di Setjen DPR Rl sebagai pedoman dan standar untuk menyusun 
produk hukum dalam satu koordinasi.

5. Untuk melaksanakan proyek perubahan tersebut perlu menambah fungsi dan 
wewenang Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan UU dalam rangka 
mewujudkan tertib administrasi hukum dalam perumusan produk hukum 
sesuai ketentuan peraturan perundangan.



6. Perlu dukungan dari Biro Perencanaan dan Pengawasan dan jajarannya serta 
Biro Kepegawaian dan jajarannya untuk mensukseskan pelaksanaan proyek 
perubahan.

KETUA RAPAT
KEPALA BIRO HUKUM DAN PANLAK UU

RUDl ROCHiyiANSYAH. SH. IVIH.
NIP. 19690ll3 199302 1 001



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAK8LAN RAKYAT REPUBLIK (NDONESiA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

LAPORAN SINGKAT 
RAPAT KOORDINASI

BIRO HUKUM DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

Hari, Tanggal

Waktu

Tempat

Acara

Hadir

Rabu, 3 September 2014

Pukul. 10.00 WIB s. d. selesai

Ruang Rapat Biro Hukum dan Panlak DU

Rapat Koordinasi Pembentukan Tim Pelaksana Proyek Perubahan

1. Kabag Panlak UU
2. Kasub Bag Panlak UU
3. Kasub Bag Hukum
4. Staf Bagian Panlak UU
5. Staf Bagian Hukum
6. Staf Biro Hukum dan Panlak UU

Pimpinan Rapat : Rudi Rochmansyah, S.H.,M.H.

I. PENDAHULUAN
Rapat Koordinasi Biro Hukum dan Panlak UU dibuka pada pukul. 10.10 WIB oleh 
Karo Hukum dan Panlak UU.

Rapat diawali dengan pengantar dan pemaparan mengenai Pembentukan Tim 
Pelaksana Proyek Perubahan dari Karo Hukum dan Panlak UU serta menampung 
pertanyaan, saran dari anggota rapat.

II. KESIMPULAN/CATATAN RAPAT

1. Membicarakan Komposisi Keanggotaan Tim Pelaksana Proyek Perubahan.
2. Membicarakan Pembagian Tugas
3. Membicarakan penyusunan Keputusan Sekjen DPR RI tentang Pembentukan Tim 

Pelaksana Proyek Perubahan

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada Pukul 12.30 WIB

Jakarta, 3 September 2014 

Karo Hukum dan Panlak UU

L t.
Rudi Rochmansvah, S.H..M.H.
NIP. 19690213 199302 1 001

http://www.dpr.go.id


SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBUK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423/5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

LAPORAN SINGKAT 
RAPAT KOORDINASI

BIRO HUKUM DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

Hari, Tanggal Jum'at, 5 September 2014

Waktu Pukul. 10.00 WIB s. d. selesai

Tempat Ruang Rapat Biro Hukum dan Panlak UU

Acara Presentasi Konsep Proyek Perubahan Biro Hukum dan Panlak UU

Hadir 1. Karo Keuangan
2. Kabag Ortala
3. Kabag Kepegawaian
4. Kabag Panlak UU
5. Kabag Hukum
6. Kabag Perbendaharaan
7. Kabag Diklat
8. Kasub Bag Panlak UU
9. Kasub Bag Hukum 
lO.Staf Bagian Panlak UU 
ll.Staf Bagian Hukum
12.5taf Biro Hukum dan Panlak UU

Pimpinan Rapat : Rudi Rochmansyah, S.H.,M.H.

I. PENDAHULUAN
Rapat Koordinasi Biro Hukum dan Panlak UU dibuka pada pukul. 10.00 WIB oleh
Karo Hukum dan Panlak UU.
Rapat diawali dengan pengantar dan pemaparan mengenai Presentasi Konsep
Proyek Perubahan dari Karo Hukum dan Panlak UU serta menampung pertanyaan,
saran dari anggota rapat

II. KESIMPULAN/CATATAN RAPAT

1. Rapat sepakat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan proyek perubahan pada 
Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-undang.

2. Untuk efektifitas pelaksanaan proyek perubahan akan dibentuk Tim Pelaksana 
Proyek Perubahan Ketatalaksanaan Biro hukum dan Pemantauan Pelaksanaan 
Undang-undang.

3. Komposisi keanggotaan Tim melibatkan para pemangku kepentingan yang 
berpengaruh positif untuk kesuksesan pelaksanaan proyek perubahan.

4. Area perubahan ketatalaksanaan fokus pada penyempurnaan tugas dan fungsi 
Kepala Biro hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-undang, dan 
penyusunan pedoman pembentukan produk hukum di Sekretariat Jenderal DPR 
RI.

http://www.dpr.go.id


5. Rapat sepakat untuk mewujudkan tertib administrasi hukum dalam perumusan 
produk hukum di Sekretariat Jenderal DPR RI.

6. Bagian Ortala akan mengubah SK Sekjen mengenai anjab apabila sudah 
memungkinkan.

7. Untuk menunjang pelaksanaan Diklatpim, Bagian Diklat mendukung dan 
memfasilitas! program yang dilakukan oleh peserta diklat

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada Pukul 12.00 WIB

Jakarta, 5 September 2014 

Karo Hukusn dan Paniak UU

Rudi Rochitansvah.
NIP. 19690^13 199302 1 001
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SEICRETARIS .TENDERAL 
DEVi'AN PERWAKILAN RAKYAT 

T.>F.PnBLIK INDONESIA

tatatan rapai

r-Tpn hiikum dan pemantauan pelaksanaan undang-undangDEPUTT BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

1. Rapat ke
2. Hari, Tanggal
3. Pukul
4. Acara

5. Dengan
6. Ketua Rapat

1 (satu)
Senin, 8 September 2014 
10.00 s.d. 12.00 WIB
Penyusunan Konsep Peraturan Pembentukan Produk Hukum 
Sekretariat Jenderal DPR RI
Para Kabag dan Kasubag di lingkungan Biro Hukum dan Panlak UU 
Rudi Rochmansyah,

A. PROSES RAPAT
Rapat dibuka pada pukul 10.00 WIB oleh Karo Hukum dan Panlak UU.

B. KESIMPULAN RAPAT 
^ u ,Rapat dengan agenda penyusunan Konsep Peraturan Pembentukan Produk Hukum 5=^tjen DPR RI dapat mengambil kesimpulan sbb .J )udUi P.r.Ma Kkret.™ M P'd““nPembentukan Produk Hukum SekreLanat Jenderal DPR RI.2. Merumuskan consideran Peraturan Sekjen DPR RI tentang Pedonnan Pembentukan Produk Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI.3. Peraturan Sekjen DPR RI terdiri dari Bab I sampai dengan Bab V dan terdiri dan 29 

pasal.

dengan ayat (17), Pasai i ^ T p j 3 mengenai asas-asa proses^itirpSr"irsSn7pKv?an P.sai9.pembentukan produk hukum setjen DPR PJ.

C. PENUTUP
Rapat ditutup pada puku! 12.00 WIB

KETUA RAPAT
KEPALA BIRO HUKUM DAN PANLAK UU

RUDI rochmansyah, 5H.fMH
NIP. 19690213 199302 1 001



i

a

■ 1^ Q&o

grJEN DPftg;

SEICRETAJRIS JENDERAL 
DE’UAN PERVS'AiaL.AJN1 RAlCi’AT 

RF.PUBLIK INDONESIA

rATATAN RAPAT
BIRO HUKUM DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DEPUn BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

2 (dua)
Jum'at, 12 September 2014 
10.00 s.d. 12.00 WIB

1. Rapat ke
2. Hari; Tanggal
3. Pukul
4. Acara

5. Dengan
6. Ketua Rapat

Penyusunan Konsep Peraturan Pembentukan Produk Hukum 
Sekretariat Jenderal DPR RI
Para Kabag dan Kasubag di fingkungan Biro Hukum dan Panlak UU 
Rudi Rochmansyah,

A. PROSES RAPAT
Rapat dibuka pada pukul 10.00 WIB oleh Karo Hukum dan Panlak UU.

B. KESIMPULAN RAPAT
Rapat dengan agenda penyusunan Konsep Peraturan Pembentukan Produk Hukum Sptjen DPR RI telah melakukan Perumusan sbb :1 "sab II ■ B°ntuk Poduk Hukum Seflen DPR RI, Pasal 5 .mengenai bentuk produk Sum di Sekretariat lenderal DPR RI, Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dan

Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2)
2 Bab III ■ Proses Pembentukan Produk Hukum Setjen DPR RI, Bagian Kesatuanmengenai- Perencanaan dilanjutkan merumuskan Pasal 8 p^n7,enHa' P"5-- a Penyusunan Produk Hukum dalam Program Pernbentukan Pr°duk l^^kp[n'gaS|a 21 *. J • nrnnam namb°ntukan produk hukum di sel^en DPR RI, Pasal (.2;S'SdSk mya produk^Hukum, ayat (3) pedoman pembentukan podu^hukum ZlvBt (4) penyusunan program Pemebntukan produk hukum setjen DPR RI

c. PENUTUP
Rapat ditutup pada pukul 12.00 WIB

KETUA RAPAT
KEPALA BIRO HUKUM DAN PANLAK UU

RUDI ROCHN^ANSYAH. 5H.rMH
NIP. 19690213 199302 1 001
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sekretaris .TENDERAL 
DEWAN PERWAlvILAN RAICVAT 

PFPTTRl .TK INDONESIA

tatatan rapat

BIRO HUKUM DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DEPUTI BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN 5EKRETARIAT JENDERAL DPR RI

1. Rapat ke
2. Hari, Tanggal
3. Pukul

4. Acara

5. Dengan

6. Ketua Rapat

3 (tiga)
Senin, 15 September 2014 

10.00 s.d. 12.00 WIB
Penyusunan Konsep Peraturan Pembentukan Produk Hukum 
Sekretariat Jenderal DPR RIPara Kabag dan Kasubag di iingkungan Biro Hukum dan Panlak UU 
Rudi Rochmansyah, 5H./MH

A. PROSES RAPAT
Rapat dibuka pada pukul 10.00 WIB oleh Karo Hukum dan Panlak UU.

B. KESIMPULAN RAPAT
Rapat dengan agenda penyusunan Konsep Peraturan Pembentukan Produk Hukum Setjen DPR PJ telah melakukan Perumusan sbb :
1. Pasal 10 : Program pembentukan Produk Hukum DPR RI sebagaimana dimaksud 

pada jangka wakti 1 (satu) tahun.
2 Pasal 11 : Perencanaan penyusunan pembentukan produk hukum Setjen DPR RJ ' memuat judul dan materi muatan rancangan Pembentukan Produk Hukum unuk 

menjalankan renstra sebagaimana mestinya
3. Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2)
4, Bagian Kedua : Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Sekjen DPR RI yang terdirl dari Pasal 14 dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2)

C. PENUTUP
Rapat ditutup pada pukul 12.00 WIB

KETUA RAPAT
KEPALA BIRO HUKUM DAN PANLAK UU

RUDI ROCHMANSYAH.
NIP. 196902l\3 199302 1 001



wi

W
SEIvRETARIS JENDERAL 

DEM;AN PERWAKILAN RATvYAT 
RF.PlJBLIK INDONESIA

r&TATAN RAPAT
BIRO HUKUM DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

depute BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

1. Rapat ke
2. Hari, Tanggal

3. Pukul
4. Acara

5. Dengan

6. Ketua Rapat

4 (empat)
Jum'at, 19 September 2014 

10.00 s.d. 12.00 WIB
Penyusunan Konsep Peraturan Pembentukan Produk Hukum 
Sekretariat Jenderal DPR RI
Para Kabag dan Kasubag di lingkungan Biro Hukum dan Panlak UU 
Rudi Rochmansyah, 5H.,MH

A. PROSES RAPAT
Rapat dibuka pada pukul 10.00 WIB oleh Karo Hukum dan Panlak UU.

B. KESIMPULAN RAPAT
Rapat dengan agenda penyusunan Konsep Peraturan Pembentukan Produk Hukum S=tjen DPR RI telah melakukan perumusan meng.enai Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pa'sal 17, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan 
Pasal 20 Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20

C. PENUTUP
Rapat ditutup pada pukul 12.00 WIB

KETUA RAPAT
KEPALA BIRO HUKUM DAN PANLAK UU

RUDI ROCHMANSYAH. 5H..MH
NIP. 1969Ci213 199302 1 001



m

SEICRETAJUS .TENDERAL 
DE\\;AN PER’VNAICILAN RAia'AT 

T^EPITRLIK INDONESIA

rATATAN RAPAT
BIRO HUKUM DAN PcMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

DEPUTI BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

1. Rapat ke
2. Hari; Tanggal
3. Pukul

4. Acara

5. Dengan

6. Ketua Rapat

5 (lima)
Benin, 22 September 2014 
10.00 s.d. 12.00 WIB
Penyusunan Konsep Peraturan Pembentukan Produk Hukum 
Sekretariat Jenderal DPR RI
Para Kabag dan Kasubag di lingkungan Biro Hukum dan Panlak UU 
Rudi Rochmansyah, SH./MH

A. PROSES RAPAT
Rapat dibuka pada pukul 10.00 WIB oleh Karo Hukum dan Panlak UU.

B. KESIMPULAN RAPAT
Rapat dengan agenda penyusunan Konsep Peraturan Pembentukan Produk Hukum 
Setjen DPR PJ telah melakukan Perumusan sbb ;
1. Bagian Ketiga : Penyusunan Keputusan Sekjen DPR, Keputusan Pengguna/Kuasa 

Pengguna Anggaran, Instruksi Sekjen DPR RI dan Surat Edaran yang terdiri dari 
Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan Pasal 23.

2. Bagian Keempat : Penyusunan dan Pembahasan MoU dan Perjanjian Kerjasama 
terdiri dari Pasal 24 dan Pasal 25 ayat (1) sampai dengan ayat (4)

C. PENUTUP
Rapat ditutup pada pukul 12.00 WIB

KETUA RAPAT
KEPALA BIRO HUKUM DAN PANLAK UU

RUDI ROOHMANSYAH. 5H..MH
NIP. 1969(0213 199302 1 001
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SEICRETARIS .TENDEKAL 
IJEWAN PERWAKILAN R.4IC\’AT 

PF.PUELIK INDONESIA

TATATAN RAPAT

BIRO HUKUM DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG D^PUTT BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN ScKRETARIAT JENDERAL DPR RI

1. Rapat ke

2. Hari, Tanggal

3. Pukul

4. Acara

5. Dengan
6. Ketua Rapat

6 (enam)
Jum'at, 26 September 2014 

10.00 s.d. 12.00 WIB
Penyusunan Konsep Peraturan Pembentukan Produk Hukum 
Sekretariat Jenderal DPR RI
Para Kabag dan Kasubag di lingkungan Biro Hukum dan Panlak UU 
Rudi Rochmansyah, SH-.MH

A. PROSES RAPAT
Rapat dibuka pada pukul 10.00 WIB oleh Karo Hukum dan Panlak UU.
Rapat diawali dengan presentasi tentang penyusunan konsep peraturan pembentukan 
Produk Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI dilanjutkan dengan pertanyaan dan s'aran
dari peserta rapat

B. KESIMPULAN RAPAT
Rapat dengan agenda penyusunan Konsep Peraturan Pembentukan Produk Hukum 
Setjen DPR RI telah melakukan Perumusan sbb :

-1. BAB IV : Penomoran, Penggandaan,Pendistribusian dan Sosialisasi Produk Hukum 
Setjen DPR RI terdiri dari Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 Pasal 28 ayat (1) 
dan ayat (2)

2. BAB VI: Ketentuan Penutup Pasal 29

C. PENUTUP
Rapat ditutup pada pukul 12.00 WIB

KETUA RAPAT
KEPALA BIRO HUKUM DAN PANLAK UU

■ t'RUDIROCH MANSYAH, SH.,MH
NIP. 1969C 213 199302 1 001

;;;£SPvv--v ■■■■



A:-

SEIvRETARJS JENDERAX 
DE'W'AN EERWAICILAN RAKVAT 

REPIIBLIK INDONESIA

CATATAN RAPAT

BIRO HUKUM DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
DEPUTI BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

1. Rapat ke

2. Hari; Tanggal

3. Pukul

4. Acara

5. Dengan

6. Ketua Rapat

1 (satu)

Senin, 6 Oktober 2014 

10.00 s.d. 12.00 WIB

Membahas Peraturan Pembentukan Produk Hukum Sekretariat 
Jenderal DPR RI
Para Kabag dan Kasubag di iingkungan Biro Hukum dan Panlak UU 

Rudi Rochmansyah; SH.;MH

A. PROSES RAPAT
Rapat dibuka pada pukui 10.00 WIB oleh Karo Hukum dan Panlak UU.

B. KESIMPULAN RAPAT
Rapat dengan agenda Pembahasan Peraturan Produk Hukum Setjen DPR RI tentang 
Pedoman Pembentukan Produk Hukum Sekjen DPR RI telah meiakukan pembahasan 
sbb :
1. Menimbang, mengingat dan menetapkan Peraturan Sekjen DPR RI tentang 

Pedoman Pembentukan Produk Hukum Setjen DPR RI

2. Bab I: Ketentuan Umum terdiri dari Pasal 1 ayat (1) dampai dengan ayat (18)

3. Bab II ; Tujuan, Asas dan Ruang Lingkup terdiri dari Pasal 2 huruf a sampai dengan 
e, Pasai 3 huruf a sampai dengan f, Pasai 4 huruf a dan b.

C. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 12.00 WIB

KETUA RAPAT 
KEPALA BIRO HUKUM DAN PANLAK UU

I

RUDI ROCktMANSYAH. 5H..MH
NIP. 19690fel3 199302 1 001
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SEICRETARIS .TENDERAL 
DE'W'AN PERWAiaLAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA

CATATAN RAPAT

BIRO HUKUM DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
DEPUTT BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

1. Rapat ke

2. Hari, Tanggal

3. Pukul

4. Acara

5. Dengan

6. Ketua Rapat

2 (dua)

Jum'at, 10 Oktober 2014 

10.00 s.d. 12.00 WIB

Membahas Peraturan Pembentukan Produk Hukum Sekretariat 
Jenderal DPR RI ,
Para Kabag dan Kasubag di lingkungan Biro Hukum dan Panlak UU 

Rudi Rochmansyah; SH./MH

A. PROSES RAPAT

Rapat dibuka pada pukul 10.00 WIB oieh Karo Hukum dan Panlak UU.

B. KESIMPULAN RAPAT

Rapat dengan agenda Pembahasan Peraturan Produk Hukum Setjen DPR RI tentang 

Pedoman Pembentukan Produk Hukum Sekjen DPR RI telah melakukan pembahasan 

sbb :

1. Bab HI ; Bentuk Hukum Seljen DPR RJ yang terdiri dari Pasal 5 huruf a sampai 

dengan huruf g, Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (5)

2, Bab. IV : Proses Pembentukan Produk Hukum Setjen DPR RI Bagian Kesatu : 

Perencanaan yaitu Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dan Pasal 9 

ayat (1) dan ayat (2).

C. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 12.00 WIB

KETUA RAPAT
KEPALA BIRO HUKUM DAN PANLAK UU

RUDI ROCHMANSYAH. 5H..MH
NIP. 19690^13 199302 1 001



5

SEIOUlTARIS jenderal 
DE'W'AN PERWAiaLAN RAICVAT 

T^F.PTJBLIK INDONESIA

CATATAN RAPAT

BIRO HUKUM DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
deputt BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN SEKRETARIAT jenderal DPR RI

1. Rapat ke

2. Hari, Tanggal

3. Pukul
4. Acara

5. Dengan
6. Ketua Rapat

4 (empat)
Selasa, 14 Oktober 2014 

10.00 s.d. 12.00 WIB
Membahas Peraturan Pembentukan Produk Hukum Sekretariat 
Jenderal DPR RI
Para Kabag dan Kasubag di iingkungan Biro Hukum dan Panlak UU 

Rudi Rochmansyah,

A. PROSES RAPAT

Rapat dibuka pada puku! 10.00 WIB oleh Karo Hukum dan Paniak UU.

B. KESIMPULAN RAPAT
Rapat dengan agenda Pembahasan Peraturan Produk Hukum Setjen DPR RI tentang 

Pedoman Pembentukan Produk Hukum Selgen DPR RItelah melakukan pembahasan 1. 

Pasal 16, Pasa! 17 ayat (1) sampai dengan ayat (5), Pasal IS ayat (1) dan ayat (2)

2. Bagian Ketiga : Penyusunan Keputusan Sekjen DPR RI, Keputusan Kuasa pengguna 

Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Instruksi Sekjen DPR RI yaitu Pasal 19, 

Pasal 20 ayat (1) sampai dengan ayat (7), dan Pasal 21. .

C. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 12.00 WIB

KETUA RAPAT
KEPALA BIRO HLfcKUM DAN PANLAK UU

r
RUDI ROCPgMANSYAH,
NIP. 1969d213 199302 1 001
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SEICRETARJS JENDERAL 
DEWAN PERWAiaLAN RAia'AT 

PF.PTIBLIK INDONESIA

CATATAN RAPAT

BIRO HUKUM DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

DEPUTI BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

1. Rapat ke
2. Hari, Tanggal

3. Pukul

4. Acara

5. Dengan

6. Ketua Rapat

5 (lima)
Rabu, 15 Oktober 2014 

10.00 s.d. 12.00 WIB
Membahas Peraturan Pembentukan Produk Hukum Sekretariat 
Jenderal DPR RI

Para Kabag dan Kasubag di lingkungan Biro Hukum dan Panlak UU 

Rudi Rochmansyah; SHVMH

A. PROSES RAPAT
Rapat dibuka pada pukul 10.00 WIB oleh Karo Hukum dan Panlak UU.

B. KESIMPULAN RAPAT
Rapat dengan agenda Pembahasan Peraturan Produk Hukum Setjen DPR RI tentang
Pedoman Pembentukan Produk Hukum Sekjen DPR RI telah melakukan pembahasan
sbb ;
1. Bagian Keempat : Penyusunan dan Pembahasan Nota Kesepahaman, Perjanjian 

Kerjasama, dan Perjanjian Sewa Barang Milik Negara terdih dari Pasal 21, Pasal 22 
dan Pasal 23 ayat (1) sampai dengan ayat (8), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) serta 
pasal 25.

2. Bab V ; Penomoran, Pendokumentasian, Pengabsahan dan Sosialiasi Produk Hukum 
setjen DPR RI yaitu Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 ayat 9 (1) dan ayat (2), Pasal 29 
dan Pasal 30 ayat

C. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 12.00 WIB

KETUA RAPAT
KEPALA BIRO HUKUM DAN PANLAK UU

RUDI ROCHMANSYAH,
NIP. 1969021L3 199302 1 001
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SEICRETARIS JENDERAX 
DEWAK PERVS'AKILAN RAKVAT 

TJF.Prmi ,TK INDONESU

CATATAN RAPAT

BIRO HUKUM DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
DEPUTI BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

1. Rapat ke

2. Hari, Tanggal

3. Pukul

4. Acara

5. Dengan

6. Ketua Rapat

6 (enam)

Kamis, 16 Oktober 2014 

10.00 s.d. 12.00 WIB
Membahas Peraturan Pembentukan Produk Hukum Sekretariat 
Jendera! DPR RI
Para Kabag dan Kasubag di lingkungan Biro Hukum dan Panlak UU 

Rudi Rochmansyah,

A. PROSES RAPAT
Rapat dibuka pada pukul 10.00 WIB oleh Karo Hukum dan Panlak UU.

B. KESIMPULAN RAPAT
Rapat dengan agenda Pembahasan Peraturan Produk Hukum Setjen DPR PJ tentang 
Pedoman Pembentukan Produk Hukum Sekjen DPR FU telah melakukan pembahasan 
sbb :
1. BAB VI : Teknik Penyusunan Produk Hukum Set^enDPR RI Bagian Kesatu Teknik 

Penyusunan Peraturan Sekjen DPR RI terdiri dari Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), 
Bagian kedua Teknik Penyusunan Keputusan Sekjen DPR RI Keputusan _Kuasa 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pasal 32, Bagian Ketiga leknik 
Penyusunan Instruksi Sekjen DPR RI Pasal 33 serta Bagian Keempat Teknik 
Penyusunan Nota Kesepahaman dan Peijanjian Kerjasama dan Perjanjian Sewa 
Barang MIlik Negara

2. BAB VII: Ketentuan Penutup Pasal 35

C. PENUTUP
Rapat ditutup pada pukul 12.00 WIB

KETUA RAPAT
KEPALA BIRO HUKUM DAN PANLAK UU

RUDI ROCHWNSYAH, SH.rMH
NIP. 196902i3 199302 1 001



SEKRET ARI AT JENDERALDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAJLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 TELP (021)5715 349 FAX f021) 5715 423 /5715 925. WEBSITE : wwv.-.dpjm!d

DAFTAR HADIR

Rapal ke- :

Hari / tangggal : Senin, 6 Oktober 2014

Pukul : 10.00 s/d 12.00 WIB

Tempat : Ruang Rapal Biro Hukum dan Panlak UULantai II, Ged. Selaetariat Jenderal DPR RI

Acara ; Pembahasan Peraturan Sekjen DPR RJ tentangPembentukan Produk Hukum Sekretariat Jenderal DPR Rl

Ketua Rapat ; Rudi Rochmansyali, S.H.,. M.H.

NO NAMA JABATAN

1. Rudi Rochmansyali,
NIP : 19690213 199302 1 001

Kepala Biro Hukum dan Panlak
Undang-Undang

2. Dra. Tanti Sumartini. M.Si.
NIP ; 19631001 198803 2 001

Kepala Bagian Panlak UU

3. Arini Wijayanti, SH.,MH.
NIP: 19710518 199803 2 10

Kepala Bagian Hukum

4. Dwi Frihartomo,
NIP : 19711121 199903 1 003

Kasubag. Pertimbangan dan 
Bantuan Hukum

5. Enii Hu.sniyati, S.H.
NIP : 19810105 200502 2 002

Kasubag Administrasi 
Perundang-Undangan

6. Dahliya Bahnan. S.H.
NIP ; 19750420 200212 2 002

Staf Bagian Hukum

7. Pradina Kumia Sari Hidayah, S.H.
NIP : 19890329 201402 2 004

Staf Bagian Hukum

8.

9.

Ima Gusvita Indrikasari, S.H.
NIP : 19870827 201402 2 002

Staf Bagian Hukum

10.

11.

12.

TANDA TANGAN



SEKRETARIAT JENDERAL
DEW AN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

ILN JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 TELP (021J 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : .^^'^^Yv■dpr■g^

DAFTAR HADIR

Rapat ke- 

Hari / tangggal 

Pukul 

Tempat

Jum’at, 10 Oktober 2014 

10.00 s/d 12.00 WIB

Ruang Rapat Biro Hukum dan Panlak UU 
Lantai II, Ged. Selc-eiariat Jenderal DPR RI

Acara Pembahasan Peraturan Sekien DPR RI tentang Pedom-.n Pembentukan Produk Hulcum >ekretariat Jenderal DPR M

Ketua Rapat Rudi Rochniansyah, S.H.,. M.ri.

NO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

NAMA

Rudi Rochmansyah,
NIP: 19690213 199302 1 001

Dra. Tanti Sumartini. M.Si. 
NIP : 19631001 198803 2 001

Arini Wijayanti,
NIP : 19710518 199803 2 10

Dwi Frihartomo,
NIP : 19711121 199903 1 003

Emi Husniyati, S.H.
NIP: 19810105 200502 2 002

Dahliya Bahnan. S.H.
NIP : 19750420 200212 2 002

Pradina Kumia Sari Hidayah, S.H. 
NIP: 19890329 201402 2 004

17

Ima Gusvita Indrikasari, S.H. 
NIP : 19870827 201402 2 002

JABATAN

Kepala Biro Hukum dan Panlak 
Undang-Undang

Kepala Bagian Panlak UU

TANDA TANGAN

Kepala Bagian Hukum

Kasubag. Pertimbangan dan 
Bantuan Hukum

Kasubag Administrasi 
Perundang-Undangan

Staf Bagian Hukum

Staf Bagian Hukum

Staf Bagian Hukum

10.

11.



SEKRETARIAT JENDERALDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAJLN JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 TELP (021) 5715265. FAX (021) 5715 208,WEBSITE : www.dprjaajd

Hari/tanggal

Pukul

Tempat

Acara

DAFTAR HADIR

Senin, 13 Oktober 2014
10.00 WIB s.d. Selesai
Ruang Rapat Biro Hukum dan Panlak UU
Pembahasan Peraturan Se^jfn RIPedomaa Pembeatukan Produk Hukum Setjen DPR RI

Ketua Rapat ; Rudi Rochmansyah

:no. NAMA/NIP

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Rudi Rochmansyah, SH., MH 
NIP. 19690213 199302 1 001

Dra. Tanti Sumartini. M.Si 
NIP. 19631001 198803 2 001

Arini Wijayanti, SH., MH 
NIP. 19710518 199803 2 010

Rahmad Budiaji, S.IP.,M.Si 
NIP. 197008011996031001

Dwi Frihartomo, SH., MH 
NIP. 19711121 199903 1 003

Hariyanto, SH
NIP. 19680301 199003 1 004

Pradina Kurnia Sari Hidayah, SH 
NIP. 19890329 2001402 2 004

Wiwin Sri Rahyani, S.H., M.H. 
NIP. 197901192002122002

Dahliya Bahnan, SH
NIP. 19750420 200212 2 002

3ABATAN

Karo Hukum 8t Panlak 
Undang-Undang

Kabag. Panlak UU

Kabag. Hukum

Kabag. Organisasi dan 
Tatalaksana

Kasubag. Pertimbangan 
dan Bantuan Hukum

Staf Bag. Panlak UU 

Staf Bag. Hukum 

Bag. PUU Bidang EKKU 

Staf Bag. Hukum

TANDATANGAN

3.

5.

7.

8.

9..............

10.

11.

12.

13.

\

http://www.dprjaajd


SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 
TELP (021) 5715265, FAX (021) 5715 208.WEBSITE : www.dpr.ao.id

Hari/tanggal

Pukul
Tempat

Acara

DAFTAR HADIR

Selasa, 14 Oktober 2014

10.00 WIB s.d. Selesai

Ruang Rapat Biro Hukum dan Panlak UU
P.erafeahasan..Pera1:urap...Sekj>en> DPR RIi>>tentanoi........
Pedoman Pambantukan Produlc Hukum Sakjan DPR RI

Ketua Rapat : Rudi Rochmansyah

:no. NAMA/NIP JABATAN

1. Rudi Rochmansyah, SH., MH
NIP. 19690213 199302 1 001

Karo Hukum 8i Panlak 
Undang-Undang

2. Dra. Tanti Sumartini. Pl.Si
NIP. 19631001 198803 2 001

Kabag. Panlak UU

3. Arini Wijayanti, SH., MH
NIP. 19710518 199803 2 010

Kabag. Hukum

4. Rahmad Budiaji, S.IP.,M.Si
NIP. 197008011996031001

Kabag. Organisasi dan 
Tatalaksana

5. Dwi Frihartomo, SH., MH
NIP. 19711121 199903 1 003

Kasubag. Pertimbangan 
dan Bantuan Hukum

6. Hariyanto, SH
NIP. 19680301 199003 1 004

Staf Bag. Panlak UU

7. Pradina Kurnia Sari Hidayah, SH 
NIP. 19890329 2001402 2 004

Staf Bag. Hukum

8. Wiwin Sri Rahyani, S.H., M.H.
NIP. 197901192002122002

Bag. PUU Bidang EKKU

9. Dahliya Bahnan, SH
NIP. 19750420 200212 2 002

Staf Bag. Hukum

10.

11.

12.

13.

11.

TANDATANGAN

2.

10.

12.

1?

http://www.dpr.ao.id


SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 
TELP (021) 5715265, FAX (021) 5715 208,WEBSITE : www.dpr.go.id

PAFTAR HADIR

Hari/tanggal : Rabu, 15 Oktober 2014
Pukul ; 10.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Biro Hukum dan Panlak UU
Acara : ^ftOlhftUft?.aU..?.eratur.ap., Sekjen # DPR .RI.. tentai:iS.........

Pedoman Pembentukan Produk Hukum Sekjen DPR RI

Ketua Rapat : Rudi Rochmansyah, SH.,MH

t'/'-ri
JABATAN TANDATANGAN

1. Rudi Rochmansyah, SH., MH Karo Hukum & Panlak
if - /■

fNIP. 19690213 199302 1 001 Undang-Undang

2. Dra. Tanti Sumartini. M.Si Kabag. Panlak UU
- 1 ^ CckJt

/ 4. \...i..................................
NIP. 19631001 198803 2 001 \

3. Arini Wijayanti, SH., MH Kabag. Hukum
NIP. 19710518 199803 2 010

4. Rahmad Budiaji, S.IP./M.SI Kabag. Organisasi dan f\..............
NIP. 197008011996031001 Tatalaksana / \liul

5. Dwi Frihartomo, SH., MH Kasubag. Pertimbangan 5......-Wr........
NIP. 19711121 199903 1 003 dan Bantuan Hukum

6. ErnI Husniyati, SH. Kasubag. Administrasi 6.............................
NIP. 19810105 200502 2 002 Perundang-undangan

7. Pradina Kurnia Sari Hidayah, SH StafBag. Hukum 7......X............
NIP. 19890329 2001402 2 004

8. Wiwin Sri Rahyani, S.H., M.H. Bag. PUU Bldang EKKU 8
NIP. 197901192002122002

9. Dahliya Bahnan, SH Staf Bag. Hukum 9............L............
NIP. 19750420 200212 2 002

10. 10.............................

11. 11..............................

12. 12.............................

13. 13............................

http://www.dpr.go.id


refjenppfts;

SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 
TELP (021) 5715265, FAX (021) 5715 208,WEBSITE : www.dpr.go.id

DAFTAR HADIR

Hari/tanggal : Kamis, 16 Oktober 2014
Pukul : 10.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Biro Hukum dan Panlak UU
Acara : ?. ? mb ah as an,e r . XU.. ........

Pedoman Pembentukan Produk Hukum Sekjen DPR PI

Ketua Rapat : Rudi Rochmansyah, SH.,MH

;:NO. ' v iNAMA/NIP JABATAN

1. Rudi Rochmansyah, SH.f MH
NIP. 19690213 199302 1 001

Karo Hukum & Panlak 
Undang-Undang

2. Dra. Tanti Sumartini. M.Si
NIP. 19631001 198803 2 001

Kabag. Panlak UU

3. Arini Wijayanti, SH., MH
NIP. 19710518 199803 2 010

Kabag. Hukum

4. Rahmad Budiaji, S.IP./M.Si
NIP. 197008011996031001

Kabag. Organisasi dan 
Tatalaksana

5. Dwi Frihartomo, SH., MH
NIP. 19711121 199903 1 003

Kasubag. Pertimbangan 
dan Bantuan Hukum

6. Erni Husniyati, SH.
NIP. 19810105 200502 2 002

Kasubag. Administrasi 
Perundang-undangan

7. Pradina Kurnia Sari Hidayah, SH 
NIP. 19890329 2001402 2 004

Staf Bag. Hukum

8. Wiwin Sri Rahyani, S.H., M.H.
NIP. 197901192002122002

Bag. PUU Bidang EKKU

9. Dahliya Bahnan, SH
NIP. 19750420 200212 2 002

Staf Bag. Hukum

10.

11.

12.

TTANDATANGAN

8.

10.

11.

12.

http://www.dpr.go.id


SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 
TELP (021) 5715265, FAX (021) 5715 206.WEBSITE ; www.dpr.qo.id

DAFTAR HADIR

Hari/tanggal : Rabu, 3 September 2014

Pukul : 10.00 WIB s.d. Selesai

Tempat : Ruang Rapat Biro Hukum dan Panlak UU
^cara ■ PeTiyusunaniikonsep#iPedomapi>>Pembentukan........

Produk Hukum sekretariat Jenderal DPR RI

Ketua Rapat : Rudi Rochmansyah,

NO. NAMA/NIP 3ABATAN

1. Rudi Rochmansyah, SH., MH Karo Hukum & Panlak
NIP. 19690213 199302 1 001 Undang-Undang

2. Dra. Tanti Sumartini. M.Si
NIP. 19631001 198803 2 001

Kabag. Panlak UU

3. Arini Wijayanti, SH.( MH
NIP. 19710518 199803 2 010

Kabag. Hukum

4. Dwi Frihartomo, SH., MH Kasubag.
NIP. 19711121 199903 1 003 Pertimbangan dan 

Bantuan Hukum
5. Erni Husnlyati, SH.

NIP. 19810105 200502 2 002 Kasubag. Administrasi 
Perundang-undangan

6, AhyarTibi, SH.
NIP. 19600613 199803 1 001 Kasubag. Panlak UU 

Bidang EKKUINDAG
7. Michiko Dewi, SH.

NIP. 19670317 199603 2 002 Kasubag. Panlak UU 
Bidang POLHUKHAM 

dan KESRA
8. Hariyanto, SH

NIP. 19680301 199003 1 004 Staf

9. Kusdinar
NIP. 19620216 198503 1 005 Staf

10. S. Yanto^ S.Sos
NIP. 19680612 199603 1 002 Staf

11. Martin Yohannes
NIP. 19710313 199403 1 004 Staf

12. Nur Azhizhah Sara Mukti
NIP. 19860703 200502 2 001

Staf

TANDATANGAN

1.

3.

5.

/ Qv

10......

http://www.dpr.qo.id


TANDATANGANJABATANNAMA/NIP

Wibowo Sukoco
NIP. 19750526 200701 1 002

Nip. 19640421 198603 1 005

Boyke Agung Budi D.
NIP. 19711207 199703 1 001

S. Agus Trimarawulan, SH 
NIP. 19600803 199302 1 001

Yunita
NIP. 19610614 198403 2 001

Dahliya Bahnan, SH
NIP. 19750420 200212 2 002

Agus Rukiman
NIP. 19690314 199203 1 005

Kokom Komala
NIP. 19730529 199903 2 004

Pradina Kurnia Sari Hidayah, SH 
NIP. 19890329 2001402 2 004

22. ...(Irna Gusvita Indrikasari, SH 
NIP. 19870827 2001402 2 002

Dahlia Anggreiny
NIP. 19861011 200502 2 001

Tata
NIP. 19720811 199903 1 004



___
SEKRETARlAT JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 

TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpi .uo.id

DAFTAR HADIR
Hari/Tanggal : Rabii.5 September2014 

Pukul : pLikul 13.00 'U'lB- Selesai
I

Tempat : Ruang Rapai Wakil Sekretaris Jenderal DPR R1 Lamai II,
Gediing Sekretariai jenderal DPR Rl

Acara ; 1. Membahas Pelaksanaan Proyek Perubahan di Biro Hukum dan
Pemantauan Pelaksanaan Dndang undang

2. Lain-lain

Ketua Rapat ; Rudi Roclimansyah,

NO

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10,

NAMA

Rudi Rochmansyah,
NIP :19690233 199302 1 001

Makmur, S.SOS.,M.M.
NIP : 19590304198103 1 004

Rusniangsih,
NIP : 19570625198803 2 001

Dra. Dainayanti. M.Si.
NIP: 19620211198703 2 002

Rahmad Budiaji, S.IP. M.Si. 
NIP : 19700801199603 3 001

Zuredali Amnah, S.H.
NIP: 19630614199202 2 001

Drs. Mohammad Djazuli, M.Si. 
NIP : 19651031199403 1 002

Drs. Nasrulloh
NIP :19600508198303 1 004

11.

12.

Sri Wahyu Budlii Lestari, S.E.,M.A.B. 
NIP : 196805221995Q2 2 001

Dra. Tanti Sumanini. M.Si.
NIP : 19631001 198803 2 001

JABATAN

Kepala Biro Hukum dan Panlak 
Undang-Undang

Kepala Biro Keuangan

Kepala Biro Keanggolaan dan 
Kepegawaian

Kepala Biro Perencanaan dan 
Pengawasan

Kepala Bagian Organisasi dan 
Tatalaksana

Kepala Bagian Kepegawaian

Kepala Bagian Diklat

Kepala Bagian Pengawasan 
Internal

Kepala Bagian Perbendaharaan

Arini Wijayami, SH.,MH. 
NIP : 19710518 199803 2 10

AhyarTibi, S.H.
NIP; 19600613 199803 1 001

Kepala Bagian Panlak UU 10.T7-V..

Kepala Basian Hukum

TANDA TANGAN

5..-T.

Kasubag. Panlak UU Bidang 
EKKUINDAG



Kasubag. Paniak UU BidangMicliiko Dewi. S.H.
NIP : 1Q6703I7 199603 2 002 POLHUK.HAM dan KESRA

Kasubag. Petiiinbangan dan 
Baniuan Hiikum

Dwi Friliariomo,
NIP : 19711121 199903 1 003

Kasubag AdministrasiErni Musniyaii, S.H.
NIP: 19S10105 200502 2 QQ2 Perundang-Undangan

Hariyanio, SH.
NIP : 1968Q301 199003 1 004

Kusdinar
NIP ; 19620216 198503 I 005

NIP : 19680612 199603 1 002

Susena, SE
NIP ; 19640421 198603 1 005

S. Agiis Trimarawulan , SH 
NIP ;19600803 199302 1 001

Boyke Agung Budi D.
NIP : 19711207 199703 1 001

Agus Rukiman
NIP : 19690314 199203 1 005

Yunita
NIP :19610614 198403 2 001

Nur Azliizha Sara Mukti 
NIP : 19860703 200502 2 001

Ima Giisvita Indrikasavi, S.H. 
NIP : 19870827 201402 2 002

Dahliya Balman. S.H.
NIP : 19750420 200212 2 002

Pradina Kumia Sari Hidayah, S.H.
NIP ; 19890329 201402 2 004

Tata
NIP :19720811 199903 1 004

Dahlia Anggreiny
NIP : 19861011 2005022 001

Wibowo Sukoco
NIP : 19750526 200701 1 002

Marlin Yohannes
NIP ; 19710313 199403 1 004



SEKRETARIAT JENDERAL
p—i- f dew AN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
-afc___ ; " JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 

TF-l ,P (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : ww.dpr.eo.id

DAFTAR HADIR

Rapal ke- 

Hari / tangggal 

Pukul 

Tempat

Acara

: 1

: Senin, 8 September 2014

; 10.00 s/d 12.00 WIB

: Ruang Rapat Biro Hukum dan Panlak UU 
Lantai II, Ged. Sekretariat Jenderal DPR RI

: Penyusunan konsep Pedoman Pembentukan Produk Hukum 
Sekretariat Jenderal DPR RI

Rudi Rochmansyah, S.H.,. M.H.Ketua Rapat

TANDA TANGANJABATANNAMA

Kepala Biro Hukum dan Panlak 
Undang-Undang

Rudi Rochmansyah,
NP : 19690213 199302 1 001

Kepala Bagian Panlak UUDra. Tanti Sumartini. M.Si. 
NIP: 19631001 198803 2 001

Kepala'Bagian HukumArini Wijayanti,
NIP : 19710518 199803 2 10

Kasubag. Pertimbangan dan 
Bantuan Hukum

Dwi Frihailomo, SH.,MH. 
NIP : 19711121 199903 1 003

Kasubag Administrasi 
Perundang-Undangan

Emi Husniyati, S.H.
NIP: 19810105 200502 2 002

Staf Bagian HukumDahliya Bahnan. S.H.
NIP : 19750420 200212 2 002

Staf Bagian HukumPradinaKumia Sari Hidayah, S.H. 
NP: 19890329 201402 2 004

Staf Bagian HukumIma Gusvita Indrikasari, S.H. 
NP: 19870827 201402 2 002



SEKRET ARI AT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. .lENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423/5715 925, WEBSITE : www.dnr.go.id

Rapal ke- 

Hari / tangggal 

Pukul 

Tempat

Acara

DAFTAR HADIR 

: 2

: Jum'at, 12 September 2014

: 10.00 s/d 12.00 WIB

: Ruang Rapat Biro Hukum dan Panlak UU 
Lantai II, Ged. Sekretariat Jenderal DPR RI

: Penyusunan konsep Pedoman Pembentukan Produk Hukum 
Sekretariat Jenderal DPR RI

: Rudi Rochmansyah, S.H.,. M.H.Ketua Rapat

TANDA TANGANJABATANNAMA

Kepala Biro Hukum dan Panlak 
Undang-Undang

Rudi Rochmansyah, SH.,MH. 
NIP; 19690213 199302 1 001

Kepala Bagian Panlak UUDra. Tanti Sumartini. M.Si. 
NIP; 19631001 198803 2 001

Kepala Bagian HukumArini Wijayanti,
NIP; 19710518 199803 2 10

Kasubag. Pertimbangan dan 
Bantuan Hukum

Dwi Frihartomo,
NIP : 19711121 199903 1 003

Kasubag Administrasi 
Perundang-Undangan

Erni Husniyati, S.H,
NIP; 19810105 2005022 002

Staf Bagian HukumDahliya Bahnan. S.H.
NIP : 19750420 200212 2 002

Staf Bagian HukumPradina Kumia Sari Hidayah, S.H. 
NIP ; 19890329 201402 2 004

Staf Bagian HukumIma Gusvita Indrikasari, S.H. 
NIP: 19870827 201402 2 002

http://www.dnr.go.id


SEKRETARIAT JENDERAL
DEW AN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOTSUBROTO JAKARTA KODEPOS 10270 
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 /5715 925, WEBSITE: www.dpr.tio.id

Rapat ke- 

Hari / tangggal 

Pukul 

Tempat

Acara

DAFTAR HADIR

Senin, 15 September 2014 

10.00 s/d 12.00 MB

Ruang Rapat Biro Hukum dan Panlak UU 
Lantai II, Ged. Sekretariat Jenderal DPR RI

Penyusunan konsep Pedoman Pembentukan Produk Hukum 
Sekretariat Jenderal DPR Rl

; Rudi Rochmansyah, S.H.,. M.H.Ketua Rapat

TANDA TANGANJABATANNAMA

KepalaBiro Hukum dan Panlak 
Undang-Undang

Rudi Rochmansyah, SH.,MH. 
NIP: 19690213 199302 1 001

Kepala Bagian Panlak UUDra. Tanti Sumartini. M.Si. 
NIP: 19631001 198803 2 001

Kepala Bagian HukumArini Wijayanti, SH.,MH. 
NIP: 19710518 199803 2 10

Kasubag. Pertimbangan dan 
Bantuan Hukum

Dwi Frihartomo, SH.,MH. 
NIP : 19711121 199903 1 003

Kasubag Administrasi 
Perundang-Undangan

Emi Husniyati, S.H.
NIP: 19810105 200502 2 002

Staf Bagian HukumDaliliya Bahnan. S.H.
NIP: 19750420 200212 2 002

Staf Bagian HukumPradina Kumia Sari Hidayah, S.H. 
NIP ; 19890329 201402 2 004

Staf Bagian HukumIma Gusvita Indrikasari, S.H. 
NP : 19870827 201402 2 002

http://www.dpr.tio.id


SEKRETARIAT JENDERAL
DEW AN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 
TELP (02115715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925s WEBSITE : www.dpr.^o.id

Rapat ke- 

Hari / tangggal 

Pukul 

Tempat

Acara

DAFTAR HADIR

: 4

: .Turn’at, 19 September 2014

; 10.00 s/d 12.00 WIB

: Ruang Rapat Biro Hukum dan Panlak UU 
Lantai II, Ged. Selcretariat Jenderal DPR RI

: Penyusunan konsep Pedoman Pembentukan Produk Hukum 
Sekretariat Jenderal DPR RI

Rudi Rochmansyah, S.H.,. M.H.Ketua Rapat

TANDA TANGANJABATANNAMA

Kepala Biro Hukum dan Panlak 
Undang-Undang

Rudi Rochmansyah,
NIP : 19690213 199302 1 001

Kepala Bagian Panlak UUDra. Tanti Sumartini. M.Si. 
Nff: 19631001 198803 2 001

Kepala Bagian HukumArini Wijayanti, SH.,MH. 
NIP : 19710518 199803 2 10

Kasubag. Pertimbangan dan 
Bantuan Hukum

Dwi Frihartomo, SH.,MH. 
NEP: 19711121 199903 1 003

Kasubag Administrasi 
Perundang-Undangan

Emi Husniyati, S.H.
NIP: 19810105 200502 2 002

Staf Bagian HukumDahliya Balinan. S.H.
NIP: 19750420 200212 2 002

Staf Bagian HukumPradina Kumia Sari Hidayah, S.H. 
NIP: 19890329201402 2 004

Staf Bagian HukumIma Gusvita Indrikasari, S.H. 
NIP: 19870827 201402 2 002



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE ; ww.dpr.go.id

Rapat ke- 

Hari / tangggal 

Pukul 

Tempat

Acara

Ketua Rapat

DAFTAR HADIR

; 5

; Senin, 22 September 2014

; 10.00 s/d 12.00 WIB

: Ruang Rapat Biro Hukum dan Panlak UU 
Lantai II, Ged. Sekretarial Jenderal DPR KJ

: Penyusunan konsep Pedoman Pembentukan Produk Hukum 
Sekretariat Jenderal DPR RI

: Rudi Rochmansyah, S.H.,. M.H.

NO

1.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

n

NAMA JABATAN

Rudi Rochmansyah,
NEP: 19690213 199302 1 001

Dra. Tanti Sumartini. M.Si.
NP: 19631001 198803 2 001

Arini Wijayanti,
NP: 19710518 199803 2 10

Dwi Frihanoino,
NP: 19711121 199903 1 003

Emi Husniyati, S.H.
NP: 19810105 2005022 002

Dahliya Bahnan. S.H.
NP: 19750420 200212 2 002

Pradina Kumia Sari Hidayali, S.H. 
NP: 19890329 201402 2 004

Ima Gusvita Indrikasari, S.H.
NP: 19870827 201402 2 002

Kepala Biro Hukum dan Panlak 
Undang-Undang

Kepala Bagian Panlak UU
V

Kepala Bagian Hukum

Kasubag. Pertimbangan dan 
Bantuan Hukum

Kasubag Administrasi 
Perundang-Undangan

Staf Bagian Hukum 

Staf Bagian Hukum 

Staf Bagian Hukum

TANDA TANGAN

10.

11,

12.



Is

'5^4___
5—

SEKRETARIAT JENDERALDEW AN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAJLN JENDERAL GATOTSUBROTO JAKARTA KODEPOS 10270TELP f021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www^djM^gQjd____

NO

Rapat ke- 

Hari / tangggal 

Pukul 

Tenipat

Acara

Ketua Rapat

DAFTAR HADIR 

; 6

; Jum’at, 26 September 2014

: 10.00 s/d 12.00 WIB

: Ruaiig Rapat Biro Hukum dan Panlak UU Lantai II, Ged. Sekretariat Jenderal DPR RI
: Penyusunan konsep Pedoman Pembentukan Produk Hukum 
Sekretariat Jenderal DPR RI

: Rudi Rochmansyah, S.H.,. M.H.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

NAMA

Rudi Rochmansyah,
NIP :19690213 199302 1 001

Dra. Tanti Sumartini. M.Si. 
NIP: 19631001 198803 2 001

Arini Wijayanti,
NIP :19710518 199803 2 10

Dwi Frihartomo, SH.,MH.
NIP :19711121 199903 1 003

Emi Husniyati, S.H.
NIP : 19810105 200502 2 002

Dahliya Bahnan. S.H.NIP: 19750420 200212 2 002

Pradina Kumia Sari Hidayah, S.H. NIP: 19890329 201402 2 004

Irna Gusvita Indrikasari, S.H.
NIP :19870827 201402 2 002

JABATAN

Kepala Biro Hukum dan Panlak 
Undang-Undang

Kepala Bagian Panlak UU

Kepala Bagian Hukum

Kasubag. Pertimbangan dan 
Bantuan Hukum

Kasubag Administrasi 
Perundang-Undangan

Staf Bagian Hukum

Staf Bagian Hukum

Staf Bagian Hukum

TANDA TANGAN

,.i

10.

11.

12.



SEKRETARIAT JENDERAL

TELP ;^321°5715265 fax (021) 5715 208.WEBSITE ;

NO.

Hari/tanggal

DAPTARHADIR

. Senin . ,14., Juli. ,2014...................................
Pukul

Tempat
: Ruang..Rapat..Biro..Hukum..dan..Eanlak..UU

TT Gedung Sekretariat Jenderal kl
: .feordipasi .Brainsto™ing,,untuk Perubahan

Ketua Rapat

nama/nip

1. Rudi Rochmansyah, SH., MH 
NIP. 19690213 199302 1 001

2. Dra. Tanti Sumartini. M.Si 
NIP. 19631001198803 2 001

3. Arini Wijayanti, SH., MH 
NIP. 19710518 199803 2 010

4. Dwi Frihartomo. SH., MH
NIP. 19711121199903 1 003

5. Erni Husniyati, SH.
NIP.19810105 200502 2 002

6. AhyarTibi, SH.
NIP. 19600613 199803 1001

7. Michiko Dewi, SH.
NIP. 19670317 199603 2 002

8. Hariyanto, SH 
NIP. 19680301199003 1004

9. Kusdinar 
NIP.19620216 198503 1 005

10. 5. Yanto, S.Sos 
NIP.19680612 199603 1 002

11. Martin Yohannes
NIP.19710313199403 1 004

Nur Azhizhah Sara Mukfi 
NIP. 19860703 200502 2 001_

JABATAN

Karo Hukum & Panlak 
Undang-Undang

Kabag. Paniak UU 

Kabag. Hukum

Kasubag. Pertimbangan 
dan Bantuan Hukum

Kasubag. Administrasi
Perundang-undangan

Kasubag, Panlak UU 
Bidang EKKUINDAG

Kasubag. Panlak UU 
Bidang POLHUKHAM dan 

KESRA

Staf

Staf

Staf

Staf

Staf

TANDATANGAN

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



Wibowo Sukoco
NIP. 19750526 200701 1 002

Nip. 19640421198603 1 005

Boyke Agung Budi D.
NIP. 19711207 199703 1 001

S. Agus Trimarawulan, SH 
NIP. 19600803 199302 1 001

Yunita
NIP. 19610614 198403 2 001

Dahliya Bahnan, SH
NIP. 19750420 200212 2 002

Agus Rukiman
NIP. 19690314 199203 1005

Kokom Komala
NIP. 19730529 199903 2 004

pradina Kurnia Sari Hidayah, SH 
NIP. 19890329 2001402 2 004

Irna Gusvita Indrikasari, SH 
NIP. 19870827 2001402 2 002

Dahlia Anggreiny
NIP. 19861011200502 2 001

Tata
NIP. 19720811199903 1 004



i SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 
TELP (021) 5715265, FAX (021) 5715 208,WEBSITE : www.dpr.qo.id

Hari/tanggal

Pukul

Tempat

Acara

Ketua Rapat

DAFTAR HADIR

Selasa. 15. JuLi. 2014................................
a9.(.ao...s/d..ui.o.o...TO....................
Biuaiig.B^pat.Blr.o..HukLm.daii.Panlak..UU.
U.n t a i. II., .dedun^. 5ekr e t ar ia t.. Tender a L DPR RI

KD.ordiLiALsi...uii.tuk..Proy.ek.Perubaban.-.....
Kepala Biro Hukum dan _Parilak ...........

TANDATANGANJABATANNAMA/NIP

Karo Hukum & Panlak 
Undang-Undang

Rudi Rochmansyah, SH., MH 
NIP. 19690213 199302 1 001

Kabag. Panlak UUDra.Tanti Sumartini. M.Si 
NIP. 19631001 198803 2 001

Kabag. HukumArini Wijayanti, SH., MH 
NIP. 19710518 199803 2 010

Kasubag. Pertimbangan 
dan Bantuan Hukum

Dwi Frihartomo, SH., MH 
NIP. 19711121199903 1003

Kasubag. Administrasi 
Perundang-undangan

Erni Husniyati, SH.
NIP. 19810105 200502 2 002

Kasubag. Panlak UU 
Bidang EKKUINDA6NIP. 19600613 199803 1 001

Kasubag. Panlak UU 
Bidang POLHUKHAM dan 

KESRA

Michiko Dewi, SH.
NIP. 19670317 199603 2 002

Hariyanto, SH
NIP. 19680301 199003 1004

Kusdinar
NIP. 19620216 198503 1 005

S. Yanto, S.Sos
NIP. 19680612 199603 1002

Martin Yohannes
NIP. 19710313 199403 1 004

Nur Azhizhah Sara Mukti
NIP. 19860703 200502 2 001

http://www.dpr.qo.id


Wibowo Sukoco
NIP. 19750526 200701 1 002

Susena, SE
Nip. 19640421 198603 1 005

Boyke Agung Budi D.
NIP. 19711207 199703 1 001

S. AgusTrimarawulan, 5H 
NIP. 19600803 199302 1 001

Yunita
NIP. 19610614 198403 2 001

Dahliya Bahnan, SH
NIP. 19750420 200212 2 002

Agus Rukiman
NIP. 19690314 199203 1 005

Kokom Komala
NiP. 19730529 199903 2 004

Pradina Kurnia Sari Hidayah, SH 
NIP. 19890329 2001402 2 004

Irna Gusvita Indrikasari, SH 
NIP. 19870827 2001402 2 002

Dahlia Anggreiny
NIP. 19861011 200502 2 001

Tata
NIP. 19720811 199903 1 004



r+ss"-

SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 
TELP (021) 5715265, FAX (021) 5715 208,WEBSITE : www.dpr.qo.id

DAFTAR HADIR

Hari/tanggal : Eahu,.. 16,.JuLi..20.14................................
. 13.00 s/d Selesai

Ruang Rapat Biro Hukum dam Pamlak UU
Lt.II Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI

. Koordimasi umtuk proyek perubahan

Ketua Rapat . Kepala Biro Hukum dam Panlak UU

TANDATANGANJABATANNAMA/NIP

Karo Hukum & Panlak 
Undang'Undang

Rudi Rochmansyah, SH., MH 
NIP. 19690213 199302 1 001

Kabag. Panlak UUDra.Tanti Sumartini. M.Si 
NIP. 19631001 198803 2 001

Kabag. HukumArini Wijayanti, SH., MH 
NIP. 19710518 199803 2 010

Kasubag. Pertimbangan 
dan Bantuan Hukum

Dwi Frihartomo, SH., MH 
NIP. 19711121199903 1 003

Kasubag. Administrasi 
Perundang-undangan

Erni Husniyati, SH.
NIP. 19810105 200502 2 002

Kasubag. Panlak UU 
Bidang EKKUINDAGNIP. 19600613 199803 1 001

Kasubag. Panlak UU 
Bidang POLHUKHAM dan 

KESRA

Michiko Dewi, SH.
NIP. 19670317 199603 2 002

Hariyanto, SH
NIP. 19680301 199003 1 004

Kusdinar
NIP. 19620216 198503 1005

S. Yanto, S.Sos
NIP. 19680612 199603 1 002

Martin Yohannes
NIP. 19710313 199403 1 004

Nur Azhizhah Sara Mukti 
NIP. 19860703 200502 2 001

http://www.dpr.qo.id


Wibowo Sukoco
NIP. 19750526 200701 1 002

Susena, SE
Nip. 19640421198603 1 005

Boyke Agung Budi D.
NIP. 19711207 199703 1001

16. S, Agus Trimarawulan, SH
NIP. 19600803 199302 1 001

Yunita
NIP. 19610614 198403 2 001

Dahliya Bahnan, SH
NIP. 19750420 200212 2 002

Agus Rukiman
NIP. 19690314 199203 1 005

Kokom Komala
NIP. 19730529 199903 2 004

Pradina Kurnia Sari Hldayah, SH 
NIP, 19890329 2001402 2 004

Irna Gusvita Indrikasari, SH 
NIP. 19870827 2001402 2 002

Dahlia Anggreiny
NIP. 19861011 200502 2 001

Tata
NIP. 19720811 199903 1004



SEKRETARIAT JENDERAL
DEW AN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

,ILN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 
TELP (021)5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Rapat ke- 

Hari / tangggal 

Pukul 

Tempat

Acara

Ketxia Rapat

DAFTAR HADIR

Jum’at, 18 Juli 2014 

10.00 s/d 12.00 WIB

Ruang Rapat Biro Hukum dan Panlak UU 
Lantai II, Ged. Selaetariat Jenderal DPR RI

Rapat Koordinasi Biro Hukum dan Panlak UU 
untuk Proyek Perubahan

Rudi Rochmansyah, S.H.,. M.H.

JABATAN TANDA TANGANNAMA

Kepala Biro Hukum dan Panlak 
Undang-Undang

Rudi Rochmansyah, SH.,MH. 
NIP :19690213 199302 1 001

Kepala Bagian Panlak UUDra. Tanti Sumartini. M.Si. 
NIP: 19631001 198803 2 001

Kepala Bagian HukumArini Wijayanti,
NIP: 19710518 199803 2 10

Kasubag. Pertimbangan dan 
Bantuan Hukum

Dwi Frihartomo, SH.,MH. 
NIP: 19711121 199903 1 003

Kasubag Administrasi 
Perundang-Undangan

Emi Husniyati, S.H.
NIP: 19810105 200502 2 002

Staf Bagian HukumDaliliya Balinan. S.H.
NIP : 19750420 200212 2 002

Staf Bagian HukumPradina Kumia Sari Hidayali, S.H. 
NIP: 19890329 201402 2 004

Staf Bagian HukumIrna Gusvita Indrikasari, S.H. 
Nff : 19870827 201402 2 002

http://www.dpr.go.id


SEKI^TARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE :www1fegojd

DAFTAR HADIR

Rapat ke-

Hari / tangggal : Senin, 21 Juli 2014

Pukul : 10.00 s/d 12.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Biro Hukum dan Panlak UU 
Lantai II, Ged. Sekretariat Jenderal DPR RI

Acara :Rapat Koordinasi Biro Hukum d£ 
untuk Proyek Perubahan

Ketua Rapat : Rudi Rochmansyah, S.H.,. M.H.

TANDA TANGANJABATANNAMA

Kepala Biro Hukum dan Panlak 
Undang-Undang

Rudi Roclimansyali, SH.5MH. 
NIP: 19690213 199302 1 001

Kepala Bagian Panlak UUDra. Tanti Sumartini. M.Si. 
NIP: 19631001 198803 2 001

Kepala Bagian HukumArini Wijayanti,
NIP: 19710518 199803 2 10

Kasubag. Pertimbangan dan 
Bantuan Hukum

Dwi Frihartomo,
NIP: 19711121 199903 1 003

Kasubag Administrasi 
Perundang-Undangan

Emi Husniyati, S.H.
NIP : 19810105 200502 2 002

Staf Bagian HukumDahliya Bahnan. S.H.
NIP: 19750420 200212 2 002

Staf Bagian HukumPradina Kumia Sari Hidayah, S.H. 
NIP : 19890329 201402 2 004

Staf Bagian HukumIma Gusvita Indrikasari, S.H. 
NIP : 19870827 201402 2 002



" ->P
__________"#r-

SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN, JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 
TELP (021) 5715 34B, 5715 349, 5715 359 LAMAN ' www.dDr.QO.id

Hari / langgal

Pulcu]

Tempat

Acara

Ketua Rapal

DAFTAR H.ADIR 

: Rabu, 23 Juii 2014 

: Puku] 10.00 - Selesai

: Ruang Rapal Biro Hukum daii Paniak ULl Lantai II, 
Gedung Selcreiarial .lenderal DPR RI

:P,apat Koordinasi Biro Hukum dan Paniak UU 
untuk Pro3'ek Perubahan 

: Rudi Rochniansyali,

NO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

NAMA

Rudi Rochmansyah,
NIP : 19690213 199302 1 001

Dra. Tanti Sumarlini. M.Si. 
NIP: 19631001 198803 2 001

Arini Wijayanti,
NP : 19710518 199803 2 10

Dwi Frihanoiuo,
NIP :19711121 199903 1 003

Erni Husniyati, S.H.
NIP: 19810105 200502 2 002

Aliyar Tibi, S.H.
NIP: 19600613 199803 1 001

MichOco Dewi, S.H.
NIP : 19670317 199603 2 002

Susi Daryati, S.H., M.H.
NIP : 19791224 200502 2 001

Harivanto, SH.
NIP •19680301 199003 1 004 

Kusdinar
NIP: 19620216 198503 1 005

S. Yanto. S.Sos.
NP: 19680612 199603 1 002

Susena. SE
NIP : 19640421 198603 1 005

Boyke .Asung Budi D.
NIP : 19711207 199703 1 001

Martin Yohannes
NP : 19710313 199403 1 004

JABATAN TANDATANGAN

Karo Hukum dan Paniak 
Undang-Undang

Kabag. Pajilak UU 

Kabas. Hukum

Kasubag. Pertimbangan dan 
Bantuan Hukum

Kasubag Administrasi 
Perundang-Undangan

Kasubag. Paniak UU Bidang 
EKKUINDAG

Kasubag. Paniak UU Bidang 
POLHUICHAM dan KESRA

Kepala Sub Bagian 
Dokumentasi dan Tata Naskah 

Pegawai

Staf

Staf

Staf

Staf

Staf

Staf

http://www.dDr.QO.id


TANDA TANGANKETERANGANNAMA

Nur Azhizha Sara Mukti 
NIP : 19860703 200502 2 001

Wibowo Sukoco
NIP: 19750526 200701 1 002

S. Agus Trimarawuian , SH. 
NIP: 19600803 199302 1 001

Yunita
NIP: 19610614 198403 2 001

Dahliya Bahnan. S.H.
NIP: 19750420 200212 2 002

Agus Rukiman
NIP : 19690314 199203 1 005

Ima Gusvita Indrikasari, S.H. 
NIP : 19870827 201402 2 002

Kokom Komala, S.Sos.
NIP : 19730529 199903 2 004

Pradina Kumia Sari Hidayah, S.H. 
NIP : 19890329 201402 2 004

Tata
NIP: 19720811 199903 1 004

Dahlia Anggreiny
NIP: 19861011 2005022 001
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SEJCi'LETARIAT .r£NI>EJ^4L 

;AN PER^A'AiCILAN R.4KVAT REi^ClIiLIJC INDONESIA
JD'J. J'EJ'1DEI:AL- GAT'07 SlIBIiOTC.tJAllARTA l.ODE ]J0£. 10271)

TEU-- r021 j:'.7I*.3-!f'FA>: (021 j f?];./12:W;'.71;. 5»22.; WEBSITE : wwv.-dm.iic.id

Rapai kt- 

Hari / langogal 

Pukiil 

Terapai

Acara

■ Ketua Rapai

IiAFTaR hadjr

KamiSj 24 Juli 2014 

10.00 s/d 12.00 WIB

Riiarji Rapai Biro Hukum dan Panlak UU 
Lamai Ik Ged. Sela-emriai Jenderal DPR RI

: Rapat Koordinasi Brainstorming untuk 
Proj'ek Perubaban Penj’usunan

Rudi Rochmansyah. S.H.,. M.H.

KAMA JABATAN TANDA TANGAN

Riidi Rochmansyali,
NIP :19690213 199302 1 001

ICepala Biro Hukum dan Panlak 
Undang-Undang

Dra. Tanli Siimanini. M.Si, 
NIP: 19631001 198803 2 001

Repala Bagian Panlak UU

Arini Vi7ijayanti. SH.JvCH. 
NIP : 19710518 199803 2 10

Kepaia Bagian Hiikum

Dwi Frihanomo,
NIP :19711121 199903 1 003

ICasubag. Penimbangan dan 
Bantuan Hukum

Emi Husniyaii; S.H.
NIP: 19810105 200502 2 002

Rasubag Administj-asi 
P eru n da ng-U n d a ngan

Dahliya Bahnan. S.H.
NIP : 19750420 200212 2 002

StafBagian Huloim

Pradina Kiimia Sari Hida^■ah, S.H. 
NIP; 19890329 2014022 004

StafBagian Hukum

Ima Giis>'ita liidrilcasari. S.H. StafBagian Hukum


